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PENGESAHAN PENGUJI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku Tim Penguji Tesis

9 NeH ®

6mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “Urgensi Keterangan
oAhli Waris Terhadap Kepemilikan Harta Dalam Kompilasi Hukum Islam
§_Perspektif Maslahah Mursalah”, yang ditulis oleh saudari:

T Nama : Lenny Guspidawati

= NIM : 22390225032

z Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyyah) S2

w

g Telah di ajukan dan diperbaiki sesuai dengan syarat Tim Penguji Tesis
oPro gram Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 02 Juli 2025.
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Dr. Helmi Basri, L@@WMA = — —~ ... .= N
NIP. 197407042006041003 Tgl: 2025

Penguji 11
Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH., MH
YD NIP. 197802272008011009 Tgl: 2025
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Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
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Assalamu "alaikum wr. wb.
Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan
perbaikan isi tesis saudara :
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Nama : LENNY GUSPIDAWATI

NIM : 22390225032

Prog. Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul : URGENSI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

DALAM KEPEMILIKAN HARTA MENURUT
KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian
dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarajana Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Wassalamu alaikum wr. wh.
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~ Kami yang bertanda tangan di bawah ini sclaku pembimbing tesis, dengan
ini menyetujui bahwa tesis berjudul : URGENSI SURAT KETERANGAN
SAHE}F WARIS DALAM KEPEMILIKAN HARTA MENURUT
SKOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH
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Untok diajukan dalam Sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarajana

Uniyersitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.
c /

Pembimbing Pendamping,

Dr. ERAMAN GHANI, M.Ag Dr. ZAILANL M.Ag
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Mengetahui :

. Ketua Program Studi Hukum Islam.
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SURAT PERNYATAAN

ama : LENNY GUSPIDAWATI
Nomor Induk Mahasiswa 122390225032

Tempat/Tanggal Lahir D
Program _ . Magister
. Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis berjudul:
RGENSI  SURAT KETERANGAN AHLI WARIS DALAM
KEPEMILIKAN HARTA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
PERSPEKTIF MASLAHAIT MURSALAH” sebagai salah satu syarat untuk
Eemperoleh gelar Magister dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
gutan Syarif Kasim Riau ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri
maupun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dari karya

orang lain telah dituliskan sumbemya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah
dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil
Karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia
menerima sangsi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sangsi-
sangsi lainnya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 23 Juni 2025
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KATA PENGANTAR

0/.0

llw ejdio yeH o

Puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT. karena

harya dengan petunjuk dan bimbinganNya serta karunia dan pertolonganNya

T&sis yang berjudul: "URGENSI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Té?HADAP KEPEMILIKAN HARTA DALAM KOMPILASI HUKUM

IS&.AM PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH,” ini dapat diselesaikan.

Demikian juga Shalawat dan Salam penulis sanjungkan ke haribaan Junjungan

Alin Nabi Besar Muhammad SAW., yang telah membimbing manusia ke jalan

y%g benar. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas

dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan materil maupun spirituil. Oleh karena

itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Leny Novianti, MS., S.E., M.Si., Ak. selaku Rektor Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

2. Bapak Prof. Dr. Helmiati, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan
?asilitas, sarana dan prasarana kepada penulis dalam mengikuti perkuliahan
f.i)ada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
cfa;;j?iau,

3.0§3apak Dr. H. Zailani, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Islam
g?rogram Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan
;éiosen pembimbing akademik yang telah banyak memberikan nasehat dan
Q_Imunya sejak awal hingga sekarang.

4.“;"éapak Dr. Erman Ghani, M.Ag selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. H.
aailani, M.A selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan
?bimbingan, arahan dan perbaikan tesis ini.
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5.mIBapak dan Ibu para Dosen beserta Karyawan Program Pascasarjana

o”Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah membimbing,
<mnemberikan dan menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.

G.erala Perpustakaan al-Jami‘ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
-Riau, berserta karyawan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis
intuk memimjam buku-buku yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini,

7.2(epala Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan
GByarif Kasim Riau berserta karyawan yang telah memberikan kesempatan
E_kepada penulis untuk memimjam buku-buku yang diperlukan dalam
g;;[])enyusunan tesis ini,

8.cAyahanda dan Ibunda tercinta, Kakak dan adik-adikku tersayang yang telah
Cbanyak memberikan dorongan, semangat dan motivasi kepada penulis untuk
menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau sampai dengan penyusunan tesis ini.

9. Semua rekan-rekan yang sama-sama duduk menimba ilmu pengetahuan di
Kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan,
oI(elP; karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan di masa
mgndatang sangatlah penulis harapkan, Demikian, semoga tesis ini ada
mgnfaatnya.

Wassalam
Penulis,

LENNY GUSPIDAWATI
NIM. 22390225032
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PEDOMAN TRANSLITERASI

viii

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat

K§)utusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Ke%udayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan
O&B.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi
Bgzﬁasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

=
Ao Konsonan

] Arab Latin Arab Latin

P \ A - Th

O o B 5 Zh

c
@ T ¢ ¢
<& Ts ¢ Gh
z J o F
C H J Q
e Kh 4 K
5 D J L
3 Dz ¢ M
J R o N

w J Z 3 w

= o S ; H

& N )

e 4 = ‘

8

s o DI

=

£ : .

B.< Vokal, Panjang dan Diftong
(g°]

A1

(=]

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”,

abacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

=
= Vokal (a) panjang=
js¥]

aVokaI (i) panjang=

>0
o

LI

nery wisey j

Vokal (u) panjang=

o=

misalnya Ja
misalnya J8
misalnya s

menjadi qala
menjadi qila

menjadi diina

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah

sedangkan
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Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”,
melainkan tetap ditulis dengan ‘iy”: agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah di

tulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

-Diftong (aw) = & misalnya Js&  menjadi gawlun

CDiftong (ay)= = misalnya o menjadi khayru

Ta’ Marbiithah (%)

Ta’ marbiithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4,3l 4l ) menjadi
al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *
4 Zea ; menjadi fi rahmatillah.

Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jaldlah yang berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan
contoh-contoh berikut ini:

a. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
b. Al-Bukhari dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan ...

C. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun
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ABSTRAK

dioyeH @

Tesis ini berjudul: URGENSI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA DALAM KOMPILASI HUKUM
ISEAM PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH, dengan rumusan
masalah : (1) Bagaimana fungsi Surat Keterangan Ahli Waris terhadap
kepemilikan harta dalam Kompilasi Hukum Islam ? dan (2) Bagaimana tinjauan
Mashlahah al-Mursalah terhadap fungsi Surat Keterangan Ahli Waris dalam
kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam? Metode penelitian :
penelitian pustaka (Library Research) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data
pritner: Kompilasi Hukum Islam, Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, Permenkumham Nomor 7 Tahun
2021 dan Buku Mashlalah al-Mursalah. Sumber data skunder: karya-karya dari
kalangan hukum dan sebagainya, sumber data tertier: Ensiklopedia, Kamus dan
lafA-lain. Teknik analisis data : deduktif, induktif dan komperatif. Hasil penelitian:
(1) Fungsi Surat Keterangan Ahli Waris terhadap kepemilikan harta dalam
Kompilasi Hukum Islam : bagi setiap warga Negara Indonesia hal ihwal waris
mewarisi terkait dengan peristiwa hukum dan kepastian hokum, termasuk dalam
hal Surat Keterangan Ahli Waris berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 dan
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Harta Peninggalan, Surat Keterangan Ahli Waris adalah dokumen resmi yang
memuat identitas ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan dari
seseorang yang telah meninggal dunia dan menjadi bukti bahwa seseorang atau
beberapa orang memiliki hak waris atas harta peninggalan seseorang yang telah
meninggal dunia. Ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah orang-
orahg yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap harta
peminggalan (tirkah/ warisan), baik untuk seluruhnya maupun sebagian,”
berdasarkan hubungan darah, perkawinan, beragama Islam, dan tidak ada
halangan secara hukum menjadi ahli waris., dan (2)Tinjauan Mashlahah al-
Mgrsalah terhadap kedudukan dan fungsi Surat Keterangan Ahli Waris:
memenuhi 4 persyaratan Mashlahah al-Mursalah: (a)kemaslahatan yang
diffaksudkan ingin dicapai tidak bertentangan dengan nash/ dalil al-Qur’an dan
Hadis, (b) Kemaslahatan yang dimaksud setidaknya merupakan salah satu dari
maqashld al-syari’ahl al-Kulliyat al-Khams (Hifzh : al-Din, al-Nafs, al-Aql, al-
N@I al-Maal), (c)Kemaslahatan yang dimaksud mesti merupakan sesuatu yang
nyata demi mendatangkan kemaslahatan, menghindarkan dari kemudaratan,
(d¥Kemaslahatan itu mesti nyata terjadi berlaku secara umum yang manfaatnya itu
berdampak pada banyak orang atau kemudaratan yang hendak dihindarkan itu dari
orging banyak bukan dari pribadi seseorang.

e}

Keyword : Urgensi, Surat Keterangan Ahli Waris dan Mashlahah.
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Xi

ABSTRACT

dioyeH @

TRIS thesis is entitled: THE URGENCY OF HEIR STATEMENTS IN
PROPERTY OWNERSHIP ACCORDING TO THE COMPILATION OF
ISEAMIC LAW FROM THE PERSPECTIVE OF MASLAHAH AL-
MBRSALAH, with the following problem formulations: (1) What is the function
ofcthe Heir Statement in property ownership according to the Compilation of
Istamic Law? and (2) What is the review of Mashlahah al-Mursalah regarding the
fupction of the Heir Statement in property ownership according to the
Cempilation of Islamic Law? Research method: library research with a qualitative
aﬁjq_roach. Primary data sources: Compilation of Islamic Law, Regulation of the
Muanister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land
Agency Number 16 of 2021, Regulation of the Minister of Law and Human
Rights Number 7 of 2021 and the Book of Mashlalah al-Mursalah. Secondary data
sorces: works from legal circles and so on, tertiary data sources: Encyclopedias,
Dictionaries and others. Data analysis techniques: deductive, inductive and
comparative. Research results: (1) The function of the Certificate of Heir in
ownership of assets according to the Compilation of Islamic Law: for every
Indonesian citizen, matters relating to inheritance are related to legal events and
legal certainty and in, including in the case of the Certificate of Heir based on the
Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the
National Land Agency Number 16 of 2021 and Regulation of the Minister of Law
and Human Rights Number 7 of 2021 concerning the Organization and Work
Procedures of the Inheritance Office, the Certificate of Heir is an official
document containing the identity of the heir who is entitled to receive inheritance
from a person who has died and is proof that a person or several people have
inHeritance rights to the inheritance of a person who has died. Heirs according to
the-Compilation of Islamic Law are people who replace the heirs in their position
regarding inheritance (tirkah/inheritance), either in whole or in part,” based on
blgod relationship, marriage, Muslim religion, and there are no legal obstacles to
begoming heirs, and (2) Mashlahah al-Murlah's review of the position and
function of the Heir Certificate: fulfills the 4 requirements of Mashlahah al-Mur
Sdlah: (a) the benefit intended to be achieved does not conflict with the texts/dalil
aligur'an and Hadith, (b) The benefit in question is at least one of the magashid
aILsyari'ah/ al-Kulliyat al-Khams (Hifzh: al-Din, al-Nafs, al-Agl, al-Nasl, al-
Maal), (c) The benefit in question must be something real in order to bring
beRefit, avoid harm, (d) The benefit in question it must actually occur and apply in
general and have benefits it has an impact on many people or the harm that is to
beavoided is from many people, not from one individual.
e

Ké}words: Urgency, Certificate of Heirs and Mashlahah.
=
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BAB |
PENDAHULUAN

dioyeH @

A5 Latar Belakang Masalah
Kitab Suci al-Qur’an,' sebagai sumber pertama dan utama hukum
Islam, memiliki fungsi dan tujuan, di antaranya adalah : (1) sebagai bukti

kerasulan Muhammad dan kebenaran ajarannya, (2) sebagai petunjuk dalam

bidang agidah/ keimanan akan keEsaan Allah, (3) sebagai petunjuk dalam

d BISNS NIN Xlj1w e}

"bidang akhlak, dan (4) sebagai petunjuk syari’at dan hukum.? Di antara

nei

petunjuk syari’at dan hukum yang telah diatur secara detail dalam al-Qur’an
adalah tentang warisan, antara lain terdapat dalam QS. al-Nisa ayat 7, 8, 9,
10, 11, 12, 33 dan 176. Dibandingkan dengan ayat-ayat al-Qur’an lainnya
ayat-ayat tentang hukum waris adalah merupakan ayat-ayat hukum yang
paling tegas dan rinci isi kandungannya, termasuk menentukan siapa-siapa
yang berhak menjadi ahli waris serta kapan harta peninggalan (tirkah) boleh
dibagi, sehingga hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum

Islam. Beberapa ayat al-Qur’an yang menjelaskan hal ihwal warisan secara

dTUIR]S] 3}€}S

“detail, di antaranya adalah QS. al-Nisa’ ayat 7, 11 dan 176 sebagai berikut :

o~z0
L4 -
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o )i Gl 5751 & 6 o 05053005 01013) 375

S30 AjIsiaArupn)

c Pengertian al-Qur’an menurut Muhammad Abd al-Azhim al-Zarganiy, adalah “Firman
Allgh yang mengandung mu’jizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., melalui malaikat
Ji@l as., yang tertulis dalam mushhaf, diriwayatkan secara mutawatir, bernilai ibadah bagi yang
memybacanya.” Muhammad Abd al-Azim al-Zarqani, Manahil al-"Irfan Fiy Ulim al-Qur’dn
(Keairo: Maktabah Dar al-Salam, 2014), Jilid 11, him. 16.

’M. Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an, Fungsi dan Peran Wahyu Dalam
KeRidupan Manusia, (Bandung: Mizan, 2015), him. 27.
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Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa
dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari
harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. al-Nisa : 7).3

;Lw 1 du u:;:Us Bk ;,LU ;:Ujs & All vs.af

o P2l s 877

| L’@u oJo-\) Sty u\) AVt u@uui;;s G
G (R0 G sty SO S50
S 5 J o8 op el e Zs;ﬁ 5 W 4

}55\3; J‘L@Jwﬂy Loy as L eIl

@b&/sdgwswm}mrﬁuj;ﬁbﬂx
4;/

hatd

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pustaka untuk)
anak-anakmu, yaitu: bahagian dua orang anak perempuan; dan jika
anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi
mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan
itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua
orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang
ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang
yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika mninggal itu
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi-dipenuhi
wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang)
orang tuamu dank-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana. (QS. al-Nisa’ : 11).*

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

Agluej[ng jo A31SId9ATU) dDTUIR]S] d)¥}S

*Tim Penterjemah Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Makkah al-
arramah : Khadim al-Haramayn, 2012), him. 116.
“Ibid., him. 117.
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Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai
saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-
laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak
mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-
saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki
sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan
(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Nisa’ : 176).

Dilihat dari kedudukannya, hal ihwa waris dalam Islam sanglah urgen

sehingga Rasulullah SAW., memberikan perintah khusus untuk mempelajari
dan mengajarkan Ilmu Pengetahuan tentang Waris, sebagaimana dalam hadis
_yang diriwayatkan Ibn Méajah dan al-Hakim bersumber dari Abu Hurairah,

ra., sebagai berikut :

vijstywsJy)Juduo;;i@fu;

- 8 /o}/}/ }// - Z /0/}

w“ op ;w JJ‘

Bersumber dari Abu Hurairah ra., Rasulullah SAW., bersabda,
“Pelajarilah faridh dan ajarkanlah kepada orang banyak karena
faréidh adalah setengah ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan
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ilmu yang awal mula/ pertama kali hilang dari umatku.” (HR. Ibn
Majah dan al-Daruquthn).’

Dalam kitab-kitab Figh terdapat bab khusus yang membahas tentang

|qh al-Mawarits (sistem kewarisan Islam) sebagai salah satu cabang ilmu
yang berdiri sendiri dalam Islam,® yang dikenal dengan llmu Warits, ’ atau
llmu Faraidh.® Figh al-Mawarits di dalamnya berisi segala hal yang
membahas mekanisme pembagian harta peninggalan (tirkah) dari orang yang

telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk al-Quran

nely exSNS NIN Y Bld!O jeH @

‘dan Sunnah/ Hadis.” Dalam hukum positif di Indonesia, pewarisan
merupakan peralihan hak kepemilikan harta yang terjadi karena peristiwa
hukum pada saat pemegang hak kepemilikannya meninggal dunia, sehingga
berlaku suatu azas dalam bahasa Perancis yang berbunyi “le mort saisit le
vif” (yang sudah mati digantikan oleh yang masih hidup). Azas ini termuat

dalam Pasal 833 KUHPerdata yang berbunyi: “Sekalian ahli waris dengan

wn

o8]

= *lbnu Majah, Sunan lbn Majah, Juz II, him. 908, Imam al-Haki, al-Mustadrak Ala al-
Shahihayn, Juz I, him. 369, dalam Software Maktabah Syamilah.

®,  °Hasani Ahmad Said, “Dekonstruksi Syariah: Menggagas Hukum Waris Perspektif

Jegier”, al- ‘Adalah, Vol . 11, No. 1 (2013), him. 17-32.
"Secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan harta
puSaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris,
ti: warits, muwarits, al-irts, warasah dan tirkah. Hasbiyallah, Belajar Mudah llmu Waris,
(Bﬁ]dung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), him. 1.

r<u ®llmu Faraidh adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat
mea\gvarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris, atau
peRgetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian
harta waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap
pemlllk hak waris. Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir, Hukum Waris, (Jakarta:
Seaz;yan Abadi Publishing, 2015), him. 11-13.

c °Sunnah yang identik dengan istilah Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua
setglah al-Qur’an, yang menurut ulama hadis didefenisikan sebagai sesuatu yang disandarkan
kepada Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat-sifat (penampilan
fisik maupun budi pekerti). Muhammad Dhiya al-Rahman al-A’zhami, Mu jam Mushthalahat al-
Hedits wa Latha’if al-Asanid, (Riyadh: Maktabah Adhwa’ al-Salaf, 2013), him. 131, ‘Abd al-
Reﬁman ibn Ibrahim al-Khumaysi, Mu jam ‘Ulim al-Hadits al-Nabawi, (Jeddah: Dar al-Andalus
al-Bhadhra, 1419 H.), him. 91.
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©
gsendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang semua hak

G
o dan semua piutang dari orang yang meninggal.”yang menyatakan bahwa

ejdi

“begitu seorang meninggal, maka detik itu juga segala hak dan kewajiban
berallh kepada para ahli warisnya.” Pasal 830 KUHPerdata menegaskan
“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”*® Dengan demikian, dapat
difahami bahwa pada azasnya, tidak akan ada pewarisan jika tidak ada
peristiwa kematian.**

Unsur penting dalam suatu pewarisan terdiri dari : pewaris, ahli waris,

nNely ejsns NN 1w

dan harta peninggalan/ warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia
dengan meninggalkan ahli waris dan harta warisan atau harta peninggalan,
atau orang yang mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya atau
orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang dalam
kitab-kitab figh biasa disebut dengan muwarits, atau orang yang mewariskan
hartanya.'? Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b, pewaris adalah
orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan
putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta
penlnggalan

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan atau

harta peninggalan dari pewaris. Menurut Sudarto, ahli waris adalah “orang

-

JO AJISIDATU() dDTUIR[S] d)€)}S

19R. Subekti, dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-
Ur@jang Hukum Perdata, Burgerlijke Wetboek, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2010), Pasal 830.
“Alwesius, Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan
Ba:gI Warga Negara Indonesia Pasca Permen ATR/KA.BPN No.16 Tahun 2021, (Jakarta : Fakultas
H@um Universitas Indonesia, 2022), him. 1.
2Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan
Hukum Positif di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), him. 60.
2  BH. zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam
leungan Peradilan Agama, him. 348.
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©
Lyang menerima atau memiliki hak warisan dari harta peniggalan (tirkah)

qe

o orang yang meninggal dunia (pewaris).”** Menurut Maman Abdul Djalal, ahli

waris adalah “orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan
:(mewarisi) dari orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga,
pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (wala’).”*
Menurut Beni Ahmad Saebani, ahli waris adalah “seorang atau beberapa

orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat

eysns Nin Yijiw ejd

-odan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena

e

< hukum untuk menjadi ahli waris.”*® Menurut Hajar M, ahli waris adalah
orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris,
atau seorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan,
dan orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang

meninggal.*’

Harta warisan adalah segala hak dan kewajiban yang termasuk
dalam lingkungan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang
meninggal dunia, jadi meliputi harta tidak bergerak, harta bergerak, harta

yang berwujud, harta yang tidak berwujud, piutang-piutang, surat-surat

TUrefsy aje}s

berharga dan juga utang-utang maupun beban-beban lainnya. *®
Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa ahli waris adalah orang-

orang yang memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan dengan si pewaris/

Ajrs1aarun d

'orang yang telah meninggal dunia dan yang menerima warisan harta

(=)

Lo =

gj ¥Sudarto, Ilmu Figih : Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris,
Y&gyakarta: CV. Budi Utama, 2018), him. 335.

g *Maman Abdul Djalal, Hukum Mawaaris, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), him. 43-
44

(7]

'°Beni Ahmad Saebani, Figih Mawaris, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), him. 17.
YHajar M, Hukum Kewarisan Islam, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007), him. 32.
Ibid., him. 2-3.
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©
gpeninggalan si pewaris/ orang yang telah meninggal dunia. Ketika harta

G
o peninggalan dari si pewaris/ orang yang telah meninggal dunia tersebut

©
=

o dibagikan dan ahli waris menerima pembagiannya masing-masing, maka
gharta peninggalan tersebut telah menjadi hak miliknya. Dengan kata lain
zkepemilikan harta peninggalan tersebut telah berpindah tangan dari si
ipewaris/ orang yang telah meninggal dunia ke tangan ahli warisnya. Hal ini

c

2 sejalan dengan pendapat TM. Hasbi al-Shiddiqy dan Mustafa Ahmad al-
©
70 Zarqa’ bahwa sebab musabbab seseorang memperoleh pemilikan harta, ada 4

g yaitu : (1) ihraj al-mubahat (menimbulkan kebolehan), (2) perjanjian, (3) al-
khalafiyyah (pewarisan), dan (4) menghasilkan sesuau dari sesuatu.
Kepemilikan harta terdiri dari dua kata kepemilikan dan harta.
Kepemilikan berasal dari akar kata bahasa Arab al-milku (<)), yang
mengandung arti hiyazah (3).=) : penguasaan), maksudnya adalah seseorang

atas harta dan keleluasaan dalam mengelolanya.”’ Secara etimologi al-milku

gr)(éld\) berarti menguasai harta seseorang dalam artian hanya dia yang berhak

2}

=~ menebusnya. Ulama hukum Islam menawarkan beberapa definisi al-milku

Turefs

(<L), yang semuanya hampir mirip dan memiliki tujuan dan makna yang

sama.? Menurut Akbar, al-milk (<)), berarti menguasai harta benda (barang

atau jasa) seseorang, yang memungkinkannya untuk mengambil manfaat

ISI9ATU[N) D

dengan segala cara yang diperbolehkan oleh hukum syariah, sehingga orang

lain tidak dapat mengambil manfaat dari harta itu kecuali dengan izinnya dan

TM. Hasbi al-Shiddiqy, Pengantar Figh Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra

S uej[ng jo A3

2041), him. 12. Abdurrahman Ghazaly, Figh Muamalah, (Jakarta: Prenada Media, 2016), him. 48—
498

gt

D1bid., Jilid 1V, him. 449.
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©
T sesuai dengan muamalah yang diperbolehkan.?* Harta dalam bahasa Arab,

diartikan sebagai “al-maal” (Jw!')yang berarti condong atau menyimpang dari

10 ).

pusat, dan “al-maal” diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan
:hati manusia dan mereka menjaganya, dalam bentuk materi, dan bentuk
kekayaan.?? Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara etimologis, harta
adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai atau dikuasai oleh manusia

secara nyata, baik berupa barang dan manfaat seperti emas, perak, hewan,

eysns Nin Yijiw ejd

-0 tumbuhan, maupun manfaat barang seperti mengendarai mobil atau guna dan

e

< menempati menurut sifat-sifatnya, seperti ikan di sungai, burung yang di
udara, pohon di hutan, bahan tambang di permukaan bumi, dll.?®
Sebagai rujukan hukum positif di Indonesia, hal ihwal waris dan
mewarisi telah diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), di antaranya
menurut pasal 171 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi mencakup
orang-orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah

atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak

terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Bahkan dijelaskan bahwa

TUrefsy aje}s

sebab-sebab kewarisan dalam Islam, yaitu: (1) hubungan darah atau

kekeluargaan dan kekerabatan, (2) hubungan pernikahan, (3)hubungan wala’

(karena memerdekakan hamba sahaya), dan (4) hubungan agama.?* Dalam

Ajrs1aarun d

Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 174 ayat (1) huruf a dan pasal 181 dan

N
o

ZLAli Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” Jurnal Ushuluddin, (2012), him.125.

22Abdul Aziz Dahlan et all, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve
), Jilid 1-6, him. 525.

Z\Wahbah al-Zuhaili, Figih Islami Wa Adillatuhu, Jilid IV, him. 391-392.

#Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, (Yogyakarta: FEUIl 2015), him. 15. Lihat

guejns jo

IeA

A.FAssaad Yunus, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Alqushwa2012), him.19-22.
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©
gpasal 182 dijelaskan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

G
o (1)menurut hubungan darah : (a) golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak
o

—

o laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek, (b) golongan perempuan terdiri

=]
—-dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, (2)menurut

=
— hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.”®

Ketika Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah

mengatur dan menjelaskan tentang siapa sesungguhnya yang disebut Ahli

d BYSNS NI

Waris, syarat dan ketentuan yang mengaturnya secara detail, ternyata itu bagi

nei

masyarakat Muslim di Indonesia belum cukup dan belum selesai, karena
seseorang atau beberapa orang dapat dikatakan sebagai ahli waris yang sah
secara hukum apabila dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Ahli
Waris, yaitu dokumen resmi yang berisi informasi tentang ahli waris, harta
peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, yang merupakan
syarat sah untuk mendapatkan harta warisan.?® Aturan tentang pentingnya
Surat Keterangan Ahli Waris, syarat, ketentuan, dan prosedur yang dilalui

untuk mendapatkanya, tidak diatur secara detail dan rinci dalam Kompilasi

TUrefsy aje}s

Hukum Islam (KHI), bahkan secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-

Qur’an dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Walaupun demikian,

regulasi dan dasar hukum yang mengatur secara detail dan rinci hal ihwal

Ajrs1aarun d

Surat Keterangan Ahli Waris di Indonesia, adalah : (1) Peraturan Menteri

}ns jo

%Z7ainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam
Li@kungan Peradilan Agama, him. 350.

Admin, “Pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dan Cara Mengurusnya,”dalam
https://kontrakhukum.com/article/pentingnya-surat-keterangan-ahli-waris-dan-cara-
mengurusnya/#:~:text=Pengertian%20dan%20Fungsi%20Surat%20Keterangan,mendapatkan%?2
Oharta%?20warisan%20dari%20pewaris, diakses Tanggal 10 Maret 2025.

nery wisey



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,
\l'l/'ﬂ

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

10

©
gAgraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16

G
o Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris, dan
o

—

o (2)Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

=]
—-Balai Harta Peninggalan. Surat Keterangan Ahli Waris dapat dibuat oleh

=
 pejabat berwenang, seperti Lurah/ Camat, Pengadilan Agama, Notaris atau

Balai Harta Peninggalan (BHP).?

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

d B)SNS N

Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata

el

< Kerja Balai Harta Peninggalan (BHP), Surat Keterangan Ahli Waris dapat

dimiliki berupa :

1. Wasiat dari Pewaris.

2. Putusan Pengadilan.

3. Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan.

4. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah
dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Surat
keterangan atau pernyataan waris ini berlaku untuk Warga Negara
Indonesia bukan keturunan.

5. Akta Keterangan Hak Mewarisi dari Notaris yang berkedudukan di tempat
tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia. Akta Notaris ini berlaku

untuk Warga Negara Indonesia keturunan Eropa atau Tionghoa.

ue3[ng Jo AJISIdATU) DTWER[S] d}e)S

2’Admin, “Pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dan Cara Mengurusnya,”dalam

https://kontrakhukum.com/article/pentingnya-surat-keterangan-ahli-waris-dan-cara-
mengurusnya/#:~:text=Pengertian%20dan%20Fungsi%20Surat%20Keterangan,mendapatkan%?2
Oharta%?20warisan%20dari%20pewaris, diakses Tanggal 10 Maret 2025.
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6. Surat Keterangan Waris dari Balai Harta Peninggalan. Surat keterangan
waris dari Balai Harta Peninggalan ini berlaku untuk Warga Negara
Indonesia golongan keturunan timur asing (Arab, India dan lainnya).

Dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia, di Kota

Pekanbaru misalnya terdapat image, persepsi dan pemahaman bahwa Ahli

Waris itu hanya dalam ruang lingkup isteri dan anak-anak dari satu keluarga.

Pemahaman demikian boleh jadi karena berarti keluarga, yaitu orang-orang

¥ e)ysng NInyllw eydio ey @

yang berada dalam seisi rumah, yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami,

nei

istri, dan anak-anak. Pemahaman demikian dapat ditemukan dan disaksikan
ketika sesorang berkepentingan mengurus Surat Keterangan Ahli Waris
(SKHW) di Kantor Kelurahan yang ada di Kota Pekabaru, dan yang
menariknya lagi adalah fenomena ini dibenarkan oleh Perangkat Kelurahan
yang mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut.”

Image, persepsi dan pemahaman masyarakat di atas berdampak pada
munculnya kasus-kasus sengketa pembagian Mal Waris yang berujung di

Pengadilan Agama, contohnya adalah kasus hilangnya hak waris ibu

TUrefsy aje}s

kandung.*® Padahal sebutan ahli waris berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dalam KUHPerdata telah dijelaskan bahwa yang

dimaksud ahli waris, terdiri dari : (1) Ahli waris yang mewarisis berdasarkan

Ajrs1aarun d

ketentuan undang-undang (ab intestato atau wettelijk erfrecht) sebagaimana

jo

-

[ o]
%Admin, “Pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dan Cara Mengurusnya,”dalam

https://kontrakhukum.com/article/pentingnya-surat-keterangan-ahli-waris-dan-cara-
mengurusnya/#:~:text=Pengertian%20dan%20Fungsi%20Surat%20Keterangan,mendapatkan%?2
Oharta%?20warisan%20dari%20pewaris, diakses Tanggal 10 Maret 2025.

= 2Sumber Data : Observasi, Pekanbaru Januari 2024 — Januari 2025.

= ¥Ljhat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 175 K/Ag/2017 yang membatalkan
Puftisan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Nomor 0078/Pdt.P/2017/PA.Pbr.
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©
gyang terdapat dalam Pasal 832 KUHPerdata, (2) Ahli waris yang mewarisi

;berdasarkan surat wasiat (ab testamenteir erfrecht) sebagaimana yang diatur
E’dalam Pasal 874 jo Pasal 899 KUHPerdata. Ahli waris ab intestato diatur
gdalam pasal 832 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi
zahli waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan
si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang

berhak menjadi ahli waris adalah Negara. Mewaris dengan cara ab intestato

d BYSNS NI

ini terbagi menjadi 2 cara, yaitu : (1) Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri

nei

(uit eigen hoofed); yaitu ahli waris tampil mewaris secara langsung dari
pewaris kepala demi kepala (sama rata), berdasarkan ketentuan dalam Pasal
852 ayat (1), Pasal 852(a), Pasal 854 KUHPerdata.™*

Ketika aturan tentang pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris, syarat,
ketentuan, dan prosedur yang dilalui untuk mendapatkanya, tidak diatur
secara detail dan rinci dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

g'?(KHI), bahkan secara eksplisit tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan Sunnah

-
(¢]
;sebagai sumber ajaran Islam, akan tetapi kemudian ada peraturan perundang-
&
= undangan yang mengaturnya dan di dalamnya terkandung nilai-niai

kemashalatan, maka dalam pandangan Islam termasuk dalam kategori
Mashlahah al-Mursalah, yaitu kemashalatan yang tidak memiliki dalil

secara khusus melarang atau membolehkannya dalam al-Quran dan Hadis.

Para ahli ushul figih memberi definisi Mashlahah al-Murasalah sebagai

AS uej[ng jo AJISIdAIU) D

¥Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

(BaHdung: Nuansa Aulia, 2012), him. 9-10.
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©
L kemashlahatan yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari

nash yang mengisyaratkan untuk mengadposinya atau menolaknya.*

Dengan kata lain, Maslahah al-Mursalah adalah manfaat yang tidak
ada petunjuk syariat untuk menerima atau menolaknya, akan tetapi, oleh akal
sehat, manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam Kkehidupan
masyarakat muslim. Penggunaan Maslahah al-Mursalah sebagai salah satu

metode ijtihad diterima oleh jumhur ulama. Tetapi dari beberapa mazhab,

B)YSNS NIN Y!1w e1dio ye

-0 Malikiyah dan Hanbaliyah lebih banyak menggunakan Maslahah al-

el

< Mursalah ini. Imam al-Syathibi menyatakan bahwa keberadaan dan kualitas
Mashlahah al-Mursalah bersifat gath'i, walaupun dalam penerapannya
bersifat zhanni.** Jumhur ulama mengambil beberapa dalil sebagai landasan
digunakannya Mashlahah al-Mursalah sebagai salah satu metode istinbath
hukum, sebagai berikut :

(1) Telaah terhadap nash syara’, baik al-Qur’an maupun hadis-hadis
Nabi menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan
mengandung kemaslahatan bagi manusia. Dalam konteks ini Allah
berfirman: &eallall 423 5 ¥) &G 5 L3 (Kami tidak mengutus engkau
(Muhammad SAW.,) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian
alam. (QS. al-Anbiya": 107)). Nabi Muhammad SAW., menjadi
rahmat bagi sekalian alam dalam rangka memenuhi kemaslahatan
umat manusia, termasuk juga ketentuan-ketentuan yang merupakan
perincian ayat-ayat al-Qur’an atau ketentuan-ketentuan tersendiri di
luar al-Qur’an adalah kemaslahatan bagi umat manusia,
(2)Kemaslahatan manusia juga dipengaruhi oleh perkembangan
situasi dan kondisi yang melingkupi kehidupan manusia. Apabila
syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang telah ada saja,
maka hal itu akan membawa kesulitan bagi orang-orang yang hidup
di zaman yang berbeda kondisi dan situasinya dengan zaman
dahulu, dan (3) Para sahabat juga telah menerapkan hukum atas
dasar kemaslahatan ini. Abu Bakar misalnya, mengumpulkan al-

¥Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, him. 279. Abd al-Wahhab Khallaf, llmu Ushul al-
him. 84. Lihat
®Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafagat, him. 12.
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Qur’an atas dasar saran Umar bin Khathab untuk menjaga
kelestarian al-Qur’an. Begitu pula Umar bin Khathab tidak
memberi bagian zakat kepada muallaf karena munurutnya
kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu. Usman bin Affan
menuliskan menyeragamkan tulisan al-Qur’an untuk memelihara
agar tidak terjadi perbedaan bacaan al-Qur’an. Atas dasar ini, maka
memberlakukan Mashlahah al-Mursalah sebagai metode ijtihad
adalah sesuatu yang dipandang sah secara syar'i dan bahkan
merupakan suatu kebutuhan tersendiri.®*

Namun demikian, penggunaan Mashlahah al-Mursalah sebagai dalil

menetapkan hukum didasari oleh syarat-syarat tertentu, sebagai

A perikut:

Q
c

Secara

I 21831S

yaitu:

Pertama, kemaslahatan harus sesuai dengan kehendak syara' dan
termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara
umum. Kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti,
bukan sekedar perkiraan semata sehingga hukum yang ditetapkan
benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak
kemudharatan. Ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan
orang banyak, bukan hanya kepentingan pribadi atau kepentingan
sekelompok orang tertentu.*

Imam al-Ghazali sebagai salah seorang Mashlahah al-Mursalah

khusus juga menyebutkan syarat-syarat mashlahah dapat digunakan,

(1) mashlahat sejalan dengan tindakan-tindakan syara’, (2) mashlahat
tidak bertentangan dengan nash syara’, (3) mashlahat tersebut
termasuk dalam kategori dharuri, baik kemaslahatan tersebut berkaitan
dengan kemaslahatan pribadi maupun untuk semua orang. Dalam
kaitan ini, ia juga menyatakan bahwa maslahah yang sifatnya hajjiyah
bila menyangkut semua orang ia dapat bersifat dharuri.*

e
%_uv:”ng JO AJISIDATU() dDTUIB]S

#*Muhsin Nyak Umar, Mashlalah al-Mursalah ; Kajian Atas Relevansinya Dengan
aharuan Hukum Islam,(Banda Aceh : Turats, 2017), him. 61-63.

*Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafagat, him. 13.

%®Abu Hamid al-Ghazali, Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik

al-%&a'lil, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, tt), him. 182.
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Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa eksistensi dan
_kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris sebagai dokumen resmi yang berisi
o Informasi tentang ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-
gmasing ahli waris, yang merupakan syarat sah untuk mendapatkan harta
zwarisan, di dalamnya terkandung nilai-nilai kemashlahatan yang sejalan
idengan syarat-syarat Mashlahah al-Mursalah. Bertitik tolak dari latar

c
gbelakang di atas pada gilirannya mendorong penulis untuk melakukan satu

jeb)
o penelitian tesis berjudul: URGENSI SURAT KETERANGAN AHLI

g WARIS TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA DALAM KOMPILASI
HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH AL-MURSALAH.
Penegasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalah pemahaman maksud yang
terkandung dalam rangkaian judul tesis ini, berikut perlu penulis jelaskan
beberap istilah sebagai berikut:

1. Urgensi Surat Keterangan Ahli Waris. Kata urgensi, yang berarti suatu
keharusan atau kepentingan mendesak, atau hal yang sangat penting yang
perlu ditangani dengan segera. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris
"urgent" yang berarti mendesak. Urgensi menekankan pada kebutuhan
untuk bertindak cepat dan efisien karena situasi tersebut memerlukan
perhatian segera.’’  Sementara Surat Keterangan Ahli  Waris

adalah dokumen resmi yang berisi informasi tentang ahli waris, harta

peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris. Surat Keterangan

nery wisey Euw[g uej[ng jo

¥ Admin, “Arti Kata “urgensi,” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/urgensi, Diakses 6
025.
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Ahli Waris merupakan syarat sah untuk mendapatkan harta warisan. Surat
Keterangan Ahli Waris dapat dibuat oleh pejabat berwenang, seperti
Lurah/ Camat, Pengadilan Agama, Notaris atau Balai Harta Peninggalan
(BHP).* Dengan demikian yang dimaksud urgensi Surat Keterangan Ahli
Waris adalah : “suatu keharusan atau kepentingan mendesak, atau hal yang
sangat penting yang perlu ditangani dengan segera dari Surat Keterangan
Ahli Waris adalah dokumen resmi yang berisi informasi tentang ahli waris,
harta peninggalan/ warisan, dan hak bagian masing-masing ahli waris,
yang merupakan syarat sah untuk mendapatkan harta peninggalan/

warisan.”

. Kepemilikan Harta. Kepemilikan harta terdiri dari dua kata kepemilikan

dan harta. Kepemilikan berasal dari akar kata bahasa Arab al-milku (<),
yang mengandung arti hiyazah (3).) : penguasaan), maksudnya adalah
seseorang atas harta dan keleluasaan dalam mengelolanya.*® Secara
etimologi al-milku (<)) berarti menguasai harta seseorang dalam artian
hanya dia yang berhak menebusnya. Ulama hukum Islam menawarkan
beberapa definisi al-milku (<)), yang semuanya hampir mirip dan
memiliki tujuan dan makna yang sama.*® Menurut Akbar, al-milk (<L),
berarti menguasai harta benda (barang atau jasa) seseorang, Yyang

memungkinkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang

5|30 A3IsIdATU) dDTUTR[S] d)B}S

S

nery wisey ji

¥Admin, “Pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dan Cara Mengurusnya,”dalam

https://kontrakhukum.com/article/pentingnya-surat-keterangan-ahli-waris-dan-cara-
mengurusnya/#:~:text=Pengertian%20dan%20Fungsi%20Surat%20Keterangan,mendapatkan%?2
Oharta%?20warisan%20dari%20pewaris, diakses Tanggal 10 Maret 2025.

¥\Wahbah al-Zuhaili, Figih Islami Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 1V,

hir. 403.

“Olbid., Jilid 1V, him. 449.
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diperbolehkan oleh hukum syariah, sehingga orang lain tidak dapat
mengambil manfaat dari harta itu kecuali dengan izinnya dan seseuai
dengan muamalah yang diperbolehkan.** Harta dalam bahasa Arab,
diartikan sebagai “al-maal” (JW!)yang berarti condong atau menyimpang
dari pusat, dan “al-maal” diartikan sebagai segala sesuatu yang
menyenangkan hati manusia dan mereka menjaganya, dalam bentuk
materi, dan bentuk kekayaan.*” Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa
secara etimologis, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai
atau dikuasai oleh manusia secara nyata, baik berupa barang dan manfaat
seperti emas, perak, hewan, tumbuhan, maupun manfaat barang seperti
mengendarai mobil atau guna dan menempati menurut sifat-sifatnya,
seperti ikan di sungai, burung yang di udara, pohon di hutan, bahan

tambang di permukaan bumi, dll.*®

. Kompilasi  Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang
eksistensinya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991
Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, yang telah ditindak lanjuti

dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991

20

Ag ulej[ng Jo AJISIdATU() dDTUWIR]S] d)¥}S
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AL Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” Jurnal Ushuluddin, (2012), him.125.
“Abdul Aziz Dahlan et all, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve

), Jilid 1-6, him. 525.

*Wahbah al-Zuhaili, Figih Islami Wa Adillatuhu, Jilid 1V, him. 391-392.
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tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 1991.*

Maslahah al-Mursalah (34l 4slas), Maslahah al-mursalah terdiri dari
dua kata yaitu maslahah (4sl=x) dan al-mursalah (4. _l)), kata maslahah
(Aslas) menurut bahasa adalah “manfaat” sedangkan kata al-mursalah
(L)), yaitu “lepas” jadi kata maslahah al-mursalah (duall Aslas)
menurut istilah adalah sesuatu yang dianggap maslahah namun tidak ada
ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu
yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.* Para ahli ushul
figih memberi definisi mashlahah al-murasalah sebagai kemashlahatan
yang dipandang baik oleh akal, tetapi tidak ada ketentuan dari nash yang
mengisyaratkan untuk mengadposinya atau menolaknya.”® Dengan kata
lain, maslahah al-mursalah adalah manfaat yang tidak ada petunjuk
syariat untuk menerima atau menolaknya, akan tetapi, oleh akal sehat,
manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat
muslim. Penggunaan mashlahah al-mursalah sebagai salah satu metode
ijtihad diterima oleh jumhur ulama. Tetapi dari beberapa mazhab,
Malikiyah dan Hanbaliyah lebih banyak menggunakan maslahah al-
mursalah ini. Imam al-Syathibi menyatakan bahwa keberadaan dan

kualitas mashlahah al-mursalah bersifat qath'i, walaupun dalam

jins jo KJISIBAIUI] dJIWe|[sy ajels

*“Mohsen - Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI),

(J@arta : Dirjen Bimas Islam, KUA dan Keluarga Sakinah Kementerian Agama RI, 2018), him.

7))

< “gatria Effendi M. Zein, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2017), him. 135.

2 “*Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, him. 279. Abd al-Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-
FigH, him. 84.
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penerapannya bersifat zhanni.*” Jumhur ulama mengambil beberapa dalil
sebagai landasan digunakannya Mashlahah al-Mursalah sebagai salah satu

metode istinbath hukum.

wejdio yeH @

C—:Permasalahan

X

c 1. ldentifikasi Masalah

= . . -

o Beberapa permasalahan terkait dalam penelitian ini dapat
c

gdidentifikasikan sebagai berikut;

jeb)

va. Regulasi dan dasar hukum Surat Keterangan Ahli Waris (SKHW) di
=

€ Indonesia.

b. Eksistensi Surat Keterangan Ahli Waris menurut Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16
Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris,
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Harta Peninggalan, dan Kompilasi Hukum Islam.

o

Pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris (SKHW) bagi warga negara
dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16
Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris,
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Harta Peninggalan, dan Kompilasi Hukum Islam.

o

Syarat dan ketentuan untuk mendapatkan Surat Keterangan Ahli Waris

\bagi warga negara dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut

*"Abu Ishag al-Syatibi, al-Muwafagat, him. 12.
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Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli
Waris, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dan Kompilasi Hukum Islam.

. Prosedur yang dilalui untuk mendapatkan Surat Keterangan Ahli Waris

(SKHW) bagi warga negara dalam hubungannya dengan kepemilikan harta
menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti
Sebagai Ahli Waris, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dan Kompilasi

Hukum Islam.

. Kebsahan Surat Keterangan Ahli Waris bagi seorang ahli waris dalam

hubungannya dengan kepemilikan harta menurut Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16
Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris,
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Harta Peninggalan, dan Kompilasi Hukum Islam.

. Pengertian dan ruang lingkup Ahli Waris berdasarkan Surat Keterangan

Ahli Waris dalam hubungannya dengan kepemilikan harta menurut
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli
Waris, Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, dan Kompilasi Hukum Islam.



D)

%

f
>

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

NV VASNS NIN

&

&
)

)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

21

=

Eksistensi, pengertian dan ruang lingkup, syarat dan ketentuan, prosedur,
serta pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dalam hubungannya dengan

kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam.

Kedudukan ahli waris dalam hubungannya dengan kepemilikan harta
menurut Kompilasi Hukum Islam.

Fungsi Surat Keterangan Ahli Waris dalam hubungannya dengan

N ¢

kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam.

)

Tinjauan Mashlahah al-Mursalah terhadap kedudukan dan fungsi Surat

nery eysng Nin Y!lw ejdio ey @

Keterangan Ahli Waris dalam hubungannya dengan kepemilikan harta
menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Batasan Masalah
Mengingat dan menimbang luasnya cakupan dan ruang lingkup kajian
terkait Surat Keterangan Ahli Waris, maka dalam penelitian ini penulis batasi
kajian ini pada : “fungsi Surat Keterangan Ahli Waris dalam hubungannya
dengan kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam dan tinjauan
Mashlahah al-Mursalah terhadap fungsi Surat Keterangan Ahli Waris dalam

hubungannya dengan kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam.”

[} dTurejsjy ajejlg

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam

AjrsIaaAru

'penelitian ini sebagai berikut :
a. Bagaimana fungsi Surat Keterangan Ahli Waris terhadap kepemilikan

harta dalam Kompilasi Hukum Islam ?

neny wisey jrredAg uejng jo
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©

gb. Bagaimana tinjauan Mashlahah al-Mursalah terhadap fungsi Surat
G

o  Keterangan Ahli Waris dalam kepemilikan harta menurut Kompilasi
=

o Hukum Islam?

=

— Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) untuk menganalisis fungsi Surat
Keterangan Ahli Waris terhadap kepemilikan harta dalam Kompilasi Hukum

Islam, dan (2) untuk menganalisis tinjauan Mashlahah al-Mursalah terhadap

d BISNS NIN X!

kedudukan dan fungsi Surat Keterangan Ahli Waris dalam kepemilikan harta

nei

menurut Kompilasi Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan
kegunaan, yaitu (1) bagi peneliti, selain sebagai salah satu persyaratan guna
mencapai gelar Magister Hukum Islam, hasil penelitian ini tentu diharapkan
dapat dijadikan sebagai upaya menambah wawasan dengan cara mengkritisi

gffenomena yang terjadi terkait kajian hukum kewarisan Islam dan upaya

g
n

;menemukan jawaban dari permasalahan yang ada, dan (2) bagi kalangan

F—

gakademis dan praktisi hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

™
gsebagai khazanah pengembangan ilmu dan wawasan keislaman khususnya

Al

o dalam bidang hukum kewarisan Islam.

ISI

Sistematika Penulisan
Tesis ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab memiliki keterkaitan

dan kesatuan pemikiran yang utuh dengan sistematika sebagai berikut :

nery wisey jureAg uejng jo A3
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Bab | berisi pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah,

ABH @

alasan pemilihan judul, penegasan istilah, identifikasi masalah, pembatasan

dio

adan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika

IJUILU
@
>
=
)
D
S

Bab Il : Tinjauan Teori, yang terdiri dari : Kompilasi Hukum Islam,

mencakup pembahasan : sejarah dan latar belakang penyusunan Kompilasi

SNS_NIN X!

Hukum Islam, dinamika regulasi Kompilasi Hukum Islam, institusi

g &

organisasi) pelaksana dan pengawas penerapan Kompilasi Hukum Islam, dan

el

Ssistematika, isi dan kandungan Kompilasi Hukum Islam.

Bab 11l : Metode Penelitian terdiri dari : jenis penelitian, sumber data,
subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan
sistematika penulisan.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi paparan tentang:
fungsi Surat Keterangan Ahli Waris terhadap kepemilikan harta menurut

E-’Kompilasi Hukum Islam, dan tinjauan Mashlahah al-Mursalah terhadap

o

;fungsi Surat Keterangan Ahli Waris dalam kepemilikan harta menurut
&

= Kompilasi Hukum Islam

Bab V : Penutup yang terdiri dari : kesimpulan dan saran-saran.
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A

BAB Il
TINJAUAN TEORITIS

Ul ey

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

= 1. Sejarah dan Latar Belakang

A1

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut berbagai
sistem hukum, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem

hukum eks barat. Ketiga sistem hukum dimaksud, berlaku di Negara

d BYSNS NIN

"Kesatuan Republik Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Sesudah Indonesia

nei

merdeka ketiga sistem dimaksud, akan menjadi bahan baku dalam
pembentukan sistem hukum nasional di Indonesia.”® Negara Indonesia
merupakan negara yang plural (majemuk). Kemajemukan Indonesia ini
ditandai dengan adanya berbagai agama yang dianut oleh penduduk, suku
bangsa, golongan, dan ras. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun
berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur’an maupun Sunnah untuk
mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada

setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia. Keuniversalan hukum

dTUIR]S] 3}€}S

“Islam ini sebagai kelanjutan langsung dari hakekat Islam sebagai agama

ATU[)

-universal, yakni agama yang substansi-substansi ajaran-Nya tidak dibatasi

ISI9

_oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di

A3

manapun, kapanpun, dan kebangsaan apapun.

Si

nery wisey] giefg uejng jo

#zainuddin Ali, Hukum Islam : Pengantar llmu Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta :
Grafika, 2016), him. 77.
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Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai
terjemahan dari al-Figh al-Islamiy, atau dalam konteks tertentu disebut al-
syari’ah al-islamiy. Istilah ini dalam literatur Barat dikenal dengan idiom
|slam|c law.** T.M. Hasbi Ash-Shidieqy mengutip pendapat Syeikh Mahmud
Syaltut, bahwa syari’at atau hukum islam adalah hukum-hukum dan tata
aturan yang ditetapkan Allah buat hamba-Nya untuk diikuti dan dilaksanakan
dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan manusia sesamanya yang

bersumber dari al-Qur’an dan Rasul-Nya, Ijma’ sahabat dan Ijtihad dengan

ely eqsng NIN AW ejdio yey @

< perantara gias, garienah, tanda-tanda dan dalil-dalil.*

Dalam aspek politik
hukum Islam adalah membangun tata cara kehidupan dan penghidupan yang
diatur dan damai, berdasarkan hukum-hukum perdamaian yang harus terus
menerus diperjuangkan.*

Penetapan hukum Islam mempunyai herarki, yaitu yang paling utama
merujuk al-Qur’an, kemudian Sunnah, Ijma dan Qiyas. Dalam konteks
hukum modern pun herarki yang paling puncak adalah berdasarkan
ketuhanan. Hal ini diungkapkan oleh Thomas Aquinas, Thomas Aquinas
menentukan posisi hukum kodrat dalam struktur hirarki hukum : (1) puncak
dari herarki adalah hukum abadi, yaitu pengaturan rasional atas segala sesuatu

di mana Tuhan yang menjadi penguasa alam semesta, (2) di bawah hukum

“abadi adalah hukum kodrat, tidak lain adalah partisipasi makhluk rasional di

sljo &.]ISIBA!UI] dTUIR]S] 3}€}S

=  *said Agil Husain al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta :
Peﬂmadanl 2014), him. 7.
5N1 matul Huda, Kontribusi Pemikiran Untuk 50 Tahun Prof. Dr. Mahfud MD:
Retgpspeksi Terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan, (Yogyakarta: FH Ull Press, 2010), him.
30&
2 “Ahmad Amrullah, dkk. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:
Gédma Insani Press,2011), him. 141.
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©
T dalam hukum abadi, dan (3) di bawah kodrat adalah hukum positif atau

hukum buatan manusia.*’

10 ).

Pengembangan hukum Islam, di samping dilandasi oleh
:epistemologisnya yang kokoh juga perlu memformulasikan dan
merekonstruksi basis teorinya. Basis teori hukum Islam sebagaimana dibahas
oleh para ahli teori hukum islam terdahulu, bahwa salah satu persyaratan

penting mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah keharusan mengetahui

eysnsg Nin Yijiw ejd

—otujuan ditetapkannya hukum dalam Islam. Pernyataan ini untuk pertama

e

< kalinya dikemukakan oleh Abd al-Malik al-Juwani, dilanjutkan oleh Abu
Hamid al-Ghazali, diteruskan oleh lzzuddin ibn Abd al-Salam. Basis teori ini
secara sistematis dan rinci dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dan
dileberalisasikan oleh Najamuddin al-Thufi. Kajian utama dalam teori
maqasid al-syari’ah adalah mengenai tujuan hukum Islam yang diwujudkan
dalam bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Formulasi dan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, tawaran teoritis
dan metode ijtihad apapun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum
.islam harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatan tersebut. Adapunyang

dimaksud dengan persoalan hukum dalam hubungan ini adalah persoalan-

persoalan hukum kontemporer yang menyangkut bidang mu’amalah. *®

S|Jo AjrsIaATU) dDIUTRS] d)B)S

= “'Dalam perwujudannya, hukum kodrat memiliki dua bentuk; pertama, kebijaksanaan
ataw kearifan yang perlu untuk menjalani hidup dengan yang oleh Aquins sebut “akal praktis”,
kedlia, aeqitas (equity, epiekeia), yaitu kewenangan pemerintah untuk meninggalkan ketentuan
hukum jika penerapan harfiahnya justru menghilangkan semangat kalimat-nya. E. Sumaryono,
Etika dan Hukum (Yogyakarta: Kanisius, 2012), him. 18.

2 “Abd Salam Arif, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian
Pefikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut (Yogyakarta: LESFI, 2013), him. 15.
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Penerapan hukum Islam di Indonesia, dalam proses pengambilan
_keputusan di pengadilan itu selalu menjadi masalah. Selain itu, dari aspek
kemajemukan masyarakat bangsa, hukum yang berlaku juga sebaiknya
:menganut sistem hukum nasional yang bersifat majemuk (pluralistic).®
Secara teoritik orang selalu mengaitkan berlakunya hukum dengan kekuasaan

terutama sekali kekuasaan negara. Indonesia bukannya sebuah negara Islam

tetapi sebuah negara nasional yang tidak memberi tempat pada umat Islam

Y exsns Niniiw eydio yeq @

untuk melaksanakan hukum Islam, tetapi juga pada umat-umat agama yang

nei

lain. Secara faktual umat Islam Indonesia bukan hanya sekedar merupakan
kelompok mayoritas di Indonesia tetapi juga merupakan kelompok terbesar
dari umat Islam di dunia. Hukum Islam menempati posisi sangat strategis
bukan saja bagi umat Islam indonesia tetapi bagi dunai Islam pada umumnya
dan sekaligus juga menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia,
untuk dapat berlakunya hukum Islam di Indonesia dalam bingkai sistem
hukum nasional diperlukan hukum yang jelas dan dilaksnakan baik oleh para

aparat penegak hukum ataupun oleh masyarakat. Untuk itu munculah gagasan

TUrefsy aje}s

dasar Kompilasi Hukum Islam (bingkai sistem hukum nasional) untuk
menjembatani penerapan hukum Islam di Indonesia.

Penerapan hukum Islam di Indonesia masih menjadi pro dan kontra di

Ajrs1aarun d

'masyarakat. Pasca-orde baru, polemik seputar posisi syari’at Islam dalam

bingkai hukum negara modern lebih diwarnai dua pendekatan ekstrem. Di

ng jo

-

satu sisi, mereka yang menghendaki penerapan total syari’at lewat jalur

0Cik Hasan Bisri, et.al., Kompilasi Hukum islam dan Peradilan Agama di Indonesia,
rta: Logos Wacana limu, 2010), him. 5.
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©
gnegara. Di sisi lain ada kalangan yang menginginkan untuk menolak apa pun

==
o yang bernuansa syari’at dari institusi negara. Untuk mendeskripsikan polemik

©
=

o tentang penerapan hukum Islam di indonesia dalam bingkai hukum negara

=
—-modern bisa digambarkan dengan Perspektif Etika Politik dan Pemerintahan.

—_
— Penerapan Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dalam perspektif etika

ipolitik dan pemerintahan dilihat dari 3 aspek : Aspek Regulasi, Aspek
c
& Institusi (organisasi), dan Aspek Penegakan hukum (Law Enforcement).
jeb)
-0 Sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) terjadi perubahan

QD
< penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan Pengadilan Agama

dengan disyahkannya Rencana Undang-undang Peradilan Agama (RUU-PA)
menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diajukan oleh Menteri
Agama Munawir Sjadzali ke sidang DPR R, isinya sebagai berikut :

a. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri,kedudukanya
benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum,
peradilam militer, dan peradilan tata usaha negara.

b. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah
sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi
hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya
ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam
lingkungan peradilan agama.

c. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan antara
lain, memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan
membela kepentingannya di hadapan peradilan agama.

d. Lebih memantapkan upaya penggalian berrbagai asas dan kaidah
hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan
pembinaan hukum nasional melalui yurispondensi.

e. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok
Kekuasaan Kehakiman (1970).

AS uej[ng Jo AJISIIATU() DTUIR]S] d)¥}S

Pe

S'Abdullah Aziz Thaba, Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru, (Jakarat,
stakaan Indonesia CSIS, 2014), him. 285.
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f. Terselengaranya pembangunan hukum nasional berwawasan
nusantara yang sekaligus berwawasan Bhineka Tunggal lka dalam
bentuk Undang-undang Peradilam Agama.®

Kutipan di atas memberikan gambaran tentang keberhasilan umat
-Islam Indonesia (Menteri Agama, ulama) dalam menggolkan Rencana
Undang-undang Peradilan Agama menjadi Undang-undang Peradilan Agama
Nomor 7 Tahun 1989, tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan

implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul

eysng NIn Y!lw ejdid ey @

Apersoalam krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para

e

< hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan
yang mereka hadapi. Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi
hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 (tiga
belas) kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang
kesemuanya bermazhab Syafi’i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan
persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.>®

Berangkat dari realitas ini keinginan untuk meyusun “Kitab Hukum

Islam” dalam membentuk kompilasi dirasakan semakin mendesak.

TUrefsy aje}s

_Penyusunan Kompilasi ini bukan saja didasarkan pada kebutuhan adanya

keseragaman referensi keputusan hukum PA di Indonesia,tetapi juga

disadarkan pada keharusan terpenuhinya perangkat-perangkat sebuah

0 AJTISIdATU) D

=4 *2Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya; Hukum Islam
di (Iﬂdonesia:Pemikiran dan Praktik, Tjun Suryaman (ed), (Bandung: Rosadakarya, 2011), him.
84

= 5Adapun kitab-kitab tersebut adalah : al-Bajuri Fath al-Mu’in, Syarqawi Ala Tahrir,
Q@/ubi, Fath al-Wahab Tuhfah, Tadrib al-Mustagrfirin, Qawanin Syar’iyyah li Sayyid Yahya,
Oqwanin Syar’iyyah Li Sayyd Sadaqah Dahlan, Syamsuri fi al-Faraid, Bugyat al-Musytarsidin,
al-Eighala Mazahib al-4rba’ah dan Mughni al-Muhtaj. Lihat Direktorat Pembinaan Badan
Pefadilan Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : Direktorat Pembinaan

Badan Peradilan Agama, 2000), him.129-130.
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©
I Peradilan yaitu kitab materi hukum Islam yang digunakan di lembaga

Peradilan tersebut. Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan

10 ).

gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan
-ini didadasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut :

a. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia,harus ada antara lain
hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak
hukum maupun oleh masyarakat.

b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari’ah akan dan sudah
menyebabkan hal-hal : (1) Ketidak seragaman dalam menentukan
apa-apa yang disebut hukum Islam itu (manzalallahu), (2) Tidak
mendapat  kejelasan bagaimana menjalankan syari’at itu
(Tanfiziyah) dan (3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu
menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan perundangan lainya.

c. Dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara di mana hukum Islam
diberlakukan (1). Sebagai perundang-undangan yang terkenal
dalam fatwa Alamfiri, (2). Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal
dengan nama Majallah al-Ahkam al-Adliyah dan (3). Hukum Islam
padatahun 1983 dikodifikasikan di Subang.>

nery eysng Nin ! 1w eyd

Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksana
Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI

o
o dan Menteri Agama Rl Nomor 07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bushtanul

2

& dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi para

e

B_pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras

T

anggota Tim dan ulama-ulama, cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka

terumuslah KHI, yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Intruksi Presiden

Ajrs1aarun d

(Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk

menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku | tentang

Agluejing jo

SAmrullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional :

Méfigenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Bushtanul Arifin, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2012), him. 11-

1255
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©
gPerkawinan, Buku Il tentang Kewarisan, Buku IIl tentang Perwakafan.>

-
o Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Agama

o
o Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991. Walaupun Kompilasi Hukum

=

—-Islam tidak diundangkan lewat undang-undang sebagaimana yang terjadi
pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di
Indonesia. Hal ini menurut Nur Ahmad Fadil Lubis merupakan persoalan

=
=
=
w
c
¢ yamng sangat sensitif untuk dilakukan di Negara Indonesia yang sangat plural
jeb)

-y darisisi agama dan teologi. Dengan keluarnya Inpres dan Surat Keputusan
QD

< tersebut menurut Abdul Gani Abdullah sekurang-kurangnya ada tiga hal yang

perlu dicatat :

a. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain adalah kewajiban
masyarakat Islam untuk mengfungsikan eksplanasi ajaran Islam
sepanjang mengenai normatife sebagai hukum yang harus hidup
dalam masyarakat.

b. Rumusan hukum Islam dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi
ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2
ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang segi-Segi
Hukum Formalnya.

c. Menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan
Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, dalam
kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah di tiga bidang
hukum dalam KHI.*’

Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah perstasi

besar yang dicapai umat Islam. Menurut Yahya Harahap. KHI diharapkan

AJISIIATU) DTWR[S] 3)e)S

dapat, Pertama, Melengkapi Pilar Peradilan Agama. Kedua, Menyamakan

S{3o

=  °Kompilasi Hukum Islam itu sendiri dirumuskan setelah panitia melakukan
(1)Renelitian kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab hukum yang berkembang di dunia
Islg‘n, (2) Melakukan wawancara dengan ulama-ulama yang ada di berbagai daerah, (3) Penelitian
Yuygisprudensi, (4) Studi Perbandingan keberbagai Negara. Lihat Kompilasi, op. cit., him. 141-145.

e ’Nur Ahmad Fadil Lubis, Islamic Justice in Transition,a Socio-Legal Study of the Agama
Catirt Judges in Indonesia,Dissertasion Ph.D, (Los Angeles : University of California, 2010), him.
103
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©
gpersepsi penerapan Hukum. Ketiga, mempercepat proses taqgrib bainal

-
o ummah. Keempat, Menyingkirkan paham private Affair.*® Setidaknya dengan
o

—

o adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi
=
—-pluralisme Keputusan Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan
=
—hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak

ipositif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan

c
gmengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI

jeb)
-pdiharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia

g karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa indonesia.Jadi tidak akan muncul
hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan
Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari
tinjauan sejarahnya Undang-undang Perkawinan yang sekarang berlaku di
Indonesia telah sesuai dengan KHI, hal ini didasarkan pada Rencana Undang-

undang perkawinan yang pada awalnya memperoleh pertentangan keras dari

pihak Islam,yang kemudian hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan

TUrefsy aje}s

ajaran-ajaran Islam disesuaikan dan dirubah agar tidak bertentangan.

Sedangkan pada KHI sendiri yang merupakan rumusan dari berbagai kitab

I9ATIU[N D

fikih mazhab Syafi’i.

A31s

2. Dinamika Regulasi Kompilasi Hukum Islam
Penetapan kebijakan hukum di Indonesia, pemerintahan telah

menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Tetapi

Agluejing jo

Yahya Harahap,”Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memotifikasikan

AB8tarksi Hukum Islam”, Mimbar Hukum. Nomor 4 Tahun 11, 1991, (Jakarta : Yayasan al-Hikmah
dafiDirektorat Pembinaan Badan Peradilan Departemen Agama,2011), him. 27-29.
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©
gpersoalan kemudian muncul, vyaitu bagaimana kita memahami serta

-
o Mmelaksanakan hukum Islam dalam konteks hukum nasional atau memasukkan
o

—

o hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Permasalahan ini

=
—-menyebabkan polarisasi tentang proses legislasi hukum Islam ada dua

=
cpendapat. Pendapat pertama, bahwa antara agama dan negara perlu ada

ipemishan secara tegas. Pendapat kedua, bahwa hukum Islam menjadi bagian

c
gdari hukum nasional baik simbol maupun substansi.>® Ide kompilasi hukum

jeb)
-omuncul sesudah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang tekhnis

gyustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud, didasari oleh
Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman. Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa
organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen
masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh
Mahkamah Agung. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970,

tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama pada tahun 1983, yaitu

sesudah pendatangan Suras Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah

IS 233

Agung dengan Menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan

e

Nomor 1, 2, 3, dan 4 tahun 1983.%°

Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu

Ajrs1aarun d

'keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada
Peradilan Agama yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 14 tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu

ba

Agluejing jo

*Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya
Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), him. 249-250.
$°zainuddin Ali, Hukum Islam, op. cit., him. 98.

nery wisey ji&



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

34

©
gmasih sedang dalam proses penyusunan yang intensif (sekarang Undang-

-
o Undang Nomor 4 Tahun 2004).%° Sehinga sesuai dengan fungsi Mahkamah

o
o Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan agama

=
—-perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan
=

—hukum positif di Pengadilan Agama. Landasan yuridis mengenai perlunya

hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-undang

NS N

& Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: "Hakim wajib menggali,
jeb)
-vmengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

g dalam masyarakat.” Selain itu, Fikih Islam mengungkapkan kaidah:” Hukum
Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”. Keadaan
masyarakat itu selalu berkembang karena menggunakan metode yang sangat
memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Di antara metode itu ialah
maslahat al-mursalah, istihsan, istishab, dan urf.®*

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun

dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia.

Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin

TUrefsy aje}s

dan TM. Hasbi Ash-Shiddigi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal

semacam fikih Hijazy, fikih Mishry, fikih Hindy, fikih lain-lain yang sangat

mempehatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. la

Ajrs1aarun d

'mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di

dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan

%Ibid.
®1bid., him. 98.
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gkodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di

7 - 62
o Indonesia.

d

—

o 3. Institusi (Organisasi) Pelaksana dan Pengawas Penerapan KHI
Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang

disebut oleh Roscoe Pound > a Tool of social enginering.”® Dalam konteks

dinamika Kompilasi Hukum Islam diperlukan Instutusi (organisasi) untuk

menjalankan dan melakukan pengawasan dalam penerapannya di masyarakat.

d BYSNS NIN AT

Institusi atau organisasi yang dimaksud adalah :

nei

a. Peradilan dan Hakim-hakim Agama

Kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 hanya terdiri dua pasal, yaitu
pasal 24 dan pasal 25. kemudian Undang-undang organik selanjutnya yang
menjabarkan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 tersebut adalah Undang-
undang Nomor 14 tahun 1970 yang menentukan adanya empat lingkungan
peradilan, yaitu: umum, agama, militer, dan tata usaha negara.®* Peranan dari
para Hakim Agama yang mekanisme kerjanya sudah mempunyai landasan

yang kokoh dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

TUrefsy aje}s

tentang peradilan Agama, maka dalam menghadapi kompilasi hukum Islam
sebagai ketentuan hukum material yang harus dijalankan tidak hanya

berfungsi sebagai ‘mulut dari kompilasi’ akan tetapi dituntut untuk lebih

ISI9ATU[N) D

meningkatkan perannya dalam berijtihad menemukan hukum melalui

perkara-perkara yang ditanganinya sehingga peradilan Agama secara

Pr

62zainudin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him. 38.
$3Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan
Prospeknya (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), him. 77.

*Muhammad Tholhah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosial Kultural (Jakarta: Lantabora
, 2014), him. 232.
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glegalistik berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970, telah

-
o diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana Judicial Power dalam negara

d

Ajrs1aarun d

—

o hukum Republik Indonesia.
-b. Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Majelis Ulama indonesia (MUI) lebih meningkatkan peranannya

untuk mengkaji beberapa aspek kemasyarakatan yang berdimensi hukum

SNS NIN !iw

£ yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam rangka penetapan

=

-vhukum dalam masyarakat indonesia yang sedang membangun. Visi MUI

gadalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan
kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT.,
(baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur) menuju masyarakat berkualitas
(khaira ummah) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (izzul
Islam wal-muslimin) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin).

Peran ulama dalam dinamika bangsa Indonesia sangat besar, dan

pengaruhnya luas sekali, baik dalam kehidupan sosial maupun politik, dan

TUrefsy aje}s

.sudah berlangsung sejak masa-masa awal islam di indonesia.®® Kedudukan
ulama yang diharapkan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan
aspirasi masyarakat memang serba sulit. Buya Hamka menggambarkannya
'seperti kue bika yang sedang dimasak di periuk belanga yang terdiri atas dan

bawah dijepit api. Pemerintah (dari atas) menginginkan ulama membuat

masyarakat mengerti dan turut atas kebijakan pemerintah, sedangkan

M

nery wise) fiefg uejng jo

%*Mahfud, Moh. MD.Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Gama
a, 2012), him. 259.
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T masyarakat (dari bawah) mendesak ulama untuk menyampaikan aspirasinya

kepada pemerintah.®®

10 ).

c. Lembaga Hukum, Fatwa Organisasi Ke-Islaman dan Lembaga
Pendidikan Tinggi

Peranan dari lambaga-lembaga hukum dan fatwa yang kita temui pada

berbagai organisasi islam yang ada di Indonesia seperti Muhamadiyah,

Nahdatul Ulama dan laim-lain perlu lebih ditingkatkan dalam rangka

Y e)ysng NIn!iw eyd

mendukung dalam penetapan hukum islam. Namun juga perlu dijaga jangan

nei

sampai terjadi lahirnya berbagai fatwa hukum yang bersifat sangat
kontraversial dan dapat membingungkan umat.®’ Kegiatan penelitaian di
bidang Hukum Islam harus lebih digalakan. Lembaga pendidikan sebagai
media intelektual untuk mengawal dan selalu mengkritisi atas berjalannya
Kompilasi Hukum Islam. Perguruan Tinggi Islam khususnya diharapkan
memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Kompilasi Hukum
Islam.®®
d. Lembaga-lembaga Penelitian/Pengkajian Pemerintah dan Media
Massa

Lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian dari pemerintah,

semacam LIPI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan

Pengembangan Departemen Agama dan lain sebagainya sudah seharusnya

melibatkan diri dalam kegiatan penelitian dan pengkajian masalah-masalah

% Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam. him. 7.
*Ibid.
%hid.
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T hukum Islam yang berskala nasional.®

Peranan media massa dalam persoalan

10 ).

_ini sangat besar sekali untuk menjebatani komunikasi ilmiah dari berbagai
pihak yang terlibat dalam pengkajian dan penelitian masalah-masalah hukum
:islam. Media selain untuk sosialisasi tetapi juga berperan sebagai kontrol
terhadap berjalannya penerapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.™

Satu segi dari proses penegakan hukum yang baik adalah segi

sng Nin ! 1w eyd

z_pelaksanaan hukum atau penegakan hukum yang biasa juga diidtilahkan

=

-vdengan Law Enforcement. Sebaik-baik materi peraturan, hukum tidak akan
gbermanfaat kalau segi penegakannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah
penegakan hukum yang benar. Kompilasi Hukum Islam sebagi bagian dari
keseluruhan tata hukum Islam, sudah dapat ditegakkan dan dipaksakan nilai-
nilainya bagi masyarakat Islam Indonesia melalui kewenangan lingkungan
Peradilan Agama. Semua hakim yang berfungsi di lingkungan peradilan
agama dan rujukan hukum mesti mereka pedoman sama di seluruh Indonesia
yakni Kompilasi Hukum Islam sebagai satu-satunya kitab hukum yang
memiliki keabsahan dan otoritas.

Penegakan Hukum Islam dideskripsikan dengan realisasi Kompilasi

Hukum Islam. Pembentukan Kompilasi hukum Islam merupakan penjabaran

IJATU () DTWE[S] 3)e)§

dari pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

IS

Agama. Pasal 49 dimaksud, memerlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang
memadai, untuk mewujudkan kesadaran masyarakat mengenai pelaksanaan

hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, shadagah, dan

Ibid.
Ipid.
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gwakaf. Oleh karena itu, penyusunan Kompilasi Hukum Islam secara resmi

-
o melalui Yurisprudensi, dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung

d

o RI dan Menteri Agama RI Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985
= tanggal 25 Maret 1985."

Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan dalam kitab hukum
sebagai tata hukum Islam yang berbentuk positif dan unifikatif. Semua

lapisan masyarakat Islam dipaksa tunduk mentaatinya. Pelaksanaan dan

d BISNS NIN A

penerapannya tidak lagi diserahkan atas kehendak pemeluknya, tetapi

el

< ditunjuk seperangkat jajaran penguasa dan instansi negara sebagai aparat
pengawas dan pelaksanaan penerapannya. Dengan adanya seperangkat jajaran
penguasa dan instansi kekuasaan negara yang ikut campur mengawasi
pelaksanaannya, sepanjang hal-hal yang mnyangkut bidang perkawinan,
hibah, wasiat, wakaf, dan warisan, telah diangkat sebagai aturan yang
menyangkut ketertiban umum.

Dengan demikian, kelahiran KHI sebagi hukum positif dan unifikatif,

maka praktik private affairs disingkirkan. Sejak KHI lahir dimulai sejarah

TUrefsy aje}s

baru di Indonesia, yang mengangkat derajat penerapan hukum Islam sebagai

hukum perdata yang resmi dan bersifat publik yang dapat dipaksakan

penerapannya oleh alat kekuasaan negara, terutama oleh Badan Peradilan

Ajrs1aarun d

Agama. Adanya pemerataan ke arah paham yang menempatkan hukum lIslam
yang diatur dalam KHI sebagai hukum perdata yang resmi dan positif, yang

memiliki sanksi yang dapat dipaksakan oleh alat kekuasaan negara, sungguh

"Zainuddin Ali, Hukum Islam, him.100.
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gmasih berat. Sampai sekarang masih banyak dijumpai kasus perceraian (talak)

-
o liar di luar pengadilan. Masih terjadi hal-hal yang lain tidak melalui prosedur

d

o hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

:4. Sistematika, Isi dan Kandungan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni kumpulan atau himpunan

kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis terdiri dari tiga (3)

buku dengan sistematika sebagai berikut :

Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal.

Nely ejsns NN 1w

Dalam Pasal 1 dirumuskan arti: Peminangan, wali hakim, akad nikah, mahar,
taklik talak, harta kekayaan dalam perkawinan atau harta bersama,
pemeliharaan anak, perwalian, khuluk dan mut’ah. Bab II mengatur tentang
Dasar-dasar Perkawinan (Pasal 2 sampai 10). Pasal 3 menyebut tujuan
perkawinan. Pasal 4 disebut sahnya perkawinan bila dilakukan menurut
hukum Islam. Pasal 5 ditegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap perkawinan harus

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pengawai Pencatat

TUrefsy aje}s

Nikah. Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan

Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Bab 11l mengatur tentang Peminangan (Pasal 11 sampai Pasal 13).

Ajrs1aarun d

"Pasal 11 disebut tata cara peminangan. Pasal 12 disebut wanita yang dapat
atau boleh dipinang.
Bab IV (Pasal 14 sampai Pasal 29), mengatur tentang Rukun dan

Syarat Perkawinan. Pasal 19 menyebut tentang wali nikah. Pasal 20 menyebut

neny wisey jrredAg uejng jo
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TLsiapa yang berhak menjadi wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Pasal

10 ).

_21 diatur susunan keutamaan kekerabatan wali nasab. Pasal 22 tentang
pergeseran wali nasab, apabila ayah wali nasab yang paling berhak
:berhalangan menjadi wali nikah. Pasal 23 menyebut wali hakim. Pasal 24
menyebut tentang saksi. Pasal 25 tentang syarat orang yang dapat menjadi
saksi (Muslim, adil, akil balig, waras dan tidak tuli). Di pasal 26 dinyatakan

bahwa saksi harus hadir menyaksikan langsung akad nikah serta

Y e)sns NIn!lw eyd

menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah

nei

dilangsungkan. Pasal 27 menyatakan bahwa ijab kabul antara wali dan calon
mempelai pria harus jelas beruntun, tidak berselang waktu. Pasal 28
dinyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali
nikah, tetapi wali nikah dapat mewakilkannya kepada orang lain.

Bab V mengatur tentang mahar (Pasal 30 sampai Pasal 38). Bab VI
mengatur tentang larangan kawin (Pasal 39 sampai Pasal 44) : (1) Karena
pertalian darah (nasab), (2) Karena pertalian perkawinan (kerabat, semenda),

(3)Karena pertalian sesusuan. Pasal 40 dilarang perkawinan seorang pria

TUrefsy aje}s

dengan seorang wanita karena keadaan tertentu. Pasal 41 (1) seorang pria

dilarang memadu istrinya dengan wanita yang mempunyai hubungan

pertalian darah / susuan dengan istrinya, (2) Larangan bagi seorang pria

Ajrs1aarun d

'melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut
sedang terikat tali perkawinan dengan lebih dari seorang istri. Pasal 43.
Seorang pria dilarang kawin dengan : (1) Wanita bekas istri yang telah ditalak

3 kali, (2) Wanita bekas istri yang dili’an. Pada pasal 43 (2) larangan tersebut

neny wisey jrredAg uejng jo
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gpada huruf a gugur apabila mantan istri telah kawin dengan pria lain dan

-
o bercerai lagi dari pria lain. Pasal 44 seorang wanita Islam dilarang

melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

Bab VII mengatur tentang Perjanjian Perkawinan, Pasal 45 s/d 52.
Bab VIII, mengatur tentang Kawin Hamil, Pasal 53 s/d 5. Bab IX, beristri
lebih dari 1 orang, Pasal 55 s/d 59. Bab X, berisi tentang Pencegahan

Perkawinan, Pasal 60 s/d 69. Bab XI, mengatur tentang Batalnya Perkawinan,

Y e)ysns NIin!iw eyd

Pasal 70 s/d 76. Bab XII. Hak dan Kewajiban suami istri, Pasal 77 s/d 84.

nei

Bab XIII, mengatur tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 85 s/d
97. Bab XIV, mengatur tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 98 s/d 106. Bab
XV. Perwalian, Pasal 107 s/d 112. Bab XVI, mengatur tentang Putusnya
Perkawinan, Pasal 113 s/d 148. Bab XVII, berisi tentang Akibat Putusnya
Perkawinan, Pasal 149 s/d 162. Bab XIX, berisi tentang Masa Berkabung,
Pasal 170. Bab-bab terakhir yaitu Bab XV s/d Bab XIX.

Buku Il mengatur tentang Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan

44 pasal (dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214). Bab | adalah Ketentuan

TUrefsy aje}s

Umum (Pasal 171). Bab Il mengatur tentang Ahli Waris (Pasal 172 s/d Pasal

175). Bab Il mengatur tentang Besarnya Bagian (Pasal 176 sampai Pasal

I9ATIU[N D

191). Bab IV mengatur tentang Aul dan Rad (Pasal 192 sampai Pasal 193).

A31s

"Bab V mengatur tentang Wasiat (Pasal 194 sampai Pasal 209). Bab VI Hibah
(Pasal 210 sampai Pasal 214).
Beberapa hal (unsur-unsur) penting yang sifatnya mendasar tentang

kewarisan adalah (1) pewaris, (2) harta warisan atau harta peninggalan,
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g(3)ahli waris. Asas-Asas Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam ;

-
o Asas (i)ijbari, terlihat pada Pasal 187 ayat (2). Mengenai siapa-siapa yang

menjadi ahli waris disebutkan dalam Bab Il Pasal 174 ayat (1) dan (2). Asas
-(ii) bilateral. Pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,

dst. Prof. Hazairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-

NInd!iw eyd

ch)Qur ‘an, menyatakan bahwa Qur’an adalah anti kepada masyarakat yang

n

& unilateral. Asas (iii) individual. Dalam Pasal 176 s/d Pasal 180 khusus bagi
jeb)
-vahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak

g mampu bertindak melaksanakan hak dan kewajibannya atas harta yang
diperolehnya dari kewarisan, baginya diangkat wali berdasarkan putusan
hakim atas usul anggota keluarganya. Asas (iv) keadilan berimbang. Terdapat
pasal-pasal mengenai besarnya bagian dalam Pasal 176 dan Pasal 180. Dalam
asas keadilan yang berimbang ini dapat dimasukkan soal ahli waris pengganti
yang dirumuskan dalam Pasal 185. Asas (v) kewarisan ada kalau ada yang

meninggal dunia.

Sebagai catatan : (1) garis-garis besar hukum kewarisan sudah

TUrefsy aje}s

ditentukan dalam al-Qur’an, rumusan kompilasi mengikuti saja rumusan yang

terdapat dalam al-Qur’an, tidak ada perbedaan antara KHI dengan Fighul

Mawaris, (2) kedudukan anak angkat tetap diletakkan di luar ahli waris. Pasal

Ajrs1aarun d

171 ketentuan umum, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat
diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta warisan orang tua
angkatnya (Pasal 209 ayat 2), dan (3) Warisan yang diperoleh anak yang

belum dewasa dan karena itu belum atau tidak mampu mengurus hartanya
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L sendiri, Pasal 184, bahwa untuk menjamin terpeliharanya harta warisan anak

10 ).

‘yang belum dewasa diangkat wali berdasarkan keputusan hakim. Pasal 107
perwalian mengenai diri dan harta kekayaan akan berlangsung sampai anak
:itu berumur 21 tahun. Walinya sedapat mungkin dari keluarga. Wali
bertanggung jawab terhadap harta anak yang dibawah perwaliannya, dilarang
mengikat, membebani dan mengasingkan harta anak yang berada di bawah
perwaliannya, serta wajib mempertanggungjawabkan perwalian.

Buku ke 111, Hukum Perwakafan terdiri dari 5 Bab, dengan 14 Pasal

ey eysng NN Y!iw eyd

< (Pasal 215 s/d 228). Bab | berisi tentang Ketentuan Umum. Memuat
penjelasan singkat tentang kata-kata penting yang dimuat dalam buku I11. Bab
Il mengatur Fungsi Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf (Pasal 216 s/d Pasal
222). Bab Il berisi tentang Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda
Wakaf (Pasal 223 s/d Pasal 224). Garis-garis hukum yang dihimpun dalam
KHI hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang
hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengembangannya

diserahkan kepada hakim agama dengan memperhatikan nilai-nilai hukum

[} dTurejsjy ajejlg

yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa
k

eadilan (Pasal 229 KHI).
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B%Kedudukan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris Dalam

G
o Kepemilikan Harta Menurut Kompilasi Hukum Islam

d

o 1. Ahli Waris, Pewaris, Harta Peninggalan, Kepemilikan Harta dan
Surat Keterangan Ahli Waris

Hal ihwal waris mewariskan merupakan suatu perkara yang urgen

dalam tatanan kehidupan keluarga Muslim, sehingga dalam kitab-kitab Figh

terdapat bab khusus yang membahas tentang sistem kewarisan Islam Figh al-

EXSNS NIN I

48

-oMawarits, dikenal dengan Ilmu Warits, *® atau Ilmu Faraidh.”® Figh al-

el

< Mawarits di dalamnya berisi segala hal yang membahas mekanisme
pembagian harta peninggalan (tirkah) dari orang yang telah meninggal dunia
kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk al-Quran,® dan Sunnah/
Hadis.>* Bagi penduduk Muslim Indonesia hal ihwal waris, diatur melalui

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Il Tentang Hukum Kewarisan terdiri

*8Secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang proses perpindahan

hagta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Ada beberapa kata dalam penyebutan waris,

rti: warits, muwarits, al-irts, warasah dan tirkah. Hasbiyallah, Belajar Mudah llmu Waris,
(Bga'ldung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), him. 1.

—  “lmu Faraidh adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui ahli waris yang dapat
méfiarisi dan yang tidak dapat mewarisi serta mengetahui kadar bagian setiap ahli waris, atau
pefigetahuan tentang pembagian warisan dan tata cara menghitung yang terkait dengan pembagian
ha% waris dan pengetahuan tentang bagian yang wajib dari harta peninggalan untuk setiap
pemilik hak waris. Komite Fakultas Syariah Universitas al-Azhar Mesir, Hukum Waris, (Jakarta:
Sefiayan Abadi Publishing, 2015), him. 11-13.

2. %Kitab suci al- -Qur’an merupakan sumber pertama dan utama ajaran Islam, yang menurut
Mljhammad Abd al-Azhim al-Zargani didefenisikan: 224 Je 3530 5 i di 258 54 oy <0 41580

43350 ARl 3L Ol caaliadl) & SR ¢y 5all il #(Firman Allah Taala yang mengandung
muizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., melalui malaikat Jibril as., yang tertulis
dalem mushhaf, diriwayatkan secara mutawatir, dinilai ibadah bagi yang membacanya).
MGhammad Abd al-Azhim al-Zargani, Manahil al-Irfan Fiy Ulum al-Qur’an, (Kairo : Maktabah
Da&jall -Salam, 2014), Jilid 11, him. 16.

51Sunnah yang |dent|k dengan istilah Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua
SelEl'ah al-Qur’an, yang menurut ulama hadis didefenisikan sebagai sesuatu yang disandarkan
kepada Nabi SAW., baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat-sifat (penampilan
fisji maupun budi pekerti). Muhammad Dhiya al-Rahman al-A’zhami, Mu jjam Mushthalahat al-
Hadits wa Lathd’if al-Asanid, (Riyadh: Maktabah Adhwa’ al-Salaf, 2013), him. 131, ‘Abd al-
Raliman ibn Ibrahim al-Khumaysi, Mu jam ‘Ulim al-Hadits al-Nabawi, (Jeddah: Dar al-Andalus
al-Bhadhra, 1419 H.), him. 91.
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gdari 6 bab dengan 44 pasal (dari Pasal 171 sampai dengan Pasal 214). Bab |

-
o adalah Ketentuan Umum (Pasal 171). Bab Il mengatur tentang Ahli Waris
o

—

o (Pasal 172 s/d Pasal 175). Bab I1l mengatur tentang Besarnya Bagian (Pasal
= .

—-176 sampai Pasal 191). Bab 1V mengatur tentang Aul dan Rad (Pasal 192
—_

—sampai Pasal 193). Bab V mengatur tentang Wasiat (Pasal 194 sampai Pasal
209). Bab VI Hibah (Pasal 210 sampai Pasal 214).%

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Il Tentang Kewarisan,

d BYSNS N

Bab | Ketentuan Umum, Pasal 171, dijelaskan sebagai berikut :

nei

a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang
pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa
bagiannya masing-masing.

b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan
pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk
menjadi ahli waris.

d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris
baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-
haknya.

e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit
sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz),
pembayaran hutang dan pemberian kerabat.>®

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa unsur-unsur
-pewarisan, yaitu : (1) adanya pewaris, (2) adanya ahli waris, dan (3) ada harta

warisan (tirkah). Yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah kedudukan

2ihat Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang
Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta :
Peppustakaan Nasional RI, 2011), him. 107-110.

e %Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan
Deflgan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, (Jakarta :
Pefplstakaan Nasional RI, 2011), him. 107.

W2} 1S JO AJISIDATU) dIWIR[S] d)e}§
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Tahli waris, yaitu orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya

terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian.®* Untuk

10 ).

mengetahui secara detail bagaimana kedudukan ahli waris dalam
:hubungannya dengan kepemilikan harta, perlu dijelaskan pengertian ahli
waris, pewaris dan harta peninggalan dari pewaris (tirkah).

Secara etimologi, term “ahli waris” berasal dari bahasa Arab yang

terdiri dari dua kata, yaitu “ahl” (Jaf) berarti keluarga, yaitu orang-orang yang

Y e)ysng NIN!lw eyd

berada dalam seisi rumah, yang sekurang-kurangnya terdiri dari suami, istri,

nei

dan anak-anak,” dan “waris’ (<)) berarti “penerima warisan (harta
peninggalan) dari si pewaris yang meninggal dunia, dan dari arti demikian
dapat difahami bahwa penerima warisan tersebut memiliki ikatan keluarga
atau kekerabatan dengan si pewaris/ orang yang telah meninggal dunia dan
yang menerima warisan harta peninggalan si pewaris/ orang yang telah
meninggal dunia.”® Secara istilah, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)
g.?pasal 171 huruf ¢, ahli waris adalah “orang yang pada saat meninggal dunia
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli

(] dTWe[sy 33

waris.”” Sejalan dengan rumusan defenisi ahli waris di atas, para ahli

mengemukakan berbagai rumusan defenisi ahli waris sebagai berikut :

I9AIU

*Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat, (Semarang: Badan Penerbit Universitas
Digonegoro, 2018), him. 3.

=  *>WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Media Indonesia,
20£2), him. 553.

W %Admin, “Arti Kata “Ahli Waris,”™ dalam https:/id.wikipedia.org/wiki/Ahli_waris,
Diakses 15 Januari 2025.

&  SZainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam

Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah Jakarta, 2013), him. 349.

S 10 A318
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gf. Menurut Sudarto, ahli waris adalah “orang yang menerima atau memiliki
-
o hak warisan dari harta peniggalan (tirkah) orang yang meninggal dunia
=
o (pewaris).”*®
=
— 0. Menurut Maman Abdul Djalal, ahli waris adalah “orang-orang yang
=
— Dberhak menerima harta peninggalan (mewarisi) dari orang yang
= . . :
b meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena
c
& memerdekakan hamba sahaya (wala’).”*®
jeb)
wh. Menurut Beni Ahmad Saebani, ahli waris adalah “seorang atau beberapa
&
c

orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan
kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”®
i. Menurut Hajar M, ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta
warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, atau seorang atau beberapa orang
yang merupakan penerima harta warisan, dan orang yang berhak atas harta
warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.®*
Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan

ahli waris dan harta warisan atau harta peninggalan,®

atau orang yang
mewariskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya atau orang yang

meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang dalam kitab-kitab figh

0 AJISIJATU() DTWER[S] 3)e)S

=4 *8Sudarto, Ilmu Figih : Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Mawaris,
(Yggyakarta: CV. Budi Utama, 2018), him. 335.

= **Maman Abdul Djalal, Hukum Mawaaris, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), him. 43-
4=

g %Beni Ahmad Saebani, Figih Mawaris, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2019), him. 17.

S'Hajar M, Hukum Kewarisan Islam, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007), him. 32.

e 82 Alwesius, Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan
Balli Warga Negara Indonesia Pasca Permen ATR/KA.BPN No.16 Tahun 2021, (Jakarta : Fakultas
HURUmM Universitas Indonesia, 2022), him. 1.
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©
gbiasa disebut dengan muwarrits, atau orang yang mewariskan hartanya.®®

-
o Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf b, pewaris adalah orang

yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan
-putusan Pengadilan beragama lIslam, meninggalkan ahli waris dan harta
peninggalan.®*

Harta warisan adalah segala hak dan kewajiban yang termasuk dalam

sng Nin Y!1w eyd

z_lingkungan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal

=

-odunia, jadi meliputi harta tidak bergerak, harta bergerak, harta yang berwujud,
gharta yang tidak berwujud, piutang-piutang, surat-surat berharga dan juga
utang-utang maupun beban-beban lainnya.®® Menurut Falah Saebani, harta
peninggalan (tirkah) adalah segala bentuk harta benda, baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak yang ditinggalkan oleh orang yang telah

meninggal, dunia dan segala hal yang berkaitan dengan tanggungjawab yang

meninggal yang dibebankan kepada ahli warisnya, seperti utang piutang dan

g.?wasiat.66 Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171, harta warisan
-

o . . . . :
;adalah harta peninggalan (tirkah) dari seorang yang meninggal dunia yang
&

= dialihkan kepada ahli warisnya sesuai dengan aturan yang telah
-

=

£

<

(g°]

-t

W

::

]

=

™ %\oh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan
lﬁﬂm Positif di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), him. 60.

=  %H. Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam

Lingkungan Peradilan Agama, him. 348.

% Alwesius, Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan

Bagi Warga Negara Indonesia Pasca Permen ATR/KA.BPN No.16 Tahun 2021, him. 2-3.

=  %Falah Saebani, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: Pustaka Setia, 2019),

hlf.173.
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©
I ditetapkan. Pembagian warisan ini bertujuan untuk menjaga hak-hak ahli

qe

o waris dan memastikan pemindahan harta secara adil.®’

Dengan demikian dapat difahami bahwa yang dimaksud ahli waris
-menurut Kompilasi Hukum Islam, adalah orang-orang yang berhak atas harta
peninggalan pewaris (tirkah) berdasarkan hubungan darah atau perkawinan,
agama Islam, dan tidak ada halangan secara hukum menjadi ahli waris, atau

orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan

¥ e)ysng NN !lw eyd

pewaris. Pada diri pewaris, harus didasari oleh adanya kematian, sedangkan

nei

pada diri ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup di saat kematian
pewaris, atau seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan
disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris,
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris,
dan warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan
kewajiban tentang kekayan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan
beralih kepada orang lain yang masih hidup.®

Surat Keterangan Ahli Waris, yaitu dokumen resmi yang berisi

TUrefsy aje}s

_informasi tentang ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-

un o

masing ahli waris, yang merupakan syarat sah untuk mendapatkan harta
warisan.®® Regulasi terkait Surat Keterangan Ahli Waris (SKHW) dari Kantor

Kelurahan dan Pengadilan Agama ini diatur dalam peraturan perundang-

ng(jo Ajrsiaa

®'"H. Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam
Lingkungan Peradilan Agama, him. 348.
2 “*Beni Ahmad Saebani, Figih Mawaris, him. 43.

%Admin, “Pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dan Cara Mengurusnya,”dalam
https://kontrakhukum.com/article/pentingnya-surat-keterangan-ahli-waris-dan-cara-
mengurusnya/#:~:text=Pengertian%20dan%20Fungsi%20Surat%20Keterangan,mendapatkan%?2
Oharta%?20warisan%20dari%20pewaris, diakses Tanggal 10 Maret 2025.
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©
gundangan, antara lain : (1)Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

-
o Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Surat Tanda

d

o Bukti Sebagai Ahli Waris, dan (2) Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021
:Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, surat tanda bukti sebagai ahli

waris dapat berupa: (1) Wasiat dari Pewaris, (2) Putusan Pengadilan,

d BISNS NIN AHTw

(3)Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan, (4) Surat Pernyataan Ahli Waris yang

nei

dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan
diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada
waktu meninggal dunia. Surat keterangan atau pernyataan waris ini berlaku
untuk Warga Negara Indonesia bukan keturunan, (5) Akta Keterangan Hak
Mewarisi dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada
waktu meninggal dunia. Akta Notaris ini berlaku untuk Warga Negara
Indonesia keturunan Eropa atau Tionghoa, dan (6) Surat Keterangan Waris

dari Balai Harta Peninggalan. Surat keterangan waris dari Balai Harta

TUrefsy aje}s

Peninggalan ini berlaku untuk Warga Negara Indonesia golongan keturunan

timur asing (Arab, India dan lainnya).

Kepemilikan harta terdiri dari dua kata kepemilikan dan harta.

Ajrs1aarun d

'Kepemilikan berasal dari akar kata bahasa Arab al-milku (<), yang
mengandung arti hiyazah (3J).=l) : penguasaan), maksudnya adalah seseorang
atas harta dan keleluasaan dalam mengelolanya.” Secara etimologi al-milku

(<) berarti menguasai harta seseorang dalam artian hanya dia yang berhak

neny wisey jrredAg uejng jo
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gmenebusnya. Ulama hukum menawarkan beberapa definisi al-milku (<),

-
o yang semuanya hampir mirip dan memiliki tujuan dan makna yang sama.”

o
o Menurut Akbar, al-milk (<), berarti menguasai harta benda (barang atau

=
—-jasa) seseorang, yang memungkinkannya untuk mengambil manfaat dengan
—_

segala cara yang diperbolehkan oleh hukum syariah, sehingga orang lain tidak

dapat mengambil manfaat dari harta itu kecuali dengan izinnya dan seseuai

NS N

® dengan muamalah yang diperbolehkan.”™

Menurut Tagiyuddin al-Nabhani, dalam Islam kepemilikan manusia

nely ey

atas sumber daya alam adalah atas izin Allah, dan itupun hanya untuk
memanfaatkan zat tertentu, dan membatasinya dengan mekanisme tertentu
pula. Artinya kepemilikan manusia terhadap karunia Allah berupa sumber
daya yang ada dibatasi pada zat tertentu saja yang dibolehkan (halal zatnya),
itupun tidak secara mutlak, melainkan dibatasi pula cara-cara perolehan yang
dibolehkan (halal lighairi zatih) saja.”” Berdasarkan hal di atas, kepemilikan
dalam Islam dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori:

a. Konsep milkiyah fardiyah/private ownership. Kepemilikan
individu atas sumber daya ekonomi dan sumber daya alam lainnya
merupakan fitrah manusia. Oleh sebab itu, dalam pandangan
Islam, hak milik individu diakui dan harus dijaga dan dihormati
oleh siapa pun. Dalam istilah kebutuhan dasar manusia (al-
dharuriyah al-khams) dikenal dengan istilah hifdzul mal (menjaga
harta). Kepemilikan individu ini merupakan salah satu fondasi dan
mata rantai bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Sebab,
kepemilikan individu ini akan menciptakan motivasi untuk
memanfaatkan sumber daya secara optimal, yang mana seorang
individu diberi keleluasaan dan kebebasan yang tinggi untuk
memiliki dan memanfaatkan sumber daya alam ini bagi

Ibid., Jilid 1V, him. 449.
" Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” Jurnal Ushuluddin, (2012), him.125.
"?Tagiyuddin al-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta : T1 Perss, 2010), hlm. 87—-88.
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kepentingannya, dengan catatan cara perolehan  dan
penggunaannya tidak bertentangan dengan syariat Islam.

b. Kepemilikan umum (milkiyah ‘ammah/public ownership).
Kepemilikan ini muncul karena pemanfaatan suatu benda
diperuntukkan bagi masyarakat umum, sehingga menjadi
kepentingan bersama. Islam, pada dasarnya, tidak membatasi
terhadap jenis benda tertentu untuk menjadi hak milik umum
sehingga ada kemungkinan perbedaan antara satu tempat dengan
tempat lainnya berdasarkan tradisi yang ada. Benda yang dapat
dikategorikan milik bersama antara lain beberapa barang/ benda
untuk fasilitas umum, seperti jalan raya, sungai, ruang angkasa dan
lain-lain. Syariat Islam melarang sumber daya seperti ini dikuasai
oleh seseorang atau sekelompok kecil orang.

c. Hak milik negara (milkiyah daulah/state ownership). Hak milik
negara ini pada asalnya dapat berupa hak milik umum atau
individu, namun hak pengelolaannya menjadi wewenang
pemerintah. Pemerintah memiliki hak untuk mengelola, karena ia
merupakan representasi kepentingan rakyat atau masyarakat.”®

Selain ketiga kategori kepemilikan di atas, Wahbah Zuhaili membagi
dua macam kepemilikan dilihat dari kesempurnaan kepemilikan, yaitu
kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna.”* Kepemilikan
sempurna adalah kepemilikan atas suatu baik benda maupun manfaatnya

o Sehingga pemilik dapat memanfaatkannya secara penuh sesuai dengan aturan
o

L

@ dan ketentuan syariah. Kepemilikan ini bersifat mutlak tidak dibatasi oleh

waktu dan tidak dapat diukur kan begitu saja. Namun dapat dipindahkan

kepada orang lain.” Kepemilikan tidak sempurna adalah kepemilikan hanya

(] dTWe|sy

ATU

“terhadap salah satu antara benda atau manfaatnya saja. Kepemilikan tidak

JISID

-sempurna ini sendiri dibagi atas tiga macam, yaitu : (a) Kepemilikan hanya

terhadap benda (Milku ‘Ain), maksudnya seseorang memiliki benda tanpa

—

guejng

2y

nery wisey gie
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"3Abdul Ghofur, Falsafah Ekonomi Syariah, (Depok: Rajawali Pers, 2020), him. 75-76.
Mardani, Hukum Bisnis Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), him. 119.

"Wahbah al-Zuhaili, Figh Islamiy Wa Adillatuh, Jilid 1V, him. 404.

"pudjiharjo M dan Nur Faizin Muhith, Fikih Muamalah Ekonomi Syariah, (Malang:
ijaya Press, 2019), him. 20.
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Tbisa manfaatnya, seperti seseorang mewasiatkan pada orang lain untuk

qe

o menyewa rumahnya atau berkebun di tanahnya selama dia hidup atau
misalnya selama 5 tahun, (b) Hagqul Intifaa’, adalah hak untuk memanfaatkan
-tanpa memiliki benda, dalam hal ini ada lima hal yang menyebabkan adanya

hagqul intifaa’ yaitu peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat, dan

NIQ!iw eyd

ch)pembolehan. (c) Haqqul irtifaaq. adalah hak yang ditetapkan atas harta tidak

n

& bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya

=

vyang dimiliki orang lain. Hak ini akan selalu melekat selama benda tidak
gbergerak tersebut masih ada tanpa melihat siapa pemiliknya' Seperti, hak
kanal atau saluran air (hagqul mairaa), hak saluran pembuangan air (hagqqul
masii), hak karena berada di tempat bagian atas, hak lewat, hak atas air irigasi
(haqqusy syirbi), hak berdampingan.”
Sedangkan untuk kepemilikan sempurna dapat diperoleh dengan
beberapa sebab. Mengenai sebab-sebab kepemilikan sempurna ini terdapat

beberapa pendapat. Tagiyuddin al-Nabhani berpendapat bahwa hasil

kajiannya menunjukkan sebab-sebab kepemilikan terbatas pada 5 sebab,

TUrefsy aje}s

yaitu: (1) bekerja (menghidupkan tanah mati, menggali kandungan dalam

perut bumi atau di udara, berburu, makelar atau broker, mudharabah,

musaqgah, dan ijarah), (2) pewarisan, (3) kebutuhan akan harta untuk

Ajrs1aarun d

'menyambung hidup, (4) pemberian harta negara untuk hidup, dan (5) harta-

"®Wahbah al-Zuhaili, Figh Islamiy Wa Adillatuh, Jilid VI, him. 452-457 .
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T harta yang diperoleh oleh seseorang tanpa mengeluarkan kompensasi berupa

harta atau tenaga.”’

10 ).

Harta dalam bahasa Arab, diartikan sebagai “al-maal” (Jwl))yang
:berarti condong atau menyimpang dari pusat, dan “al-maal” diartikan sebagai
segala sesuatu yang menyenangkan hati manusia dan mereka menjaganya,
dalam bentuk materi, dan bentuk kekayaan.”® Wahbah al-Zuhaili menjelaskan

bahwa secara etimologis, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki dan

eysns Nin Yijlw ejd

-pdikuasai atau dikuasai oleh manusia secara nyata, baik berupa barang dan

e

< manfaat seperti emas, perak, hewan, tumbuhan, maupun manfaat barang

seperti mengendarai mobil atau guna dan menempati menurut sifat-sifatnya,

seperti ikan di sungai, burung yang di udara, pohon di hutan, bahan tambang
di permukaan bumi, dIl.”

Menurut TM. Hasbi al-Shiddigy dan Mustafa Ahmad al-Zarqa’ bahwa

sebab musabbab seseorang memperoleh pemilikan harta, ada 4 yaitu : (1)ihraj

al-mubahat (menimbulkan kebolehan), (2) Perjanjian, (3) al-Khalafiyyah

(pewarisan), dan (4) menghasilkan sesuau dari sesuatu.?’ Secara garis besar,

B[S 9)€3)S

= Wahbah al-Zuhaili juga membagi sebab kepemilikan sempurna dalam 4

T

faktor, namun pada faktor pertama beliau membagi dalam 4 faktor lagi.

Berikut penjelasan lebih rinci sebagai berikut :

""Taqgiyuddin al-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam, him. 95.
8 Abdul Aziz Dahlan et all, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve

}[ns|Jo A3rsIdarupn) d

201D), Jilid 1-6, him. 525,

"\Wahbah al-Zuhaili, Figih Islami Wa Adillatuhu, Jilid IV, him. 391-392.
80TM. Hasbi al-Shiddiqy, Pengantar Figh Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra

Ag

20%1), him. 12. Abdurrahman Ghazaly, Figh Muamalah, (Jakarta: Prenada Media, 2016), him. 48—
493
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a. Al-Istila’ ‘Ala al-Mubah (Penguasaan terhadap sesuatu yang

mubah). Ini adalah cara pemilikan melalui penguasaan terhadap
harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain.
Kepemilikan dengan cara ini memiliki beberapa syarat: Pertama,
tidak didahului oleh penguasaan dari orang lain. Kedua, ada tujuan
untuk memiliki. Penguasaan terhadap sesuatu yang mubah terbagi
empat macam: (1)/hya’ al-Mawaat (Mengelola tanah mati atau
tanah tak bertuan yang tidak dalam kekuasaan negara, seperti
membuka kebum atau lahan baru), (2) Ishthiyad (Berburu),
(3)Istila’ ‘alal Kala’ wa Ajam (Penguasaan terhadap rerumputan
dan pepohonan), (4) Istila’ ‘alal Ma’aadin wa Kunuz (Penguasaan
terhadap bahan tambang dan harta terpendam). Akan tetapi, dalam
masyarakat bernegara konsep al-istila’ ‘ala al-mubah atau ihraz
al-mubahat menjadi terbatas. Dengan kata lain, terbatas pada
properti yang merupakan properti berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Untuk melindungi kepentingan
umum (maslahah al-ammah), negara atau penguasa berhak untuk
menyatakan kekayaan atau sumber daya alam tertentu seperti
tanah pertambangan, kayu di hutan, binatang langka, hutan
lindung, dll. milik negara atau untuk mengambil kendali negara.
Cagar alam dan lain-lain dll. Dengan demikian, seseorang tidak
diperbolehkan lagi untuk menebangi hutan, memiliki atau
memiliki tanah dan kebun pemerintah tanpa izin, berburu spesies
langka, dll.

. Al-‘4gd al-Nagilah li Almilkiyyah (Akad-akad yang memindahkan

kepemilikan). Akad adalah hubungan antara ijab dan gabul
menurut syarat-syarat yang mempengaruhi objek kontrak. Kontrak
jual beli, hadiah, wasiat dan sejenisnya adalah sumber kepemilikan
yang paling penting. Akad adalah alasan hak milik yang paling
kuat dan paling banyak diterapkan dalam kehidupan manusia,
yang mensyaratkan pembagian kekayaan, dibandingkan dengan
tiga dasar harta lainnya. (Mas’adi 2002, 62).

Al-Khalafiyyah yaitu seseorang melimpahkan pada orang lain apa
yang dimilikinya atau menempatkan sesuatu di posisi yang lain.
Khalafiyah dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, ini
menyiratkan penggantian satu orang dengan yang lain, misalnya
dalam arti warisan. Dalam pewarisan, ahli waris menggantikan
kedudukan pemilik harta yang tersisa (tirkah) dari orang yang
meninggal. Kedua, mengganti barang lain dengan barang, seperti
halnya dalam tadlmin (menutupi) ketika merusak atau
menghilangkan harta milik orang lain, atau dalam ta'widhi (ganti
rugi) ketika menggunakan atau menggunakan harta milik orang
lain yang menyebabkan kerusakan.

. At-Tawallud Minal Mamluk (Terlahir dari sesuatu yang dimiliki).

Maksudnya adalah sesuatu yang terlahir dari sesuatu yang dimiliki
akan menjadi milik si pemilik asalnya. Prinsip tawallud ini hanya
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berlaku pada harta benda yang bersifat produktif, seperti binatang
yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, tumbuh-
tumbuhan yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Prinsip
tawallud tidak berlaku pada benda mati yang tidak bersifat
produktif, seperti rumah, perabotan rumah, dan uang.®

Pewarisan yaitu peralihan hak karena pewarisan terjadi karena
peristiwa hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal
d

unia. Dalam hukum waris berlaku suatu asas yang menyatakan bahwa

sNS NIN Y!Iw eydido ey @

= “begitu seorang meninggal, maka detik itu juga segala hak dan kewajiban

=

Aberalih kepada para ahli warisnya ‘Asas tersebut tercantum dalam Bahasa

QD

< Perancis yang berbunyi “le mort saisit le vif” dan ini termuat dalam Pasal
833 KUHPerdata yang berbunyi “sekalian ahli waris dengan sendirinya demi
hukum memperoleh hak milik atas semua barang semua hak dan semua
piutang dari si meninggal”. Pasal 830 KUHPerdata menentukan ‘“Pewarisan
hanya berlangsung karena kematian.” Jadi pada asasnya tidak akan ada
pewarisan jika tidak ada peristiwa kematian.®?

Unsur-unsur penting dalam suatu pewarisan yaitu Pewaris, ahli waris,

harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan

TUrefsy aje}s

_meninggalkan ahli waris dan harta warisan atau harta peninggalan. Ahli waris

un o

adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan atau harta peninggalan

Pewaris. Sedangkan harta warisan adalah segala hak dan kewajiban yang

AJISIDA

termasuk dalam lingkungan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang

S{3o

= 8\Wahbah al-Zuhaili, Figh Islami Wa Adillatuh, Jilid IV, him. 412-418. Abdul Ghofur,
Fdlsafah Ekonomi Syari’ah, hlm. 77-78.

= “R. Subekti, dan Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-
Ungang Hukum Perdata, Burgerlijke Wetboek”, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2010), Pasal 830.
Alwesius, “Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan Dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga
Nefara Indonesia Pasca Permen ATR/KA.BPN No.16 Tahun 20217, (Jakarta : Fakultas Hukum
Uriersitas Indonesia, 2022), him 1.
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©
gyang meninggal dunia, jadi meliputi harta tidak bergerak, harta bergerak,

-
o harta yang berwujud, harta yang tidak berwujud, piutang-piutang, surat-surat
o

—

o berharga dan juga utang-utang maupun beban-beban lainnya. Adanya
=
—-perkembangan hukum masalah pewarisan tersebut tentunya harus
=
 diperhatikan di dalam menentukan ahli waris yang berhak mewaris dalam hal

terdapat seorang yang meninggal dunia. Penentuan ahli waris tersebut dapat

dipenuhi secara musyawarah oleh para ahli waris tanpa melanggar prinsip

d BYSNS NI

kewarisan yang berlaku baginya.®®

nei

Di Indonesia sampai sekarang ini pengaturan dan kewenangan yang
membuat Surat Ketererangan Waris tidak berada pada satu pejabat atau
institusi, tapi dapat dibuat oleh lebih dari satu pejabat/institusi dan pada para
ahli waris sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan Yyang
mengatur Surat Keterangan Waris tersebut tidak terlepas dari kehadiran

g.?peraturan perundang-undangan produk kolonial yang sampai saat ini masih

2}

— dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan Pasal Il Aturan Peralihan UUD

Turefs

1945 Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud yaitu Pasal 131 ayat (2)

Indische Straatsregeling (1S) dan 163 ayat (1) Indische Straatsregeling (1S).%*

Pembuatan Keterangan waris sebelum adanya Pasal 111 ayat 1 huruf ¢

Ajrs1aarun d

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
16 Tahun 2021 pembuatan Keterangan Ahli Waris didasarkan kepada:

(1)Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria Direktorat

Pal

Agluejing jo

®1bid., him. 2.
8R.Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, (Jakarta: Pradnya
ita, 2012), him. 10.
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gPendaftaran Tanah (kadaster), tanggal 20 Desember 1969, Nomor

-
o Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian
o

o Kewarganegaraan, dan (2) Pasal 111 ayat 1 huruf ¢ Peraturan Menteri Negara
= . :

—-Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
—_

— Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah.

Kedua aturan hukum tersebut menentukan bahwa pembuatan

E)YSNS N

v Keterangan Ahli  Waris untuk Warga Negara Indonesia Penduduk

e

< Asli/Pribumi oleh para ahli waris ditambah 2 saksi dikuatkan oleh Kepala
Desa/Lurah dan Camat, untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa
dibuat oleh Notaris, untuk Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing
lainnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan. Adanya perbedaan pembuatan
keterangan ahli waris berdasarkan golongan penduduk seperti yang sekarang
berlaku di Indonesia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tidak ada
kepastian hukum hal tersebut. Dengan dikeluarkan aturan Pasal 111 ayat 1

huruf ¢ Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

TUrefsy aje}s

Nomor 16 Tahun 2021 berbunyi :

Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa : (1) Wasiat
dari pewaris, atau (2) Putusan Pengadilan, atau (3) Penetapan
hakim/Ketua Pengadilan, atau (4) Surat keterangan hak ahli waris
yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikaan oleh 2 (dua)
orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat
tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia, (5) Akta keterangan hak
mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris
pada waktu meninggal dunia, atau (6) Surat keterangan waris dari
Balai Harta Peninggalan. Dari pasal ini dapat dilihat tidak ada
perbedaan lagi penggolongan penduduk. Sehingga masyarakat boleh
memilih dalam pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW). Tujuan
pendaftaran tanah yang lebih detail terdapat dalam Pasal 3 Peraturan

neny wisey jrredAg uejpng jo AJrsIdArup d
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Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:
(1)untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-
hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan
dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, (3) untuk
menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-
bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, dan
(3) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.®®

Kegiatan pendaftaran tanah mempunyai tujuan, yaitu untuk menjamin

kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Hal ini dilakukan bagi

¥ e)ysng NInyIlw ejdio ey @

'kepentingan pemegang hak atas tanah, agar dengan mudah dapat

nei

membuktikan bahwa dialah yang berhak atas suatu bidang tanah tertentu,
melalui pemberian sertifikat Hak Atas Tanah. Selanjutnya, bagi pihak-pihak
yang berkepentingan (calon pembeli/calon kreditur) agar mereka dengan
mudah memperoleh keterangan yang diperlukan. Dengan dinyataknnya data
fisik dan data yuridis yang disajikan di Kantor Pertanahan yang berlaku
Eterbuka bagi umum di mana keterangan diberikan dalam bentuk Surat
E"Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT). Kepastian hukum yang dimaksud
dalam kegiatan pendaftaran tanah di atas antara lain : (1) kepastian hukum

mengenai orang atau badan yang menjadi pemegang hak (subjek hak),

] dTurejs

ATU

“(2)kepastian hukum mengenai lokasi, batas, serta luas suatu bidang tanah

JISID

-(subjek hak), dan (3) kepastian hukum mengenai haknya. Menurut Van Kan

Su

Ag uejng jo A

8 Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia, (Jakarta: Raih Asa
es, 2012), him. 9.
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I Kepastian hukum adalah hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum

dalam pergaulan manusia.®

10 ).

Lebih lanjut Van Kan menyatakan kepastian hokum adalah perangkat
-hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga

negara. Kepastian hukum tersebut dibedakan menjadi dua macam vyaitu:

NIQ!iw eyd

m(l)kepastian oleh karena hukum, yaitu hukum menjamin kepastian antara

n

& pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya, artinya adanya konsistensi
jeb)
-openerapan hukum kepada semua orang tanpa pandang bulu, (2)kepastian

g hukum atau dari hukum, artinya kepastian hukum tercapai jika hukum itu
sebanyak-banyaknya undang-undang, tidak ada ketentuan yang bertentangan
(Undang-Undang berdasarkan sistem logis dan pasti), dibuat berdasarkan
kenyataan hukum (rechtswerkelijkheid) dan di dalamnya tidak ada istilah
yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan (tertutup).®’

2. Sebab-sebab dan Syarat-syarat Waris Mewarisi

Ketika harta peninggalan dari si pewaris/ orang yang telah meninggal

dunia tersebut dibagikan dan ahli waris menerima pembagiannya masing-

TUrefsy aje}s

masing, maka harta peninggalan tersebut telah menjadi hak miliknya. Dengan
kata lain kepemilikan harta peninggalan tersebut telah berpindah tangan dari

si pewaris/ orang yang telah meninggal dunia ke tangan ahli warisnya. Hal ini

Ajrs1aarun d

sejalan dengan pendapat TM. Hashi al-Shiddigy dan Mustafa Ahmad al-

Zarqa’ bahwa sebab-sebab seseorang memperoleh pemilikan harta, ada 4

o8]

da

8E. Utrecht dan Moh. Saleh J. Jindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta :
dan Sinar Harapan, 2014), him. 25.

8E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat
ntinomi Nilai, (Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara, 2017), him. 92.

&g upjng jo
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©
g(empat) sebab, yaitu : (1) ihraj al-mubahat (menimbulkan kebolehan),

-
o (2)perjanjian, (3) al-khalafiyyah (pewarisan), dan (4) menghasilkan sesuau
o

—

o dari sesuatu.®® Dalam hubungannya dengan orang yang mewariskan hartanya
gkepada ahli warisnya, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menetapkan
zsebab-sebab dan syarat-syarat dalam hal pewarisan, sebagai berikut :

a. Telah Meninggal Dunia, Atau Dinyatakan Telah Meninggal Dunia

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pewaris adalah orang yang

mewarlskan harta peninggalannya kepada ahli warisnya atau orang yang

neiy exsns NI

meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang dalam kitab-kitab figh
biasa disebut dengan muwarrits, atau orang yang mewariskan hartanya.®
Bagi muwarrits, atau orang yang mewariskan hartanya terdapat ketentuan-
ketentuan yang harus terpenuhi sebelum harta yang dimiliki diwarisi oleh
para ahli warisnya. Hal ini seperti telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
pada pasal pada pasal 171 huruf b, bahwa pewaris adalah orang yang pada
saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan
Pengadilan....*

Apa yang telah ditetapan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),

berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pewaris adalah orang yang meninggal

dunia atau yang dinyatakan meninggal, tidak menyalahi ketentuan-ketentuan

gns|y0 AJISIIATU) DTWR[S] 3)e)S

8TM. Hasbi al-Shiddiqy, Pengantar Figh Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra
ZOI.I) him. 12. Abdurrahman Ghazaly, Figh Muamalah, (Jakarta: Prenada Media, 2016), him. 48—
49
%Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan
H@Jm Positif di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), him. 60.
2 Y. Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam
Ln:@](ungan Peradilan Agama, him. 348.
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Tyang telah ditetapkan Allah SWT., seperti dijelaskan dalam QS. al-Nisa ayat

7 sebagai berikut :

o~z0

(e Ll 05 0,780 o 85 G Lol U

P

e
z o £ fo

U i ol 557 3 40 (6 0 0,050 w1
Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa
dan kerabatnya, dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari
harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak

menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS. al-Nisa : 7). **

nery exsng Nin ! iw ejdio ye

Kalimat "bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan
ibu bapak dan kerabatnya dan bagi seorang wanita ada hak bagian (pula) dari
harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya,” menurut para mufassir
dimaksudkan sesudah kematian ibu bapak dan kerabat.”? Hal ini sejalan
dengan hadis riwayat Muslim, al-Nasa’iy, Ibnu Majah dan Ahmad bersumber
dari Abu Hurairah ra., sebagai berikut:

- & - z
¥ oo & T

SH O ey e B ol U5 0 S8
TERICE PV P IS O P E R LS
vﬁau PN PRV AN TR I
16 & 0 o i 25 C6

f

s,

s - o & % . Y WA Y] A 8! o YO #}}
K A A 1 i « 2
4555 b Yl D05 ey 03liad (b (pd aley s

uey[ng jo AJISIdATU() dIWR[S] 3}e}§

1Tim Penterjemah Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Makkah al-
Mykarramah : Khadim al-Haramayn, 2012), him. 116-117.

< %Lihat lbnu Jarir al-Thabariy, Jami’ al-Bayan Fiy Ta’wil al-Qur’an, Juz VI, him. 597,
dafdm Software Maktabah Syamilah. Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Azhi, Juz II, him. 219, dalam
Softivare Maktabah Syamilah.
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Bersumber dari Abu Hurairah ra., bahwa jenazah seorang lakilaki
yang berhutang dibawa ke hadapan Rasulullah SAW., beliau bertanya:
"Apakah dia meninggalkan sesuatu untuk melunasi hutangnya?", jika
dijawab bahwa dia memiliki harta peninggalan untuk melunasi
hutangnya, maka beliau menshalatkannya, namun jika dijawab tidak,
maka beliau bersabda: 'Shalatkanlah saudara kalian ini." Tatkala Allah
menaklukkan berbagai negeri, beliau bersabda: "Aku lebih berhak atas
kaum Muslimin dari diri mereka sendiri. Barangsiapa meninggal
sedangkan dia masih memiliki tanggungan hutang, maka sayalah yang
akan melunasinya. Dan barangsiapa masih meninggalkan harta
warisan, maka harta tersebut untuk ahli warisnya."(HR. Muslim, al-
Nasa’iy, Ibnu Majah dan Ahmad ).%

Berdasarkan hadis di atas dapat difahami bahwa kematian adalah

¥ e)ysng NInIlw eydio ey @

'merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk berpindahnya harta

nei

seseorang kepada ahli warisnya. Kematian sebagai syarat terjadinya waris-
mewarisi harus terjadi pada diri seseorang sehingga dapat dikatakan pewaris
dan waris-mewarisi dapat berproses. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa
pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meniggalkan
sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.

. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris

-
o

& berlaku sesudah meninggalnya pewaris, maka kata “pewaris” itu sebenarnya

ST

& tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.**

Istilah pewaris itu sendiri mengandung makna dan arti bahwa seorang

ATU) dTUI

“itu telah meninggal dunia, sebab apabila tidak jelas orang yang memiliki harta

JISID

-itu meninggal atau tidak, maka tidak dapat disebut pewaris. Idris Djakfar dan
Taufik Yahya menjelaskan bahwa meninggalnya pewaris merupakan

condition sine quanon untuk terbukanya harta warisan, karena meninggalnya

%Imam Muslim, Shaheh Muslim, Juz V, him. 62, dalam Software Maktabah Syamilah.
%Amir Syarifuddin, “Kedudukan Anak laki-laki dan Anak Perempuan dalam Hukum

Ag uejng jo A

Kd{arisan”, Majalah  Orientasi, Nomor 2 Tahun VIII. Banjarmasin: Lembaga
Pefplstakaan/Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, him. 51.
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©
gpewaris harus nyata adanya. Apabila tidak jelas kematiannya dan tidak ada

;pula berita tentang hidupnya, maka hartanya tetap menjadi miliknya yang
utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya.*

Memahami lebih mendalam rumusan pasal 171 huruf b Kompilasi
Hukum Islam (KHI), maka orang yang mewariskan hartanyan dengan syarat
meninggal dunia mempunyai dua bentuk kematian yaitu kematian dalam

bentuk “saat meninggal” dan “yang dinyatakan meninggal berdasarkan

¥ e)sng NIn!iw eyd

putusan Pengadilan”. Hal ini sangat berbeda dengan pengertian orang yang

nei

mewariskan harta peninggalannya (pewaris) seperti dirumuskan Ahmad Rofiq
merumuskan orang yang akan diwarisi hartanya adalah orang yang diwarisi
harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya
adalah muwarris benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal
secara hakikiy, secara hukmy atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.*
Fatchurrahman menjelaskan “para ahli waris yang benar-benar hidup pada
saat kematian muwarris, baik mati haqiqy, mati hukmy maupun mati taqdiry,

berhak mewarisi harta peninggalannya.”®’

[} dTurejsy ajejlg

®|dris Djakfar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: PT.
ia Pustaka Jaya, 2015), him. 52.

% Ahmad Rofig, Figh Mawaris,(Cet. |; Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013), him. 22.

"Mati secara hagiqgiy (atau kematian hakiki) berarti kematian yang nyata dan dapat
dibuktikan, di mana seseorang benar-benar telah meninggal dunia tanpa perlu pembuktian lebih
lanjut. Ini adalah kematian yang jelas dan tidak disangsikan. Mati hukmi (kematian secara hukum)
adalah kematian seseorang yang dinyatakan sah secara hukum melalui keputusan hakim, bukan
karena kematian biologis yang dapat disaksikan oleh panca indera. Hal ini sering terjadi pada
kasus orang hilang (mafqud) di mana setelah upaya pencarian dan pemeriksaan cermat, hakim
memutuskan bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Mati taqdiri adalah anggapan bahwa
seseorang telah meninggal dunia, meskipun tidak ada bukti nyata kematiannya secara fisik. Ini
sering digunakan dalam konteks hukum, terutama dalam hukum warisan, ketika seseorang
dinyatakan hilang dan tidak ada kabar berita selama jangka waktu tertentu. Lihat Fatchur Rahman,
MG, Waris, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2014), him. 80.

D

HSIATU
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Tiga rumusan pengertian orang yang mewariskan hartanya kepada ahli
warisnya secara redaksional syaratnya berbeda-beda. Fatchur Rahman
menetapkan syarat kematian orang yang mewariskan hartanya kepada dua
:syarat kematian, yaitu mati haqigiy dan mati hukmy. Ahamd Rofiq

menetapkan syarat kematian orang yang mewarisakan hartanya dengan tiga

NIinilw eydio yeq @

msyarat, yaitu meninggal secara hakikiy, meninggal secara yuridis dan

n

gmeninggal secara taqdiri. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)
©
umenetapkan dua syarat, yaitu “saat meninggal” dan “dinyatakan meninggal

g dunia berdasarkan putusan Pengadilan.”

Perbedaan rumusan pengertian orang yang mewariskan hartanya
tersebut, syaratnya secara hakiki tidak ada perbedaan. Syarat kematian orang
yang mewariskan hartanya menurut Fatchur Rahman dan Ahmad Rofig,
Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah merumuskan kembali yang secara
hakiki tidak bertentangan dan tidak merubah secara subtansi apa yang

dimaksud oleh kedua pakar hukum kewarisan Islam tersebut. ‘“Saat

meninggal” pada rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami

TUrefsy aje}s

atau diterjemahkan kepada pengertian mati hakiki. Orang yang saat
meninggal dapat dipahami atau diterjemahkan kepada pengertian mati hakiki,

karena orang yang saat meninggal pada saat bersama orang lain atau dapat

Ajrs1aarun d

“diketahui kemudian setelah meninggalnya dapat diketahui tanpa melalui
pembuktian yang harus dinyatakan di hadapan pengadilan. Sedangkan
“dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan” dapat

dipahami atau diterjemahkan kepada pengertian mati hukmi dan tagdiri Mukti

neny wisey jrredAg uejng jo
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©
gArto dalam bukunya Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam,
G
o mengatakan:
=
o Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal kematian secara takdiry atau
= dugaan keras, karena tidak mempunyai kepastian hukum, apabila
= terdapat keraguan-raguan tentang matinya seseorang (termasuk bayi
= yang masih dalam kandungan ibunya) maka harus diselesaikan dengan
c putusan hakim, demi kepastian hukum.®®
=
w Mukti Arto yang mengatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak
c
imengenal adanya bentuk kematian secara taqdiri dengan alasan karena tidak
jeb)
o)

mempunyai kepastian hukum. Justru karena adanya ketidak pastian tentang

el

< kematian seseorang, maka perlu diadakan pembuktian secara hukum sehingga
kematiannya dapat dipastikan penyebabnya. Dengan adanya kepastian
berdasarkan pembuktian hukum, maka kematian orang tersebut disebut mati
secara yuridis (hukmy) dengan diawali suatu dugaan terhadap penyebab
kematian orang tersebut. Penyebab inilah yang disebut dengan mati karena
dugaan keras (taqdiri) yang telah dipastikan dengan pembuktian dan

o
o melahirkan keputusan dalam bentuk mati secara yuridis (hukmy). Oleh karena

2

@ I1tu, orang yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan

Turefs

_dapat dipahami atau diterjemahkan kepada pengertian mati hukmi dan taqdiri,
karena kedua syarat kematian tersebut, kebenarannya harus dinyatakan di

hadapan pengadilan dengan memperlihatkan bukti-bukti yang dapat dijadikan

Ajrs1aarun d

dasar untuk mengambil keputusan hukum (hukmy).

glueirng jo

%Mukti Arto, Hukum Kewarisan Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam, (Solo: Balgis
en, 2009), him. 56.
% Ahmad Rofig, Fighi Mawaris, him. 22.

=L
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Berdasarkan uraian di atas, dapat difahami bahwa bahwa kalimat
-“orang yang pada saat meninggal” termasuk kelompok orang yang meninggal
secara hakikiy, yaitu tanpa adanya pembuktian secara hukum, semua orang
:bisa mengetahui bahwa orang tersebut meninggal dunia. Sedangkan
pernyataan “yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan”
adalah termasuk orang yang meninggal secara hukmy maupun taqdiri karena

harus melalui pembuktian yang diyatakan di hadapan pengadilan. Walaupun

eysng Nin y!lw eydio yey @

-psyarat kematian dipersyaratkan pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

e

< (KHI) terhadap seseorang dikatakan pewaris, namun dalam pasal yang lain
membolehkan proses waris-mewarisi tanpa terjadinya kematian. Hal ini dapat
dipahami pada rumusan pasal 187 ayat (1) sebagai berikut:

(1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh

pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk

beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan

tugas:

a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda
bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh

;U") para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya
e dengan uang,

— b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai
= dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b dan c. **

B8

& Pasal 187 ayat (I) memperkenalkan cara lain proses waris-mewarisi
=

="yang tidak pernah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu.
(g°]

-t

§-Kebolehan pelaksanaan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu

A

S kematian tidak mutlak pelaksanaannya. Hal ini dapat dipahami pada. Kata-

S

£ kata "dapat" yang mengandung dua makna. Pertama, mengandung makna

Li

100~ Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam
ungan Peradilan Agama, him. 351.
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©
Tboleh melaksanakan waris-mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu

10 ).

kematian terhadap pewaris. Kedua, mengandung makna tidak boleh
melaksanakan waris mewarisi tanpa didasari oleh adanya suatu kematian
-terhadap pewaris. Kebolehan pelaksanaan waris-mewarisi tanpa didasari oleh

adanya kematian terhadap pewaris, terkandung maksud untuk menghindari

NIn!iw eyd

ch)terjadinya perselisihan yang akhirnya terjadi kemudaratan di antara para ahli

c
& waris dalam pelaksanaan waris-mewarisi. Dengan masih hidupnya pewaris,

jeb)
-umaka perselisihan harta warisan kemungkinan besar dapat diatasi oleh

QD

< pemilik harta yang akan meninggal dunia (pewaris). Oleh karena itu, maka
jalan satu-satunya adalah pelaksanaan waris mewarisi harus dilaksanakan
semasih pewaris masih hidup. Tetapi apabila tidak ada kemungkinan untuk

berselisin terhadap harta yang akan ditinggalkan oleh pewaris, maka

pelaksanaan waris-mewarisi harus dilaksanakan sesudah meninggalnya

pewaris.
gfb. Beragama Islam
g Beragama Islam dipersyaratkan seseorang dikatakan sebagai pewaris,
gkarena dikaitkan dengan objek atau sasaran pemberlakuan Kompilasi Hukum

Islam (KHI), yaitu diperuntukkan kepada orang-orang yang beragama Islam

dan lembaga Peradilan yang menangani masalah-masalah kewarisan umat

Ajrs1aarun d

Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materil yang
diterapkan di Lembaga Peradilan Agama, harus mengacu kepada Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur

Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama. Pasal 2 Undang-undang Nomor

neny wisey jrredAg uejng jo
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©
g7 Tahun 1989, dijelaskan bahwa "Peradilan Agama merupakan salah satu

-
o pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencri keadilan yang beragama
o

—

o Islam. Mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang
iini.101 Perkara perdata tertentu yang dimaksud pada pasal 2 ini adalah seperti
yang dijelaskan pada pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagai berikut:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

nNely ejysns NIN X!

beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf,
zakat, infaq, shadagah, dan ekonomi syari’ah.102

Mernahami dua pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama hanya
diperuntukkan kepada orang-orang Yyang beragama Islam dalam

menyelesaikan persoalan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat,

infag, shadagah dan ekonomi syari’ah. Kesembilan persoalan tersebut telah

TUrefsy aje}s

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), termasuk persoalan waris-
mewarisi. Perumusan kembali adanya syarat beragama Islam terhadap orang

yang mewariskan hartanya kepada ahli warisnya adalah merupakan

Ajrs1aarun d

penegasan terhadap adanya asas personalitas keislaman. Apabila orang yang

mewariskan hartanya tidak beragama Islam, tentunya tidak dapat

%pid., him. 246.
1%2Tim Penyusun, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang

Ag uejIng jo

Petlibahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, (Jakarta: Cipta
Kdfja, 2016), him. 21-22.
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©
gdiberlakukan ketentuan hukum kewarisan yang berdasarkan ajaran Islam.

-
o Apabila orang yang mewariskan hartanya tidak beragama Islam, maka yang

©

—

o berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Pengadilan Negeri.

=1 . . . . .
—-Kaitannya dengan pelaksanaan waris mewarisi ada tiga hal dipersyaratkan

—_
— Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga benar-benar seseorang dapat

dikatakan pewaris terhadap ahli warisnya yang beragama Islam. Hal ini

sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa ahli waris yang tidak seagama

d BYSNS NI

dengan pewaris (muwarits) tidak berhak menerima harta warisannya, demikia

nei

juga sebaliknya, sebagaimana hadis riwayat al-Bukhari, Muslim, al-

Tirmidziy, al-Nasa’iy dan Ahmad bersumber dari Usamah bin Zaid ra., :

A & 5 7 g oy o AT 3 o -
&M)Wﬂ\ywﬂ\dswm\fjﬁjubu\dﬁ
° - - o & P

RS E NP LU B WA RV S

Bersumber dari Usamah bin Zaid ra., bahwasanya Nabi SAW.,

bersabda seorang Muslim tidak mewariskan harta peninggalannya
kepada orang yang kafir, demikian juga seorang yang Kafir tidak

w mewariskan harta peninggalannya kepada seorang Muslim. (al-
% Bukhari, Muslim, al-Tirmidziy, al-Nasa’iy dan Ahmad). '*
g-c. Meninggalkan Ahli Waris dan Harta Peninggalan (Warisan)
E‘ Syarat seseorang dikatakan pewaris apabila meninggalkan ahli waris,
g.hal ini sangat logis, karena proses waris mewarisi dapat terjadi apabila ada
%_yang menerima warisan. Tanpa ada ahli waris, maka harta peninggalan

A3

pewaris tidak dapat didistribusikan karena ahli warislah yang akan menerima
harta peninggalan tersebut. Apabila orang yang mempunyai harta hidup tanpa

ahli waris, maka harta peninggalannya atas putusan Pengadilan Agama

M

neny wisey Fiefg uejng jo

1%)mam al-Bukhari, Shaheh al-Bukhari, Juz VI, hlm. 165, Imam Muslim, Shaheh
im, Juz V, him. 62, dalam Software Maktabah Syamilah.
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©
gdiserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama

-
o Islamm dan kesejahteraan umum. Hal ini seperti diatur pada pasal 191

o
o Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa bila pewaris tidak meninggalkan ahli

=
—-waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka

=
—harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya

= . : :
mkepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan
c

@ ymum.***

L

jeb)

X Harta peninggalan termasuk faktor utama terjadinya proses waris-
QD

c

mewarisi antara pewaris dengan ahli waris. Tanpa ada harta peninggalan
proses waris mewarisi tidak bisa dilaksanakan, karena harta peninggalanlah
yang menjadi atau yang akan diwarisi oleh para ahli waris. Harta peninggalan
orang meninggal dunia diatur pada pasal 171 huruf d “harta peninggalan
adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang
menjadi miliknya maupun hak-haknya,” dan harta warisan diatur pada pasal
171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), “harta peninggaan atau warisan

adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan

TUrefsy aje}s

untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya

pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk

kerabat.” 1%

Ajrs1aarun d

. Sebab-sebab, Syarat-syarat dan Kelompok Ahli Waris
Sebab-sebab kewarisan yang dapat dipahami pada pasal 171 huruf c,

ada dua sebab. Berbeda dengan kitab-kitab dan buku-buku fikih kewarisan

Li

1044, Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam
kungan Peradilan Agama, him. 352.
%®lpid., him. 348.
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gterdahulu yang merumuskan sebab-sebab kewarisan menjadi empat dan tiga
-
o macam hubungan, yang menurut Ahmad Azhar Basyir : (1) hubungan darah
o

—

o atau kekeluargaan dan kekerabatan, (2) hubungan perkawinan/ pernikahan,
2(3) hubungan wala’ (karena memerdekakan hamba sahaya), dan (4) hubungan
zagama.106 Untuk mengetahui posisi empat hubungan sebab-sebab waris-
mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat dijelaskan dalam
uraian sebagai berikut :

). Hubungan Darah/ Kekerabatan

nela B)YSNg NI

Hubungan darah atau disebut juga hubungan kekerabatan, menjadi
sebab seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris. Hubungan darah

menjadi sebab mewarisi adalah dipahami dari QS. al-Nisa’ ayat 11:

;qufou LJi;.jijsJ”JM;,UJ (J;Ujs 69415\ g.wy

f wg y‘ L/@.L; :Jo-\j g_,.:\f QU _5;.:/ G \.:.14 ;,.2_13 U:':"‘ 2533

5 o A0 4 O 0y 355 G A0 Gk ey SO S5,
5

) Ao Lu sl o6 558 8K

\

e~ o

S 300 ST u: S e T B0y dx Ly o
J

\
\
[
o
AN

Cke O™ Al O alll e amy 3 il WSO LT3 ré" O 9y

At

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pustaka untuk)
anak-anakmu, yaitu: bahagian dua orang anak perempuan; dan jika
anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi
mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan
itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua
orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang

%6 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, him. 15. Lihat A. Assaad Yunus, Hukum
@risan Islam, him.19-22.
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B ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang
Q,i. yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-
o bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika mninggal itu
o mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.
o (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi-dipenuhi
= wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang)
= orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara
o mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah
— ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi
= Maha Bijaksana. (QS. al-Nisa’ : 11).%’
w
g Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah ini,
L
@ adalah seperti dalam rumusan pasal 174 ayat (1) hurif a Kompilasi Hukum
py)
glslam (KHI) dengan rincian berikut. Kelompok-kelompok ahli waris pewaris

dimaksud : (1) menurut hubungan darah, golongan laki-laki terdiri dari : ayah,

anak laki-laki, saudara laki-laki, pama dan kakek, (2) golongan perempuan

terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Rincian

Ahli Waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a di atas, sebanyak 9 orang terdiri

dari golongan jenis kelamin laki-laki 5 orang dan jenis kelamin perempuan 4
2orang : golongan ahli waris laki-laki : (1) ayah, (2) anak laki-laki, (3) saudara
laki-laki, (4) paman, dan (5) kakek, golongan ahli waris perempuan : (1) ibu,
(2)anak perempuan, (3) saudara perempuan, dan (4) nenek. **

Apabila dianalisis rumusan ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a

ATU) dITUWIE]S] 9}e

“dengan membandingkan rumusan ahli waris dalam Kkitab-kitab fikih

JISID

-kewarisan terdahulu, terdapat perbedaan yang sangat menonjol. Dilihat dari

segi jumlah, ahli waris secara keseluruhan dalam kitab-kitab fikih terdahulu

97Tim Penterjemah Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, (Makkah al-

S uejng jo A

Mukarramah : Khadim al-Haramayn, 2012), him. 116-117.

Ie

1087ainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam

Lingkungan Peradilan Agama, him. 349.
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gadalah sebanyak 25 orang,’® sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

-
o hanya 11 orang. Perbedaan jumlah ahli waris tersebut terletak pada perincian

o
o ahli waris dilihat dari garis keturunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak

=
—-membedakan garis keturunan dari kakek dan nenek dari pihak ayah dan pihak

=
cibu, dan tidak membedakan garis keturunan dari kedua belah pihak

i(sekandung), sepihak (seayah atau seibu). Sedangkan fikih kewarisan
c

@ terdahulu membedakan ahli waris dengan melihat garis keturunan.

Rumusan ahli waris dalam pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi

Bly eY

< Hukum Islam (KHI), mempunyai kelemahan yang dapat menimbulkan

berbagai macam penafsiran dilihat dari segi jumlah dan garis keturunan. Idris

Djafar dan Taifik Yahya dalam bukunya Kompilasi Hukum Kewarisan Islam

memahami ahli waris pada pasal 174ayat (1) huruf a adalah sebanyak 39

orang terdiri dari 21 orang laki-laki dan 18 orang perepuan. Pemahaman

tersebut jika dikaitkan dengan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
tentang penggantian tempat, maka rinciannya sebagai berikut :

1) Golongan ahli waris laki-laki : (1) ayah, (2) anak laki-laki, (3) cucu laki-
laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, (4) cucu laki-laki dari
anak perempuan dan seterusnya ke bawah, (5) saudara laki-laki
sekandung, (6) saudara laki-laki seayah, (7)saudara laki-aki seibu, (8) anak
laki-laki saudara laki-laki sekandung, (9)anak laki-laki saudara perempuan
sekandung, (10) anak laki-laki saudara laki-laki seayah, (11) anak laki-laki

saudara perempuan seayah, (12) anak laki-laki saudara laki-laki seibu,

Agluej[ng jo A31sIdATU) dDTUIR]S] d)¥}S

199Muchamad Ali al-Shabuni, Ilmu Hukum Waris, (Surabaya: Mutiara 1lmu, 2015), him.

38539. Lihat A. Hasan, Faraidh |, (Surabaya : Pustaka llmu, 2010), him. 26-28. Ahmad Azhar
Basyir, Hukum Waris Islam, him. 24-25. A. Assad Yunus, Hukum Kewarisan Islam, him. 39-40.
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g (13)anak laki-laki saudara perempuan seibu, (14) paman sekandung,
; (15)paman seayah, (16) paman seibu, (17) anak laki-laki paman
E’ sekandung, (18) anak laki-laki paman seayah, (19) anak laki-laki paman
2 seibu, (20) kakek dari ayah, (21) kakek dari ibu.**°
22) Golongan ahli waris perempuan : (1) ibu, (2) anak perempuan, (3) cucu
i perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, (4) cucu
‘E_ perempuan dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, (5) saudara
Q;E; perempuan sekandung, (6) saudara perempuan seayah, (7) saudara
g perempuan seibu, (8) anak perempuan saudara perempuan sekandung,
(9)anak perempuan saudara laki-laki sekandung, (10) anak perempuan
saudara perempuan seayah, (11) anak perempuan saudara laki-laki seayah,
(12) anak perempuan saudara perempuan seibu, (13) anak perempuan
saudara laki-laki seibu, (14) anak perempuan paman sekandung, (15) anak
perempuan paman seayah, (16) anak perempuan paman seibu, (17) nenek
;U") dari ayah, (18) nenek dari ibu.***
g Ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a menurut Idris Djakfar dan
gTaufik Yahya, berbeda dengan Ahmad Rofig yang menurutnya bahwa
%jumlah ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam
_E;'(KHI), sama dengan jumlah ahli waris dalam kitab-kitab dan buku-buku figih
E"terdahulu. Menurutnya, ahli waris laki-laki ada 13 (tiga belas) orang, ahli
iur;waris perempuan ada 8 (delapan) orang, seluruhnya menjadi 21 orang, yaitu :
gahli waris nasabiyah laki-laki: (1) ayah, (2) kakek (dari garis ayah), (3)anak
& g Djakfar dan Taufiq Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Dunia
PuStaka Jaya, 2015), him. 59-60.

Hbid.
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glaki-laki, (4) cucu laki-laki dari garis laki-laki, (5) saudara laki-laki

-
o sekandung, (6) saudara laki-laki seayah, (7) saudara laki-lakiseibu, (8)anak
o

—

o laki-laki saudara laki-laki sekandung, (9) anak laki-laki saudara laki-laki
gseayah, (10) paman, saudara laki-laki ayah seayah, (11) paman, saudara laki-
zlaki ayah seayah, (12) anak laki-lakipaman sekandung, dan (13) anak laki-laki
ipaman seayah. ahli waris nasabiyah perempuan : (1) ibu, (2) nenek dari garis
‘E_ibu, (3)nenek dari garis ayah, (4) anak perempuan, (5) cucu perempuan garis

jeb)
-u laki-laki, (6) saudara perempuan sekandung, (7) saudara perempuan seayah,

S dan (8) saudara perempuan seibu. **?

Rincian ahli waris yang dikemukan oeh Ahmad Rofiq di atas, sama
dengan rincian ahli waris yang dikemukan dalam kitab-kitab dan buku-buku
fikih kewarisan terdahulu dan seperti yang dirumuskan oleh para pakar
hukum kewarisan Indonesia, di antaranya: Fatchur Rahman, A. Hassan, H.
Ahmad Azhar Basyir, H. Muhammad Arief, A. Assaad Yunus.™® Ahmad

Rofig memahami rumusan ahli waris pada pasal 174 ayat (1) huruf a, sama

rumusan ahli waris yang dikemukakan oleh lbn Rusyd dalam bukunya

TUrefsy aje}s

Bidayat al-Mujatahid, sebagai berikut:
1) Ahli waris laki-laki : (1) anak lelaki (al-ibn), (2) cucu lelaki (ibn ‘i-ibn),
meskipun sampai ke bawah, (3) ayah (al-ab), (4) kakek (al-jadd),

meskipun ke atas, (5) saudara laki-laki (al-akh), (6) anak lelaki dari

}[NiS Jo A3IsIdArupn) d

12Ahmad Rofig, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2017),
hir. 386-387.

% 13 jhat Fatchur Rahman, llmu Waris, him.113-123, A. Hassan, Faraidh I, him. 26-28.
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, him. 24-25, A. Assaad Yunus, Hukum Kewarisan
Isi@m, him. 39-40.dan Muhammad Arief, Hukum Waris Dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu,
201B), him. 8-10.

I
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saudara lelaki (ibn’l-akh), meskipun sampai ke bawah, (7) paman (al-
‘amm), (8) anak paman (ibnu'i’amm), (9) suami (al-zauj), (10) tuan yang

telah memberi kenikmatan (maula 'n-ni’mah).

N
~

Ahli waris perempuan : (1) anak perempuan (al-ibnah), (2) anak
perempuan dari anak lelaki (ibnatu ‘I-ibn), meskipun sampai ke bawah,
(3) ibu (al-umm), (4) nenek (al-jaddah), meskipun sampai ke atas,
(5)saudarah perempuan (al-ukht), (6) istri (al-zaujah), dan (7) bekas tuan

perempuan (al-maulah).***

nelry eysng Nin Y!jlw eydio ey @

Ibn Rusyd dalam memberikan rincian ahli waris adalah “saudara laki-
laki sekandung, seayah, dan seibu menjadi satu. Anak saudarah laki-laki
sekandung dan seayah menjadi satu. Saudrah perempuan sekandung, seayah
dan seibu menjadi satu. Nenek garis ayah dan garis ibu menjadi satu. Apa
yang dirinci oleh lbn Rusyd secara garis besar ini, tidak seperti itu dalam
menguraikan tentang kedudukan dan bahagian ahli waris saudarah dalam
penjelasan-penjelasannya. la dalam menjelaskan kedudukan dan bagian ahli

waris saudara, sama dengan ahli waris yang dikemukakan oleh para pakar

IS 2335

hukum kewarisan, yaitu tetap merinci saudara laki-laki menjadi saudara laki-

e

laki sekandung,seayah, dan seibu sehingga jumlahnya tetap menjadi tiga.

Anak saudara laki-laki tetap dirinci sekandung dan seayah sehingga

jumlahnya tetap menjadi dua. Paman tetap dirinci menjadi sekandung dan

Ajrs1aarun d

seayah sehingga jumlahnya tetap menjadi dua. Saudarah perempuan tetap

dirinci menjadi perempuan sekandung, seayah, dan seibu sehingga jumlahnya

H

“bnu Rusyd al-Hafizh, Bidayat al-Mujtahid, Terj. oleh M. A. Abdurrahman dan A.
Abdullah, (Semarang : Asy-Syifa’, 2010).
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Ttetap menjadi tiga. Nenek tetap dirinci menjadi nenek garis ayah dan nenek

garis ibu sehingga jumlahnya tetap menjadi dua.'*

10 ).

Melihat rumusan ahli waris yang dikemukakan Ibnu Rusyd, dan
:memperhatikan uraian tentang kedudukan dan bagian ahli waris jika
dikompromikan rincian ahli waris yang diatur dalam pasal 174 ayat (1) huruf
a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI), sama dengan metode yang di

kemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 174 ayat (1) huruf a

eysnsg Nin Yijiw ejd

vdan b ahli waris dikemukakan secara garis besar sedangkan dalam

e

< menjelaskan kedudukan dan mengatur besarnya bagian ahli waris dirinci

secara detail dalam pasal 181 dan 182.

1) Pasal 181: apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah,
maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing
mendapat seperenam bagian, apabila mereka itu dua orang atau lebih maka
mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

2) Pasal 182 : apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak,
sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah maka
ia mendapat separuh bagian, apabila saudara perempuan tersebut bersama-
sama dengan saudarah perempuan kandung seayah dua orang atau lebih,
maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, bila saudara

permpuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau

151bid., him. 474-493.
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seayah, maka bagian dari saudara laki-laki dua berbanding satu dengan
saudara permpuam.”116

Berdasarkan pasal 181 dan 182, Komplikasi Hukum Islam (KHI)
dalam menjelaskan kedudukan dan bagian ahli waris saudara baik laki-laki
maupun perempuan, sama rincian ahli waris yang dikemukakan dalam kitab

dan buku-buku kewarisan, yaitu tetap merinci saudara laki-laki menjadi

saudara laki-laki sekandung, seayah, dan seibu sehingga jumlahnya tetap

eysng NIn Y!lw ejdid ey @

-umenjadi tiga. Pengaturan kedudukan dan bagian ahli waris pada pasal 181

el

< didasarkan pasal QS. al-Nisa’ ayat 12 :

A Q}T}T%T/:\J} otjo\ sz\.Suf UJ;J;-; oS d‘)
I T RO SOV SRS OB Lgle s

.. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak
meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan
(seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudarah itu
sepernam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seseorang,
mak&mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...(QS. al-Nisa’
12).

Sedangkan kedudukan dan bagian ahli waris pasal 182 didasarkan pada QS.

“al-Nisa’ ayat 176 :

- e

2

5,

N

;jm;;sggguﬂd@wwy;xw
uuv\JJL@Juﬁ;pusL@Jﬁj.& M@uc,;quj

;LWJ U\,\) aj}\ ity u\j 475 Lo u\:L:JS u%uui:;s ity

“Ipid., him. 487.
"7 Tim Penterjemah Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, him.153.
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;wﬁws)sﬂ,@u\vﬁms;ﬁﬂijsby;m
e

Mereka meminta fakta kepadamu (tentang kalah)zs. Katakanlah:
“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika ia tidak
mempunyai perempuan, maka bagi saudaranya yang laki-laki
mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika iya tidak
mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka
bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang
meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudarah-
saudarah laki dan perempuan maka bagian seorang saudara laki-laki
sebanyak bahagian dua orang sauarah perempuan. Allah menerangkan
(hokum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha
mengatahui segala sesuatu. (QS. al-Nisa’ : 176).*'8

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

Ayat al-Qur’an di atas memberikan pemahaman adanya ahli waris
saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu dan QS. al-Nisa’ ayat 176.
memberi pemahaman adanya ahli waris saudaranya perempuan sekandung
dan seayah. Difahami demikian karena pada QS. al-Nisa ayat 12 telah
menjelasakn kedudukan dan besarnya bagian ahli waris saudarah laki-laki dan
saudara perempuan tidak disebut. Oleh karena tidak disebutkan pada QS. al-
Nisa ayat 12, maka dapat dipahami bahwa saudara laki-laki dan saudara
perempuan sekandung dan seayah.

Untuk ahli waris saudarah laki-laki, paman, nenek, tidak ditemukan
_peraturannya secara rinci dalam penjelasan kedudukan dan besarnya bagian
pada pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu dapat
difahami bahwa rincian ahli waris secara detail tetap seperti yang
dikemukakan olen Ahmad Rifig, yaitu sama dengan rincian kebanyakan para

pakar dalam buku-buku fikih kewarisan, yaitu jumlah ahli waris secara

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

81pid.
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T keseluruhan adalah 25 orang yang terdiri dari golongan laki-laki 15 orang dan

qe

o golongan perempuan 10 orang dengan rincian sebagai berikut:

1)

nelry eysng Nin y!tw eyd

2)

AJISIIATU) DTWR[S] 3)e)S

Golongan ahli waris laki-laki : (1) anak laki-laki, (2) cucu laki-laki dari
anak laki-laki ke bawah, (3) ayah, (4) kakek ke atas, (5) saudarah laki-laki
sekandung, (6) saudarah laki-laki seayah lain ibu., (7) saudarah laki-laki
seibu lain ayah, (8) anak laki-laki dari saudra laki-laki sekandung
(kemenakan-kemenakan), (9) anak laki-laki dari laki-laki seayah
(ponakan), (10) paman sekandung, (11) paman seayah lain ibu, (12) anak
laki-laki dari paman sekandung, (13. anak laki-laki dari paman seayah
lain ibu, (14) suami, (15) laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya
atau budaknya.

Golongan ahli waris perempuan : (1) anak permpuan, (2) anak perempuan
dari anak laki-laki (cucu), (3) ibu, (4) nenek dari ayah, (5) nenek dari ibu,
(6) saudara perempuan sekandung, (7) saudara perempuan lain seibu lain
seayah, (8) saudarah perempuan seibu lain ayah, (9) istri, dan (10) wanita
yang memerdekakan budak.'*®

Pasal 181 tidak mengatur secara khusus tentang ahli wari seperti pasal

171 dan pasal 174 tetapi dapat memberikan pemahaman tentang rincian ahli
waris saudarah perempuan dari jalur keturunan yang masih bersifat umum
'pemahamannya, menjadi bersifat khusus. Pasal 174 ayat (1) huruf a. tentang
pemahaman ahli waris saudarah masih menimbulkan penafsiran yang

berbeda-beda, ada yang mengatakan sekandung, seayah dan seibu. Dengan

neny wisey jieiAg uejng jo

19\, Abdul Goni, Ikhtisar Faraid, (Jakarta : Darul Ulum Press, 2012), him. 19.
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©
gpasal 181, maka penafsiran tersebut menjadi jelas setelah dipahami bahwa

-
o pasal ini mengatur ahli waris saudarah, baik laki-laki maupun perempuan

©
=

o lewat jalur ibu (seibu). Sedangkan pasal 182 memberikan pemahaman tentang

=
—-rincian ahli waris saudarah perempuan dari jalur ibu-bapak (serkandung),

—_
cjalur ayah saja (seayah), jalur seibu.

b. Hubungan Perkawinan
Perkawinan merupakan sebab terjadinya hubungan waris-mewarisi

ntara suami dan istri. Apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, maka

BIH exsns NI

< pihak yang hidup dari suami atau istri berhak menjadi ahli waris. Ahli waris
dari hubungan perkawinan tersebut, kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 174
(1) huruf b memberikan rincian, bahwa yang termasuk dalam kelompok ini
adalah duda atau janda. Pasal ini di pahami bahwa apabila terjadi kematian
salah satu pihak dari suami atau istri, maka statusnya berubah menjadi duda
(suami) atau janda (istri). Hubungan perkawinan menjadi sebab mewarisi

adalah di pahami dari QS. al-Nisa ayat 12 :

J@Julfuuvd}:,@uﬁvju\ri’;s}ij < &
u}éj}ﬁy@u&:ﬂfwjﬁlﬁff&ﬁg?‘r@ﬁ}
&ew;rﬁmfowmﬁﬁwwfﬂfgiﬂ

&;‘Lewwy )va—ff\*‘w*”
Dan bagimu (suaml suaml) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh
istri-istri jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu
mempunyai anak, maka kamu mendapat seprempat dari harta yang
ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan)
sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta
yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu
mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S
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yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau
sesduah dibayar hutang-hutangmu. (QS. al-Nisa : 12). %°

Perkawinan sebagai sebab adanya hubungan mewarisi tentu harus

didasarkan kepada perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun

hukum negara dan perkawinan tetap masih ada. Ketentuan pernikahan yang
sah baik menurut agama maupun negara telah diatur dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) pasal 4 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menrut hukum

Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¥ eqsns NINnIlw eydio yeq @

'tentang perkawinan.'?* Sebagai wujud ketentuan ini hanya dapat dibuktikan

nei

melaluai akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah.
Sedangkan perkawinan tetap masih ada adalah perkawinan yang masih utuh
dan belum terjadi perceraian. Oleh karena itu perkawinan yang telah
diputuskan dengan talak raj’iy (talak kesatu atau kedua) yang massa iddah
bagi istri belum selesai, tetap dianggap perkawinan masih ada karena suami
Emasih berhak rujuk kembali. Untuk ahli waris hubungan perkawinan yang

o8]
& dirumuskan pada huruf b pasal 174 ayat (1) tidak terdapat perbedaan

Li

@

& pemahan.

B,

&c. Hubungan Wala’

=

& Hubungan wala’ tidak dimasukkan penyebab waris mewarisis karena
(g°]

-

?J Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sifatnya mengatur hal-hal yang
]

S kekinian. Dianggap hubungan wala’ keberadaannya tuidak ada lagi dan tidak
W

f-;-dikenal dalam system hukum serta nilai-nilai hukum yang ada di indonesia.
js¥]

=)

S Penterjemah Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, him.153.

1217ainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam
ungan Peradilan Agama, him. 307.
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©
L Ahmad Rofig mengatakan bahwa wala’ adalah hubungan kewarisan karena

qe

o seorang memerdekakan hamba sahnya, atau melalui perjanjian tolong-
menolong. Laki-laki disebut mu 'tig dan perempuan disebut mu tagah. Bagian
darl 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, sebab ini
tidak dicatumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini lebih-lebih di
Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya. Karena itu sebab-

sebab salig mewarisi menurut kompilasi hukum Islam terdiri dari dua hal,

B)YsSNS NIN )1I|ILU e1di

;Upertama karena hubungan darah, dan kedua, karena hubungan perkawinan

nel

< (Pasal 174 ayat (1) KHI).?

Kehadiran Islam dengan semangat egalitarianismenya, menempatkan
tindakan kemerdekaan hamba sahaya, sebagian perbuatan yang sangat mulia.
Bahkan oleh Islam, memerdekakan budak, dijadikan sebagai kafarat (sanksi
hukum) bagi pelaku kejahatan misalnya membunuh dengan khilaf.*?® QS. al-

Nisa ayat 92, dijelaskan sebagai berikut:

Z z
Z- e 2 e O z
£ <

Uz;uydu;;}wusuy&b Ry ARt

z
o

ol ap | j35a of U; L Jlmz\;;} T ge 43 ,N

}/y}/ -

(ﬁu‘d\fd‘)““ﬁquf“’u”fﬁ“)vg)”fﬁ’u‘
u;-é /j":‘:’;j;’;) Q‘W‘“”dwr@;}v—@/

.%u/

-

o X\

Dan tidak layak bagi seorang mu’min (yang lain), kecuali karena
tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seseorang

122 Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, him. 402.
ZIpid., him. 406.
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mu’min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan sesorang
hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan
kepada keluarganya (siterbunuh itu ), terkecuali jika mereka (keluarga
terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh itu) dari kaum yang
memusuhimu, padahal ia mu’min, maka (hendaklah si pembunuh)
memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh)
dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai)antara mereka dan kamu,
maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan
kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya
yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka
hendaklah ia (sipembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai
cara taubat kepada allah. Dan adalah Allah Maha Mengatahui Lagi
Maha Bijaksana. (QS. al-Nisa : 92).

Alasan yang dikemukakan Ahmad Rofiq terhadap hubungan wala’

BlyY B)YsSNS NN Y!lw ejdio ey @

< tidak termasuk sebab waris mewarisi, sangat logis dan relavan dengan kondisi
kekinian dalam kehidupan sosial masyarkat muslim di Indonesia. Seperti
telah disebutkan pada bab pendahuluan bahwa Kompilasi Hukum Islam
(KHI) disusun adalah erat sekali kaitannya dengan kondisi sosial indonesia
yang selalu menuntut pemeluknya untuk berijtihad.
d. Hubungan Agama

Hubungan agama sebagai sebab waris-mewaris dalam Kompilasi

Hokum Islam (KHI), secara tersirat dapat dipahami pada pasal 191 bahwa

(3

TUrefsy aje}s

‘bila pewaris meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak

diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan

agama diserahkan pengusaannya kepada baitul mal untuk kepentingan agama

Ajrs1aarun d

Islam dan kesejahteraan umum.”*?* Baitul mal atau balai harta keagamaan

adalah suatu lembaga yang menampung hak pemilik harta (tiirkah) pewaris

uej[ng jo

yang tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak

Li

1247ainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam
ungan Peradilan Agama, him. 352,

Nerny wisey ng[g
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©
L diketahui ada atau tidaknya. Berdasarkan pasal 191 tersebut, ada dua syarat

‘yang harus terpenuhi baru hak pemilikan harta (tirkah) diserahkan kebaitul
mal, yaitu: (1) pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, dan
(2)t|dak diketahui keberadaan ahli waris ada atau tidaknya.

Syarat pertama beralihnya hak pemilikan harta (tirkah) kebaitul mal
adalah sama dengan syarat yang dikemukakan oleh Ahmad Basyir dan A.

Assaad Yunus.'”® Sedangkan syarat kedua adalah merupakan pembaharuan

B)YSNS NIN Y!1w e1dio ye

-u hukum yang melihat pada kenyataan, dan masalah ini identik dengan masalah
QD
< mafqud (orang yang hilang).*?® Baitul mal dipahami sebagai salah satu sebab

waris didasarkan pada hadis sebagai berikut :

z

N u)s) Jer, a_;)s) ii;Jg}HJ S Y e @l

Bersumber dari al-Migdam al-Syamiy ra., berkata: Rasullullah SAW.,
bersabda : saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai
ahli waris, aku yang membayar dendanya, dan akupun mewarisi
padanya.”*?’

Hadis tersebut dijelaskan oleh ulama pensyarah hadis bahwa bukanlah

Rasullullah SAW., mengambil hak pemilikan harta (tirkah) pewaris tidak

untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan Islam, oleh karena itu

25Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, him. 15. A. Assaad Yunus, Hukum
Keyarisan Islam, him. 22.

ue:”ng JO AJISIdATU() dDTUIR[S] d)€)}§

< °Farchur Rahman, limu Waris, him.504,
2  Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, Juz VIII, him. 185, dalam Software Maktabah
Syailah.
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©
T baitul mal sebagai tempat penyimpanan hak pemilikan harta (tirkah) yang

tidak mempunyai ahli waris. *?®

10 ).

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa ahli waris menurut
-Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku Il Tentang Kewarisan, Bab | Ketentuan

Umum, Pasal 171 huruf c, adalah “orang-orang yang berhak atas harta

NIniiw eyd

mpenmggalan pewaris (tirkah) berdasarkan hubungan darah atau perkawinan,

n

£ agama Islam, dan tidak ada halangan secara hukum menjadi ahli waris, atau
jeb)
-yorang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (tirkah) peninggalan

gpewaris.” Dalam pasal 181 dan pasal 182 dijelaskan bahwa kelompok-
kelompok ahli waris, antara lain terdiri dari : (1) menurut hubungan darah :
(a) golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,
paman, dan kakek, (b) golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak

perempuan, saudara perempuan dan nenek, (2) menurut hubungan

perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Cgf Maslahah al-Mursalah Sebagai Metode Istimbath Hukum Islam

2}

1. Pengertian, Ruang Lingkup, Pertumbuhan dan Perkembangannya
Maslahah al-mursalah terdiri dari dua kata yaitu maslahah (islax)
dan al-mursalah (4-_4ll), kata maslahah (4alw=s) menurut bahasa adalah
“manfaat” sedangkan kata al-mursalah (dw_4ll), yaitu “lepas” jadi kata
“maslahah al-mursalah (A ydll Aslias) menurut istilah adalah sesuatu yang

dianggap maslahah namun tidak ada ketegasan hukum vyang

merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun

Agluejng jo AJISIdATU) dTWR]S

128 jhat Abu al-Ula Muhammad bin Abd al-Rahman bin Abd al-Rahim alMubarakfuriy,

Tulifat al-Akhwadziy Syarah Sunan al-Turmudzi, Juz VI, him. 235, dalam Software Maktabah
Syathilah. Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, him. 389-390.
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©
gmenolak dari perkara tersebut.’”® Para ahli ushul figih memberi definisi

-
o mashlahah al-murasalah sebagai kemashlahatan yang dipandang baik oleh

d

—

o akal, tetapi tidak ada ketentuan dari nash yang mengisyaratkan untuk
-mengadposinya atau menolaknya.**

Menurut Amir Syarifuddin, maslahah al-mursalah adalah apa yang

NI iw

mdipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan

n

ihukum namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.131 Dengan kata
jeb)
-u lain, Maslahah al-Mursalah adalah manfaat yang tidak ada petunjuk syariat

guntuk menerima atau menolaknya, akan tetapi, oleh akal sehat, manfaat
tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat muslim.
Penggunaan Maslahah al-Mursalah sebagai salah satu metode ijtihad
diterima oleh jumhur ulama. Tetapi dari beberapa mazhab, Malikiyah dan
Hanbaliyah lebih banyak menggunakan Maslahah al-Mursalah ini. Imam al-
Syathibi menyatakan bahwa keberadaan dan kualitas Mashlahah al-Mursalah

bersifat gath'i, walaupun dalam penerapannya bersifat zhanni.**

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa Maslahah al-

TUrefsy aje}s

Mursalah adalah manfaat yang diperoleh dari sesuatu yang tidak ada petunjuk
syariat untuk menerima atau menolaknya, akan tetapi, oleh akal sehat,

manfaat tersebut dipandang menjadi penting dalam kehidupan masyarakat

ISI9ATU[N) D

muslim. Maslahah al-Mursalah merupakan suatu perkara yang dapat

mendatangkan kemaslahatan bagi manusia untuk memelihara tujuan syara’

al

129gatria Effendi M. Zein, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2017), him. 135.

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, him. 279. Abd al-Wahhab Khallaf, llmu Ushul
igh, him. 84.

B3 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), him. 345,

132 Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafagat, him. 12.

&g uej[ng jo 43
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Tyaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang kemudian

10 ).

nelry eysng Nin y!tw eyd
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lebih dikenal dengan al-kulliyat al-khams, yaitu :

a. Hifzh al-din; (perlindungan terhadap keyakinan agama). Syari’ah Islam

mengajarkan untuk menciptakan sikap hormat dan menjaga keyakinan
yang ada, agar dalam masyarakat yang berada di dalam naungan shari’ah
Islamiyyah, agama yang bervariasi dapat hidup berdampingan secara
damai, saling menjaga dan menghormati, tidak terjadi saling intervensi dan
interpolasi ajaran,*® sehingga keyakinan masing-masing tergambar jelas,
(QS. al-Kafirun : 1-6). Syari’ah Islam juga melarang ada pemaksaan untuk
memeluk agama di luar keyakinannya (QS. al-Bagarah : 256). Dampaknya
adalah membuahkan kerjasama yang seimbang antara ummat beragama
dalam kegiatan social, ekonomi, pertahanan, keamanan, lingkungan hidup
dan lain sebagainya yang digambarkan melalui QS. al-Mumtahanah 60
ayat 8.

Hifzh al-nafs (perlindungan terhadap keselamatan jiwa); Islam
mengajarkan untuk memelihara dan menghormati keamanan dan
keselamatan diri manusia, dan menjadi tetap dihormatinya kemuliaan,
martabat manusia sebagai anugrah dari Allah SWT. Dampaknya adalah
terjaminnya ketentraman dan kondisi masyarakat yang santun dan beradab
(masyarakat madani/civil society), (QS. al-An’am : 151), (al-Bagarah :

179).

[N
S

nery wisey gie

13Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, “Magashid Syari’ah”, (Jakarta; Amzah, 2012) hlm,
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Hifzh al-aqgl (perlindungan terhadap eksistensi akal). Akal adalah dimensi
paling penting dalam kehidupan manusia. Keberadaanya menjadi pembeda
utama dengan makhluk lain serta menjadi alas an mengapa Allah
menetapkan kewajiban-kewajiban-Nya kepada manusia. Akal juga amat
menentukan baik buruknya perilaku hidup dan peradaban. Oleh karena itu,
shari’ah Islam mengajarkan untuk memelihara dan mengembangkan
kejernihan apemikiran manusia serta amannya produk pemikiran manusia,
sehingga tidak mudah kegalauan dan kebingungan yang dapat
menimbulkan keberingasan. Oleh karena itu apapun yang dapat merugikan
fungsi pemikiran, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, dicegat oleh
syari’at Islam. Perlindungan terhadap kerusakan pemikiran maupun fungsi
agliyah manusia merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat
yang menginginkan kemajuan, sebab hal ini merupakan kebutuhan semua
orang tanpa memandang suku, bangsa ataupun agama. (QS. al-Maidah 5:

90).

. Hifzh al-nasl (perlindungan terhadap keturunan). Islam mengajarkan untuk

memelihara dan menghormati system keluarga (keturunan), sehingga
masing-masing orang mempunyai nisbah dan garis keluarga yang jelas
demi kepentingan di dalam masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang
tenteram dan tenang. (QS. al-Rum : 21).

Hifzh al-mal (Perlindungan terhadap harta). Islam mengajarkan untuk
menjamin  perkembangan  ekonomi  masyarakat yang saling

menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah
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sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab
(economical civility). Untuk itu Islam mengajarkan tata cara memperoleh
harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridlaan dua
belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli. (QS. al-Bagarah 2:
275, dan QS. al-Nisa : 29).*

Mashlahah al-Mursalah merupakan sebuah kosep yang dikenal luas di

dalam studi ushul figh, dan hampir setiap karya ushul figh senantiasa tak

¥ e)ysng NInIlw ejdio ey @

lepas dari pembicaraan Mashlahah al-Mursalah. la merupakan sebuah

nei

metode istinbath hukum figih di antara berbagai metode istinbath lainnya.
Keberadaannya sebagai sebuah metode istinbath hukum telah dipraktekkan
sejak masa yang paling awal, baik oleh para sahabat maupun oleh imam
mazhab. Oleh karena itu, konsep Mashlahah al-Mursalah telah dibicarakan
dan dikembangkan oleh ahli-ahli ushul figih. Sebagian para pengkaji ushul
figh memberi perhatian yang khusus dan luas terhadap Mashlahah al-

= Mursalah sebagaimana yang dikembangkan oleh seorang tokoh yang

Jje

~ memberi perhatian yang khusus dengan Mashlahah al-Mursalah, seperti yang

IS

dilakukan Musthafa Zaid dengan karyanya al-Mashalah fi al-Tasyri’ al-1slam

e

Wa Najamuddin al-Thufi. **°

Kemunculan  Mashlahah  al-Mursalah  dilatarbelakangi  oleh

Ajrs1aarun d

munculnya berbagai persoalan persoalan baru yang dihadapi masyarakat,
tetapi persoalan tersebut tidak dibicarakan secara eksplisit dan implisit oleh

al-Qur’an. Ketika metode lain dianggap tidak memadai secara maksimal

Pe

Agluejing jo

*1pid., him. 20.
3 Muhsin Nyak Umar, Mashlalah al-Mursalah ; Kajian Atas Relevansinya Dengan
aharuan Hukum Islam,(Banda Aceh : Turats, 2017), him. 61-63.
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©
T dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, maka al-mashlalah yang juga

10 ).

_memiliki landasan di dalam nash al-Qur’an dan Hadis digagas sebagai sebuah
metode ijtihad. Para ulama mulai merumuskan konsep dan teori istinbath
:hukum al-mashlahah dengan memilah-milah, mana bentuk al-mashlahah yang
dapat digunakan sebagai metode istinbath hukum figih. Oleh sarjana-sarjana
kemudian, teori-teori tersebut dielaborasi lebih jauh sehingga terkadang teori

mashalahat memiliki ciri khas tersendiri di tangan mujtahid tertentu seperti

Y e)ysns NN !lw eyd

al-Thufi yang banyak dibicarakan oleh para sarjana yang datang kemudian.

nei

Dalam melahirkan produk-produk hukum figh, Mashlahah al-
Mursalah telah digunakan oleh para imam mazhab. Ini menunjukkan bahwa
Mashlahah al-Mursalah telah mendapat perhatian yang cukup. Hal ini tentu
saja dengan asumsi bahwa Mashlahah al-Mursalah memiliki kelebihan
tersendiri dibanding metode-metode lainnya. Pada tahap yang paling awal,
pengumpulan al-Qur’an kasus paling banyak diidentifikasi sebagai istinbath
b’136

yang didasarkan atas Mashlahah al-Mursalah adalah Umar ibn Khatha

memberi saran kepada khalifah Abu Bakar untuk menulis dan mengumpulkan

TUrefsy aje}s

al-Qur’an dalam satu mushhaf. Saran ini didasarkan atas kekhawatirannya

banyak para penghafal al-Qur’an (huffazh) yang gugur dan syahid di medan

erang. Menurut Umar bila kasus-kasus seperti ini dibiarkan saja dan terus

Ajrs1aarun d
o ©

erkelanjutan, al-Qur’an akan dapat hilang begitu saja dari tangan umat
Islam. Abu Bakar al-Shiddig pada mulanya tidak menerima saran Umar, atas

pertimbangan bahwa hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

1361hid., him. 2.
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©
gTetapi kemudian, usul tersebut diterima oleh Abu Bakar al-Shiddiq setelah

-
o berunding dengan tokoh-tokoh sahabat lainnya. Al-Qur’an lalu kemudian

o
o dikumpulkan dan dibukukan. Pertimbangan utama dalam kasus ini adalah

=
—-mashlahat bagi umat bila Alquran dikumpulkan dalam satu mushhaf, karena

=
 pada satu waktu umat dapat melihat kembali bagian-bagian yang mungkin ia

tidak dapat menghafalnya. Di samping itu, mushhaf ini dapat pula diwarisi

kepada generasi-generasi berikutnya. Itu sebabnya kemudian, gagasan

d BYSNS NI

pengumpulkan al-Qur’an ini kemudian pada masa Usman diteruskan dan

el

< dikembangkan dengan mereproduksi mushaf yang serupa hingga menjadi 6
mushhaf yang dikirim ke daerah-daerah kekuasaan Islam.**’
Praktek lain sahabat yang banyak dikutip oleh para penulis
mendeskripsikan Mashlahah al-Mursalah adalah praktek Umar bin Khathab
menetapkan talak 3 sekaligus bagi suami yang mentalak isterinya,

menghentikan hukuman potong tangan bagi pencuri ketika dalam masa

g.?paceklik. Semua aturanaturan hukum ini ditetapkan berdasarkan
gpertimbangan terhadap Mashlahah al-Mursalah.

5.2. Dasar Pemikiran dan Tingkatannya Mashlahah al-Mursalah

% Jumhur ulama mengambil beberapa dalil sebagai landasan
_E;'digunakannya Mashlahah al-Mursalah sebagai salah satu metode istinbath
E"hukum, sebagai berikut :

(1) Telaah terhadap nash syara’, baik al-Qur’an maupun hadis-hadis
Nabi menunjukkan bahwa setiap hukum yang ditetapkan
mengandung kemaslahatan bagi manusia. Dalam konteks ini Allah
berfirman: (rellaldl 4225 V) &AL Ly (Kami tidak mengutus engkau

¥7bid., him. 3.
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(Muhammad SAW.,) kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian
alam. (QS. al-Anbiya": 107)). Nabi Muhammad SAW., menjadi
rahmat bagi sekalian alam dalam rangka memenuhi kemaslahatan
umat manusia, termasuk juga ketentuan-ketentuan yang merupakan
perincian ayat-ayat al-Qur’an atau ketentuan-ketentuan tersendiri di
luar al-Qur’an adalah kemaslahatan bagi umat manusia,
(2)Kemaslahatan manusia juga dipengaruhi oleh perkembangan
situasi dan kondisi yang melingkupi kehidupan manusia. Apabila
syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang telah ada saja,
maka hal itu akan membawa kesulitan bagi orang-orang yang hidup
di zaman yang berbeda kondisi dan situasinya dengan zaman
dahulu, dan (3) Para sahabat juga telah menerapkan hukum atas
dasar kemaslahatan ini. Abu Bakar misalnya, mengumpulkan al-
Qur’an atas dasar saran Umar bin Khathab untuk menjaga
kelestarian al-Qur’an. Begitu pula Umar bin Khathab tidak
memberi bagian zakat kepada muallaf karena munurutnya
kemaslahatan orang banyak menuntut hal itu. Usman bin Affan
menuliskan menyeragamkan tulisan al-Qur’an untuk memelihara
agar tidak terjadi perbedaan bacaan al-Qur’an. Atas dasar ini, maka
memberlakukan Mashlahah al-Mursalah sebagai metode ijtihad
adalah sesuatu yang dipandang sah secara syar'i dan bahkan
merupakan suatu kebutuhan tersendiri.**®

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

Namun demikian, penggunaan Mashlahah al-Mursalah sebagai dalil
dalam menetapkan hukum didasari oleh syarat-syarat tertentu, sebagai
berikut:

Pertama, kemaslahatan harus sesuai dengan kehendak syara' dan
termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara
umum. Kedua, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti,
bukan sekedar perkiraan semata sehingga hukum yang ditetapkan
benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak
kemudharatan. Ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan
orang banyak, bukan hanya kepentingan pribadi atau kepentingan
sekelompok orang tertentu.®

Dilihat dari kepentingan dan kualitas Maslahah, ahli ushul figh

membagi maslahah menjadi 3 tingkatan, yaitu:

381bid., him. 61-63.
¥ Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafagat, him. 13.
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Al-Maslahah al-Dharuriyat. Maslahah al-Dharuriyat adalah maslahah
yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat.
Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak
terpenuhi akan menimbulkan kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap
kehidupan manusia. Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri,
akal, keturunan dan harta. Contoh pemeliharaan keturunan dan harta yaitu
melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan sesama manusia.
Al-Maslahah al-Hajiyat. Maslahah al-Hajiyat adalah kemaslahatan yang
menyempurnakan kemaslahatan pokok dan juga menghilangkan kesulitan
yang dihadapi manusia. Kemaslahatan ini adalah ketentuan hukum yang
mendatangkan keringanan bagi kehidupan manusia. Dalam muamalat,
keringanan ini terwujud dengan dibolehkan melakukan jual beli salam,
kerja sama pertanian dan perkebunan.

Al-Maslahah al-Tahsiniyat. Maslahah al-Tahsiniyat adalah kemaslahatan
yang sifatnya pelengkap. Kemaslahatan ini dimaksudkan untuk
memperbaiki budi pekerti. Apabila kemaslahatan ini tidak terwujud dalam
kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam
kehidupan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup
aurat dan memakai pakaian yang indah.'*°

Syarat dan Ketentuan Dalam Mashlahah al-Mursalah

Menurut Jumhur Ulama bahwa Maslahah al-Mursalah dapat

dijadikan sebagai sumber hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

Ki

nery wisey _§1w[g

Y“OFjrdaus, Ushul Figh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara

iprehensif, (Depok: Rajawali Pers, 2017), him. 93-94.
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Maslahah tersebut haruslah maslahah yang haqigi bukan hanya yang
berdasarkan prasangka dan merupakan kemaslahatan yang nyata, artinya
dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi
kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka
adanya penolakan terhadap kemudharatan, maka pembinaan hukum
semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan
syariat yang benar.

Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan
kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok
tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh
orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak
pula.

Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang
terdapat dalam al-Qur’an dan Hadis baik secara dzahir atau batin.***

Imam al-Ghazali sebagai salah seorang penggagas Mashlahah al-

Mursalah secara khusus juga menyebutkan syarat-syarat mashlahah dapat
digunakan, apabila : (1) mashlahat sejalan dengan tindakan-tindakan syara’,
(2) mashlahat tidak bertentangan dengan nash syara’, (3) mashlahat tersebut
termasuk dalam kategori dharuri, baik kemaslahatan tersebut berkaitan

'dengan kemaslahatan pribadi maupun untuk semua orang. Dalam kaitan ini,

Agluejing jo

Y“Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashud, “al-Maslahah al-Mursalah Dalam

Peffentuan Hukum Islam”, Jurnal llmu Ekonomi Islam, https://jurnal.stie-aas.ac.id, diakses
tarfggal 30 Mei 2025.
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gia juga menyatakan bahwa maslahah yang sifatnya hajjiyah bila menyangkut

e

o semua orang ia dapat bersifat dharuri.**?

d

Dg Penelitian Terdahulu Yang Relevan

nNely ejsns NN YHIw

Beberapa studi dan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi

dengan penelitian ini, namun secara konteks dan masalah tentu ada
perbedaan, di antaranya adalah:

1. Artikel berjudul “’Filosofi Kepemilikan Harta dalam Perspektif Hukum

Islam,’” dalam Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, P-ISSN: 2655-
9021, E-ISSN: 2502-8316, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023, ditulis oleh
Fadillah Mursid, Yadi Anwar, Rahmat Syafe’i, dIl. Hasil kajian
menyimpulkan bahwa kepemilikan harta adalah suatu keniscayaan karena
merupakan fitrah manusia. Oleh karenanya, meskipun hakikat kepemilikan
adalah mutlak milik Allah, Islam tidak melarang kepemilikan harta secara
pribadi, meskipun kepemilikannya hanya bersifat nisbi, dan sebagai bentuk
amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban baik dari cara
memperoleh maupun menggunakannya. Maka, dalam memperoleh dan
mengelola harta manusia harus tunduk dan patuh dengan dasar-dasar dan
tuntunan dalam Islam yang bersumber pada dalil nagli dan agli. Hal ini
bertujuan untuk menciptakan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah
keadilan dalam arti keseimbangan antara kepemilikan individu,

kepemilikan umum (publik), dan kepemilikan negara yang dengan

al

nery wisey Hiefg uejng jo A3s1a3Arup) d1we[sy 3jeis

1“2Abu Hamid al-Ghazali, Syifa' al-Ghalil fi Bayan al-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik

'lil, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, tt), him. 182.
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keadilan itu kepemilikan manusia terhadap harta akan membawa kepada
kemaslahatan berupa kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial.***

Artikel berjudul <’Eksistensi Hukum Wasiat Dalam Pembagian Waris
Secara Islam’’ dalam Media Keadilan Jurnal IImu Hukum, e-ISSN 2685-
1857- p-ISSN 2339-0557, Volume 14 Nomor 2 Oktober 2023, ditulis oleh
Asis, Ida Nuria Fatmawati, dan Erdin Nadid. Hasil kajian menyimpulkan
bahwa pewaris tidak berhak menentukan bagian ahli waris karena sudah
ditentukan tidak sepenuhnya benar. Walaupun besaran bagian ahli waris
sudah ditentukan, pewaris masih diberikan kebebasan untuk membuat
surat wasiat yang mengalihkan harta waris kepada seseorang yang
dikehendaki selama tidak melebihi sepertiga dari harta warisan kecuali
semua ahli waris menyetujuinya. Oleh karena itu, pewaris masih memiliki
sebagian kecil kebebasan dalam menentukan pengalihan harta warisnya.
Namun, kebebasan tersebut memiliki batasan yang telah ditetapkan oleh
Allah dalam ajaran Islam. Pewaris tidak diperbolehkan melanggar hak-hak
ahli waris yang telah ditentukan oleh Allah. Sehingga, pewaris harus
memperhatikan ketentuan yang ada dan tidak membuat wasiat yang
merugikan hak-hak ahli waris yang sah. Dalam hal ini, para ahli waris
memiliki hak untuk menolak atau menerima surat wasiat yang dibuat oleh
pewaris, terutama jika hal tersebut dapat mengganggu hak mereka atas
warisan. Dengan demikian, meskipun pewaris memiliki sedikit kebebasan

dalam menentukan pengalihan harta warisnya, tetapi hal tersebut harus

m
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3padillah Mursid, Yadi Anwar, Rahmat Syafe’i, dkk., “Filosofi Kepemilikan Harta
erspektif Hukum Islam,”” Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, P-ISSN: 2655-
ISSN: 2502-8316, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2023.
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dilakukan dengan bijak dan tidak merugikan hak ahli waris yang telah
ditentukan Allah.***

Artikel berjudul “Penetapan Ahli Waris Dalam Tinjauan Yuridis
Normatif,” dalam Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Volume VIII, Nomor
1, Juni 2024, ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370, ditulis oleh
Rachmawati, Lilik Andaryuni, dan Akhmad Rajuli. Hasil kajian
menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang
mengabaikan Akta Otentik Perceraian belum memenuhi Asas Kepastian
Hukum. Akta otentik memiliki posisi penting dalam perkara waris karena
nilai pembuktiannya yang sempurna dan mengikat, membuat bukti lainnya
menjadi sekunder. Namun, tidak ada kepastian hukum tentang status
perceraian Kasmawati binti Talle dan Tajang bin Abu Bagenda dalam
kasus No. 54/Pdt.G/2021/PTA.Smd karena kurangnya bukti yang memiliki
kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan memutuskan. Akibat
Hukum Tidak Tercatatnya Perceraian secara yuridis dapat dianggap tidak
sah dan harus dibatalkan, membuat istri tetap terikat dengan suami
sebelumnya. Perspektif hukum Islam yang dipegang Imam As-Syafi’i
Rahimahullah sejalan dengan pandangan ulama lain, baik dari generasi
sahabat seperti ‘Umar bin Al-Khattab, Ibnu ‘Abbas, Ibnu ‘Umar, ‘Utsman
bin ‘Affan, dan Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhum, maupun dari generasi
tabi’in seperti al-Nakhai’, Atha’, al-Zuhri, Makhul, dan al-Sya’bi. Hal ini

juga dikuatkan dengan riwayat dari Sa’id Ibnu al-Musayyab yang

Agluej[ng jo A31sId9ATU) DTUIR]S] d)¥}S
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144 psis, Ida Nuria Fatmawati, dan Erdin Nadid, ¢ Eksistensi Hukum Wasiat Dalam

Pefibagian Waris Secara Islam’* Media Keadilan Jurnal llmu Hukum, e-ISSN 2685-1857- p-ISSN
2339-0557, Volume 14 Nomor 2 Oktober 2023.
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menyebutkan bahwa Umar dan Utsman pernah memutuskan demikian.

Oleh karena itu, hak kewarisan istri tetap berlaku, yaitu sebesar ¥ jika

tidak memiliki anak, dan 1/8 jika memiliki anak.'*

6. Artikel berjudul “Pelaksanaan Penetapan Ahli Waris Dalam Pembagian
Harta Warisan di Pengadilan Agama Pontianak,” dalam E-Jurnal Gloria
Yuris Prodi llmu Hukum Untan, Volume 3, Nomor 3 Tahun 2015, ditulis

oleh Reanda Nellis. Hasil dari penelitian terhadap pelaksanaan penetapan

ahli waris dalam pembagian harta warisan di Pengadilan Agama ini

nelry eysng Nin Y!jlw ejdio ey @

mendapatkan kesimpulan bahwa pada proses penetapan ahli waris yang
dilangsungkan di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak sudah sesuai
dengan ketentuannya, ada pihak yang menerima putusan tersebut dan
pastinya ada pihak yang tidak menerima, khususnya pada pihak yang tidak
menerima, dikarenakan mereka merasa hak nya telah dilanggar tehadap
penetapan tesebut, dan menimbulkan upaya hukum berupa gugatan
sengketa (contentiosa). Hal ini menjadi perhatian bagi pihak yang ingin
mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama agar
sebelum mengajukan permohonan penetapan ahli waris, baiknya
melakukan musyawarah bersama agar tidak timbulnya perselisihan
diantara para ahli waris yang nantinya dapat memutus tali silaturahmi para

ahli waris.'*

1>Rachmawati, Lilik Andaryuni, dan Akhmad Rajuli, “Penetapan Ahli Waris Dalam
Titjauan Yuridis Normatif,” dalam Jurnal llmu Hukum “THE JURIS” ISSN 2580-0299, e-ISSN
2580-8370, Volume V111, Nomor 1, Juni 2024.

< 146Reanda Nellis, “Pelaksanaan Penetapan Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan
di Pengadilan Agama Pontianak,” E-Jurnal Gloria Yuris Prodi llmu Hukum Untan, Volume 3,
Nomor 3 Tahun 2015.
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. Artikel berjudul “Kedudukan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris

Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB),” dalam MIMBAR YUSTITIA Volume 7 Nomor 1 Juni 2023 P-
ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online), ditulis oleh Septian
Putri Nindiasari, Dominikus Rato, dan Dyah Oktorina Susanti. Hasil
kajian menyimpulkan bahwa Kekuatan Hukum Surat Keterangan Waris
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan
Akta Pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris adalah sah sepanjang
memuat seluruh nama-nama ahli waris yang berhak atas harta warisan dari
si pewaris, namun apabila surat keterangan hak waris tidak memuat
seluruh ahli waris yang berhak maka surat keterangan hak waris tersebut
mengandung cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.
Sedangkan PJB yang dibuat oleh notaris adalah sah sesuai ketentuan KUH
Perdata, namun harus dilanjutkan dengan pembuatan akta jual beli
dihadapan PPAT dan dilakukan balik nama di kantor pertanahan setempat
dari nama penjual (para ahli waris) kepada nama pembeli sesuai ketentuan
akta jual beli yang termuat di dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tanggung jawab Notaris dalam
Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Dengan Menggunakan Surat
Keterangan Ahli Waris yang Dikeluarkan oleh Kepala Desa yang
Kemudian Dinyatakan Cacat Hukum adalah notaris bertanggung jawab
terhadap keautentikan dari akta pengikatan jual beli hak atas tanah yang

diperoleh dari pewarisan dengan dasar surat keterangan hak waris tersebut.
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Selanjutnya apabila akta pengikatan jual beli hak atas tanah yang diperoleh
dari warisan tersebut ditingkatkan menjadi akta jual beli maka PPAT yang
membuat akta jual beli tersebut juga tidak bertanggung jawab atas
kebenaran materil dari surat keterangan hak waris yang dibuat oleh para
ahli waris sebagai penghadap (pihak penjual) apabila ternyata surat
keterangan hak waris tersebut mengandung keterangan palsu, sehingga
mengakibatkan akta notaris tersebut mengandung cacat hukum karena
memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik.**’

Artikel berjudul “Problematika Penerapan Hukum Ahli Waris Pengganti
Yang Belum Berkeadilan Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,”
dalam Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), PHI E-ISSN 2746-
7406 P-ISSN 2808-4896 Volume 4, Issue 2, Juni 2023, ditulis oleh
Muhammad Aini. Kesimpulan : penerapan ketentuan ahli waris pengganti
di Indonesia berdasarkan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum
Islam telah dilaksanakan oleh para penegak, dalam hal ini adalah para
Hakim Agama. Akan tetapi pertimbangan hukum yang diterapkan oleh
para Hakim Agama, hanya berdasarkan pada definisi-definisi mengenai
ahli waris dan/atau mengenai ahli waris pengganti, dan tidak sampai pada
esensi dari adanya waris itu sendiri yaitu pembagian para ahli waris
dan/atau ahli pengganti yang ditinggal oleh si pewaris. Ke tidak beranian

Hakim dalam menerapkan pembagian-pembagian hak-hak ahli waris,

=
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terutama ahli waris pengganti, sehingga dalam pembagiannya dapat
menimbulkan ketidakadilan bagi para ahli waris maupun para ahli waris
pengganti. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya merekonstruksi
ketentuan pasal 185 tersebut agar menjadi ketentuan ahli waris pengganti
yang benar-benar mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam hukum

kewarisan di Indonesia.*

. Artikel berjudul “Pembagian Harta Warisan berdasarkan Metode Hukum

Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam,” dalam Arus Jurnal Sosial dan
Humaniora (AJSH), ISSN: 2808-1307 , Volume 3, Nomor 1, April 2023,
ditulis oleh Sri Khayati. Kesimpulan : dalam pembagian harta warisan,
orang-orang yang beragama islam diberi kebebasan untuk memilih hukum
mana Yyang digunakan apakah menggunakan hukum waris islam
(figh/faraidh), menggunakan hukum waris perdata barat (BW) atau
menundukan diri pada Kompilasi Hukum Islam. Dalam pembagian harta
warisan, mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : a. Penentuan Ahli
Waris berdasarkan Golongan atau kelompok. b. Menentukan bagian
masing-masing Ahli Waris. c. Menghitung kadar atau takaran perolehan
harta warisan dari ahli waris. d. Pelaksanaan pembagian/ penyerahan Harta
Warisan kepad Ahli Waris. Dalam pembagian harta warisan berdasarkan
metode Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Pengadilan
Agama Kendari diperoleh fakta-fakta bahwa penyelesaian sengketa

Pembagian Harta Warisan ada yang menempuh jalan damai, dan ada yang
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tidak dikabulkan disebabkan oleh karena gugatan/permohonan cacat

formil 1

10. Artikel berjudul “Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,” dalam JSEH (Jurnal Sosial
Ekonomi dan Humaniora) Volume 10 Nomor 3 September 2024 (PP.
528-534), ditulis oleh Sri Hariati. Kesimpulan : Istilah perlindungan

menurut KBBI dapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan upaya

pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

keseragaman aturan bagi umat Islam dalam masalah kewarisan di
Indonesia. Melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, KHI hadir
sebagai pedoman hukum yang berupaya menyatukan aturan kewarisan
yang sebelumnya pluralistik dan tersebar dalam berbagai interpretasi
lokal. Berlakunya KHI telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat
dan seragam bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa
kewarisan, serta memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak-hak
ahli waris, termasuk perempuan dan anak angkat. Namun, implementasi
KHI di lapangan tidak terlepas dari tantangan, terutama dalam hal
harmonisasi dengan hukum adat yang masih kuat dipegang oleh berbagai
komunitas di Indonesia. Perbedaan sistem kekerabatan dan tradisi lokal
sering kali menyebabkan ketentuan KHI dianggap tidak relevan atau
bertentangan dengan nilai-nilai setempat. Oleh karena itu, penting bagi

pengadilan agama dan para pemangku kepentingan untuk memiliki
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Vdlime 3, Nomor 1, April 2023.
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pendekatan yang kontekstual dan sensitif terhadap norma-norma lokal,
sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legal-
formal tetapi juga diterima oleh masyarakat. Peran pengadilan agama
tidak hanya sebatas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator
yang memfasilitasi tercapainya kesepakatan damai di antara para ahli
waris. Dalam konteks ini, penerapan prinsip musyawarah dan mufakat
sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan dan
menciptakan rasa keadilan yang substantif. Selain itu, pengadilan agama
juga dituntut untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai
perbedaan-perbedaan dalam sistem hukum adat di berbagai daerah, agar
dapat memberikan putusan yang responsif terhadap realitas sosial dan
budaya setempat. Edukasi hukum dan sosialisasi mengenai ketentuan
dalam KHI perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya
kesalahpahaman dan konflik kewarisan. Banyak sengketa yang terjadi
karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak
mereka sebagai ahli waris. Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat
dapat dilakukan melalui program-program sosialisasi yang melibatkan
tokoh agama, pemimpin adat, serta aparat penegak hukum. Edukasi
hukum yang baik akan membantu masyarakat memahami hak dan
kewajiban mereka, sehingga potensi konflik dapat diminimalisasi.
Harmonisasi antara ketentuan KHI dan hukum adat menjadi langkah
yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum

dalam pembagian warisan. Pendekatan yang mengutamakan dialog dan
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kerja sama antara tokoh agama dan pemimpin adat dapat membantu
menemukan titik temu yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dan tradisi
lokal. Dengan adanya harmonisasi ini, KHI dapat diimplementasikan
secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, serta diterima oleh semua
pihak sebagai pedoman hukum yang sah di tengah masyarakat Indonesia

yang multikultural.**°

. Artikel berjudul “Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama

(Studi di Dusun Purbo Desa Jalotigo Kecamatan Talun Kabupaten
Pekalongan),” Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Tahun 2022, ditulis oleh
Sutrisno. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat dukuh Purbo
telah menerapkan pembagian harta warisan beda agama, hal ini menjadi
dasar di mana telah diwarisakan oleh nenek moyang mereka, Bentuk
budaya hukum yang berlaku di masyarakat menjadi tolak ukur terhadap
efektivitasnya suatu hukum itu sendiri. Pembagian harta waris menurut
hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat di Dukuh
Purbo Kecamatan Talunkabupaten Pekalongan,karena sebagian besar
masyarakat yang masih membagikan harta waris secara ketentuan hibah
maupun hukum adat tanpa mempedulikan hukum yang telah di atur
dalam Islam, seperti perbedaan agama tidak menjadi larangan untuk
mewarisi, bagian anak laki-laki dibagi sama haknya dengan bahagian

perempuan dan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan. Pembagian harta
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g waris yang dilakukan oleh masyarakat di Dukuh Purbo Desa Jalatigo
; belum efektif karena pembagian harta tersebut dilakukan secara adat atau
E’ musyawarah. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang
2 kurang memahami tentang hukum waris Islam, dan kurangnya kesadaran
Z masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta warisan menurut
i hukum Islam,sehingga terjadinya penundaan pembagian terhadap harta
‘E_ waris, kebanyakan masyarakat memahami bahwa pembagian yang
Q;E; dilakukan secara adat dapat terbaginya harta warisan secara adil bagi
g semua ahli waris. dan Kkurangnya perhatian pemerintah untuk
mewujudkan kesadaran terhadap masyarakat terhadap pembagian harta

warisan menurut hukum Islam.*
12. Artikel berjudul “Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut KHI dan

KUHPerdata di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama
Watampone,” dalam Jurisprudentie Volume 5 Nomor 1 Juni 2018, ditulis
oeh Suwardi Bahtiar. Kesimpulan : Sistem pewarisan menurut
hukumadat di Kabupaten Bone yaitu pembagian warisan tidak sesuai
bagian yang semestinya diterima, dalam pembagian warisan diselesaikan
secara musyawarah tanpa melalui Pengadilan Agama setempat.
Meskipun pembagiannya tidak sesuai dengan bagian yang telah
ditentukan dalam Al- Qur’an, namun dalam hukum Islam perdamaian
merupakan hal yang tertinggi dan dapat mengesampingkan bagian yang

seharusnya diterima oleh para ahli waris. Dan ketika suatu perkara
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hendak diselesaikan melalui Pengadilan Agama tanpa terkecuali
termasuk masalah kewarisan, terlebih dahulu diupayakan mediasi melalui
mediator yang ditunjuk oleh hakim untuk mendamaikan para pihak.
Penerapan ahli pengganti menurut Pengadilan Agama Kabupaten Bone
yaitu pertimbangan Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti
berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Watampone Nomor:
535/Pdt.G/2013/PA.Wtp. Tanggal 19 Desember 2013 yaitu cucu dapat
menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris karena
berdasarkan Pasal 185 ayat (1), seseorang dapat mewaris karena
penggantian tempat adalah orang yang digantikan oleh anaknya tersebut
harus sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris serta orang yang
digantikan oleh anaknya tersebut merupakan ahli waris jika ia masih
hidup. Selain itu, syarat yang paling penting adalah bahwa baik pewaris

yang sebenarnya maupun ahli waris pengganti harus beragama Islam.*>

13. Artikel berjudul “Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi

Hukum Islam,” dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Palembang
Volume 15, Nomor 3, Bulan September, Tahun 2017, ditulis oleh
Barhamuddin. Kesimpulan : harta dari kakeknya (pewaris). Cucu dari
anak laki-laki baru dapat menggantikan kedudukan orang tuanya apabila
pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang lain yang masih hidup.
Hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan

hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli
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nery wisey



D)

EF

f
>

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

NV VASNS NIN

&

&
)

)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

14.

110

waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang.
Berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut, cucu dapat
menjadi ahli waris pengganti dan menggantikan kedudukan orang tuanya.
Bila orang tuanya berkedudukan sebagai dzawil furudl, maka ia akan
menjadi dzawwil furudh juga, begitupun jika orang tuanya berkedudukan
sebagai ‘ashabah maka ia pun menjadi ‘ashabah. Cucu akan mendapat
bagian warisan sebesar bagian yang diperoleh orang tuanya seandainya ia
masih hidup. Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli
waris yang seharusnya menerima bagian dari pewaris yang dioper kepada
penggantinya yaitu anaknya agar kelangsungan hidup keluarga berjalan
terus juga mempererat tali persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris
pengganti. Hukum kewarisan telah melembagakan ahli waris pengganti
ke dalam dan telah melaksanakannya walaupun belum dalam bentuk
undang-undang, tapi dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam yang
mengakomodir pembagian warisan secara damai di mana dalam Pasal
183 dijelaskan bahwa “para ahli waris dapat bersepakat melakukan
perdamaian dengan pembagian harta warisan setelah masing-masing
menyadari bagiannya”. KHI menghendaki agar pembagian warisan
dengan cara damai ini, para ahli waris mengerti hak dan bagiannya
masing-masing.**

Artikel berjudul “Pelaksanaan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi

Hukum Islam Dalam Praktek Pengadilan Agama Sambas,” dalam
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NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425,
ISSN:2086-1702, ditulis oleh Andre Gema Rahadhani. Kesimpulan :
pelaksanaan pemberian wasiat wajibah untuk anak angkat di Pengadilan
agama sambas belum di laksanakan. Pada prakteknya, wasiat wajibah ini
belum terlaksana sebagai mana mestinya. Hal ini terbukti dari masih
adanya anak angkat yang tidak melaksanakan wasiat wajibah. Lalu yang
menjadi faktor penyebab belum terlaksananya wasiat wajibah ialah
ketidak tahuan anak angkat tentang wasiat wajibah itu sendiri, sehingga
wasiat wajibah tidak terlaksana khususnya di kecamatan Sambas. Selain
itu, terdapat kelalaian orang tua angkatnya yang tidak berencana
memberikan wasiat wajibah dan kurangnya pengetahuan anak angkat
tentang hak mereka yang telah di atur pada pasal 209 Kompilasi Hukum
Islam, dan perlu di ketahui apabila masalah pelaksanaan wasiat wajibah
sudah melalui proses peradilan atau berupa putusan, maka akan berakibat
hukum.***

Artikel berjudul “Legalitas Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli
Waris Beda Agama Dalam Dua Ketentuan Hukum Waris Yang Berbeda
di Indonesia,” dalam PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 4 (2)
2024: 208 - 225 E-ISSN: 2775-5649, ditulis oleh Julivia Marsel Sellano.
Kesimpulan : penerapan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta
warisan terhadap ahli waris beda agama pada perkawinan campuran

maupun perkawinan seagama, mengenai perkara penyelesaian kewarisan
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beda agama, yang digunakan sebagai ukuran menentukan berwenang
tidaknya lembaga peradilan didasarkan dengan hukum yang berlaku pada
waktu semasa hidup pewaris. Menurut hukum waris barat, ahli waris
beda agama tidak menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris
sedangkan hukum waris islam, ahli waris beda agama menjadi
penghalang untuk menjadi ahli waris. Namun demikian, ahli waris beda
agama tetap dapat menerima harta waris melalui wasiat wajibah secara
adil yang dinilai oleh hakim itu sendiri sebagaimana dalam Putusan
Kasasi MA RI yaitu Yurisprudensi MA Nomor 368 K/AG/1995 dan MA
No 51/K/AG/1999. Akibat hukum pada penyelesaian kewarisan beda
agama dalam pelaksanaannya menimbulkan penafsiran Hakim yang
berbeda dalam mempertimbangkan hukum dalam amar putusan, serta
menimbulkan ketidakpastian hukum, baik dalam proses pelaksanaannya
maupun status hukum bagi ahli waris beda agama, hal ini dikarenakan
belum adanya aturan hukum yang pasti, hamun pemberlakuan wasiat
wajibah bagi ahli waris non-muslim dari pewaris muslim adalah sebagai
bentuk cinta dan kasih antar sesama manusia dan merupakan upaya
penegakan keadilan/ kemaslahatan bagi kerabat non-muslim karena
terhalang haknya dalam mendapatkan warisan.'*®

Artikel berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Asas ljbari Dalam
Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum

Islam (Studi Kasus di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan),”

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e
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SJulivia Marsel Sellano, “Legalitas Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris
Belfa Agama Dalam Dua Ketentuan Hukum Waris Yang Berbeda Di Indonesia,” dalam PAMALI:
Pattimura Magister Law Review, E-ISSN: 2775-5649, 4 (2) 2024, him. 208-225.
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dalam 11C: Jurnal Intelek Insan Cendikia, E-ISSN : 3047-7824, Volume
1 Nomor 9, November 2024, ditulis oleh Prayogi, Zamakhsyari dan
Muhammad Yadi Harahap. Kesimpulan : pandangan Kompilasi Hukum
Islam terhadap asas ijbari dalam pembagian harta warisan tertuang
dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 175 ayat (1) huruf d dan Pasal
187 ayat (2) yang merupakan suatu ketetapan yang harus diterima oleh
para ahli waris. Walaupun tidak secara jelas tercantum kata asas ijbari
tetapi memiliki makna yang sama yaitu wajib membagi harta
warisan di antara ahli waris yang berhak. Penerapan asas ijbari dalam
pembagian harta warisan di Kecamatan Silau Laut tidak dilakukan
menurut Hukum Islam. Hal ini disebabkan karena adanya kepatuhan
anak terhadap aturan orang tua dengan tidak membagi harta warisan.
Jika demikian, maka ini tidak dibenarkan. Alasan terhadap penundaan
pembagian harta warisan harus dengan alasan sesuai dengan al-
mashlahah dharuriyah yang dibenarkan hukum Islam. Akibat hukum
tidak dilaksanakannya pembagian harta warisan sesuai dengan asas
ijbari di Kecamatan Silau Laut, yaitu : (1) memiliki potensi berkurangnya
nilai atau jumlah bagian harta warisan yang tidak sesuai dengan jumlah
yang seharusnya diperoleh ahli waris dan (2)memiliki potensi timbulnya
pertikaian di antara para ahli waris dikarenakan keterlambatan untuk

membagi harta warisan.™®

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e
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%%prayogi, Zamakhsyari dan Muhammad Yadi Harahap, “Analisis Yuridis Penerapan
Ases ljbari Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam
(Sfidi Kasus di Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan),” dalam 11C: Jurnal Intelek Insan
Cendikia, E-ISSN : 3047-7824, Volume 1 Nomor 9, November 2024.
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17. Artikel berjudul “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia,” dalam
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VVolume
08, Nomor 1, Mei 2020, ditulis oleh Gisca Nur Asyafira. Kesimpulan :
hukum Islam memberi pengaturan mengenai pewarisan kepada para
penganutnya seputar asas-asas pewarisan, syarat dan rukun waris, dan
suatu Kklasifikasi ahli waris menyangkut hak, kewajiban, dan penghalang
ahli waris untuk mendapatkan warisan yang bersumber dari ayat-ayat al-
Quran, Sunnah, ijma’ dan ijtihad. Kontekstualisasi hukum Islam pada
masyarakat Indonesia merupakan suatu pilihan hukum bagi masyarakat
terkait permasalahan pewarisan harta yang secara normatif hendaknya
menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Islam di Indonesia untuk tunduk
terhadapnya.*®’
Dari kelima belas artikel jurnal sebagaimana dipaparkan di atas, tidak
ada satupun yang memiliki kesamaan dengan judul penelitian yang penulis

g.?pilih. Walaupun demikian, ada beberapa kemiripan pada variabel yang

2}

— digunakan secara terpisah pada masing-masing judul artikel jurnal, yaitu

Turefs

.tentang kepemilikan harta, ahli waris, pembagian waris dan Kompilasi
Hukum Islam. Terdapat satu artikel yang hampir memiliki kesamaan yaitu
tentang Surat Keterangan Ahli Waris (SKHW), akan tetapi menjadi berbeda
"karena yang dibahas adalah Kedudukan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris
Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli

(PPJB),” yang ditulis oleh Septian Putri Nindiasari, Dominikus Rato, dan

uej[ng jo

M
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Y'Gisca Nur Asyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” dalam Al-
lahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Volume 08, Nomor 1, Mei 2020.
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I BAB Il
n,i. METODE PENELITIAN
2
o
m - -, =

Ag Jenis Penelitian
;? Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (library
(=
Eresearch), karena data yang diteliti berupa naskah-naskah, buku-buku atau
C;’omajalah-majalah yang bersumber dari khazanah kepustakaan, dan sifat dari
w
& penelitian ini adalah kualitatif,"® vaitu jenis penelitian yang temuan-
py)
o temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan
c

lainya, seperti tentang kehidupan, prilaku seseorang, peranan organisasi,
pergerakan sosial dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun analisanya

bersifat kualitatif.'*®

Penelitian kepustakaan (library research) adalah
penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber-sumber atau khazanah
kepustakaan, berupa karya tulis dan hasil penelitian, naskah-naskah, buku-

buku atau majalah-majalah, baik yang telah maupun yang belum

9 p]
%dipublikasikan, termasuk penelitian jenis ini adalah penelitian sejarah,
gpenelitian pemikiran tokoh, penelitian (bedah) buku dan berbagai contoh lain
E'penelitian yang berkait dengan kepustakaan.

Bg- Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam memperoleh data adalah
menggunakan pendekatan analisis content (analisis isi). Dalam istilah Klaus

Krippendorf metode ini didefenisikan sebagai “Suatu teknik penelitian untuk

%8 ihat Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda
a, 2012), him. 6.
Ibid., him. 4.

K

116

nery wisey ji&Agluejing jo A31s12A



D)

%

f
>

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

NV VASNS NIN

&

&
)

)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

117

©
gmembuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan shahih data

-
o dengan memperhatikan konteksnya.”*® Suharsimi Arkunto menyebutnya

o
o dengan istilah “analisis dokumen” (documentary) adalah “penelitian yang

=
—-dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam rekaman, baik

=
—gambar, suara, lisan, tulisan dan lain sebagainya. "*®' Sebagai suatu teknik

= . .
ch)penelltlan, analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan

c
gdata ilmiah. Teknik penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan,

jeb)
-umembuka wawasan baru, menyajikan fakta dan panduan praktis

QD

< pelaksanaannya, sebagai usaha untuk menjelaskan tentang “eksistensi,
pengertian dan ruang lingkup, syarat dan ketentuan, prosedur, serta
pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris (SKHW), dalam hubungannya

dengan kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam perspektif

mashlahah.”

C. Sumber Data

g.-j Sumber data yang ada dalam penelitian ini dapat dikelompokkan
o

;sebagai berikut :

&

= 1. Bahan hukum primer adalah: Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-
=

g undang Hukum Acara Perdata, Peraturan Menteri Agraria dan Tata
E Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang
W

q’ Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris, Permenkumham Nomor 7 Tahun
=4

@)

=

g 180k laus Krippendorff, Content Analisys ; Introductions ti It’s Theory and Methodologi

(Apgalisys Isi ; Pengantar Teori dan Metodologi), (Jakarta : PT. Rajawali Press, 2013), him. 15.

= "' jhat Suharsimi Arkunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2012),

hif. 321. Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi IV, (Jakarta : Rake Sarasin,
20L1), him. 68.
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2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan dan

buku-buku tentang Mashlalah al-Mursalah.

™

Bahan hukum skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, hasil-hasil penelitian, karya-karya dari kalangan hukum

dan sebagainya.

w

. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang, yakni bahan hukum
yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan

hukum primer dan bahan hukum skunder, seperti: Ensiklopedia, Kamus

nery eysng Nin Y!jlw ejdioyey @

dan lain-lain.

o

Teknik Pengumpulan Data

Keseluruhan data penelitian diperoleh dengan cara melakukan
pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian disusun
secara sistematis sehingga menjadi suatu paparan yang jelas tentang
“eksistensi, pengertian dan ruang lingkup, syarat dan ketentuan, prosedur,
serta pentingnya Surat Keterangan Ahli Waris dalam hubungannya dengan

kepemilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam perspektif mashlahah.

we[sy 3je)s

EE Teknik Analisis Data

T

Teknik analisis merupakan proses pengumpulan data dan

mengurutkannya ke dalam pola dan pengelompokan data. Burhan bungin

Ajrs1aarun d

dalam bukunya mengumukakan analisis data merupakan bagian yang sangat

penting dalam metode ilmiah, karena dalam analisis data tersebut dapat diberi

neny wisey jrredAg uejng jo
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©
garti dan makna yang berguna untuk memecah masalah penelitian.*®* Secara

-
o lengkap teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini mengikuti
o

—

o langkah langkah reduksi, penyajian data, kesimpulan/verifikasi. Teknik

=
—-analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah model analisis

interaktif (Interactive models of analysis) seperti yang dikemukakan oleh
miles dan huberman. Penelitian ini ergerak di antara tiga komponen yaitu

reduksi data, oenyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dimana

d BYSNS NIN X

aktivitas ketiga komponen tersebut bukanlah linier namun lebih merupakan

nei

siklus dalam struktur kerja interaktif. Setelah data terkumpul, dilakukan
reduksi data. Adapun tahapan teknis analisis data menurut Miles dan
Huberman berdasarkan gambar diatas, adalah sebagai berikut :
1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan
abstraksi data (kasar) yang ada dalam fieldnote. Proses ini berlangsung terus
sepanjang pelaksanaan riset yang dimulai dari bahan reduction yang sudah

dimulai sejak peneliti mengambil keputusan untuk melakukan penelitian.

TUrefsy aje}s

Data reduction bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek,

membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data

sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

Ajrs1aarun d

2. Penyajian Data
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan

kesimpulan riset untuk dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data,

Ag uejIng jo

20

1%2Byrhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT. Grafindo Perkasa,
), him.131.
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©
T peneliti akan mengerti apa yang akan terjadi dan memungkinkan untuk

10 ).

_mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun tindakan lain berdasarkan
pengertian tersebut. Display meliputi berbagai jenis matriks, gambar atau
:skema, jaringan kerja keterkaitan pekerjaan, dan label. Kesemuanya
dirancang guna merakit informasi supaya teratur dan mudah dilihat juga
dimengerti.

3. Penarikan Kesimpulan

Pada awal pengumpulan data, peneliti sudah harus menilai, mengerti

nery eysng Nin d!iw eyd

apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan

peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, dan proposisi-proposisi.

Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data

terakhir. Pada tahap ini data yang telah diperoleh, setelah dipelajari akan

diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dianalisis
secara cermat di samping menggunakan tehnik :

a. Deduktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-
keterangan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu
kesimpulan yang khusus,

b. Induktif, yaitu menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-
keterangan yang bersifat khusus, kemudian ditarik menjadi suatu

kesimpulan yang umum,

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S



D)

EF

f
>

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

NV VASNS NIN

&

&
)

)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

121

c. Komperatif, yaitu : membandingkan ide, pemikiran dan pendapat yang
satu dengan yang lain tentang hal yang sama, baik yang memiliki nuansa
pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.'®®

Data yang telah terkumpul dianalisis setiap waktu secara induktif,
deduktif dan komperatif selama penelitian berlangsung dengan mengolah
bahan empirik, supaya dapat disederhanakan ke dalam bentuk yang lebih

mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Data diinterpretasikan untuk

eysng NIn Y!lw ejdid ey @

-vmemperoleh makna dan implikasi hubungan yang ada. Analisis induktif

e

< dimulai dengan terlebih dahulu merumuskan sejumlah permasalahan ke
dalam beberapa pertanyaan yang dijadikan tujuan penelitian. Beberapa
pertanyaan yang menjadi permasalahan utama telah dikemukakan dalam
perumusan masalah, akan tetapi pertanyaan-pertanyaan yang lain dapat digali
melalui wawancara, atau observasi di lokasi penelitian sehingga dapat
mengumpulkan ungkapan kognitif, emosional atau intuisi dari para pelaku
yang terlibat. Data ini dirangkum secara deskriptif untuk membantu
menemukan konsep-konsep keaslian yang diungkapkan oleh subjek penelitian
sendiri sesuai dengan kenyataannya. Dengan cara ini tetap akan dapat

menyajikan realitas sesuai dengan kenyataan yang ada (emik) sebagaimana
yang diharapkan dalam penelitian kualitatif.*®
Dalam melakukan analisis, diterapkan cara pentahapan, yaitu

mereduksi data, memaparkan data empirik, menarik kesimpulan dan

Sa

183 Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta
nisius, 2012), him. 71.

%4Michael Quin Patton, Qualitative Evolution and Reasearch Methode, (Newbury Park :
Publication, 2010), him. 390.
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©
T memverifikasikan. Mereduksi data dimaksudkan sebagai penyederhanaan,

10 ).

_pengabstrakkan dan mentransformasikan data yang masih kasar dari beberapa
catatan lapangan. Dengan tahap ini dimaksudkan dapat mengklasifikasikan,
:mengarahkan, membuang yang tidak perlu hingga dapat mengorganisir data
yang sangat diperlukan. Pemaparan maksudnya menyajikan data yang telah

direduksi dalam bentuk bahan yang diorganisir melalui ringkasan terstruktur,

sng Nin 1w eyd

xdiagram, bagan maupun sinopsis dan beberapa teks. Cara ini dapat membantu

=

-umenyusun analisis yang dikehendaki, serta diarahkan kepada upaya

QD
< merumuskan temuan konsep. Tahap penarikan kesimpulan serta verifikasi,

dimaksudkan membuat penafsiran makna dari data, kemudian
memverifikasinya.

Triangulasi temuan penelitian merupakan kegiatan penting bagi
peneliti dalam upaya menjamin dan meyakinkan pihak lain, bahwa temuan
penelitiannya benar-benar absah. Temuan yang absah akan sangat penting

Eﬂ)agi upaya membahas posisi temuan penelitian terhadap teori-teori dan

o . : : !
—temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan/teori

F—

gyang diungkap dari lapangan. Usaha-usaha yang ditempuh oleh peneliti untuk
™

gnemperoleh keabsahan temuan penelitian adalah dengan menggunakan

Eteknik-teknik perpanjangan kehadirannya di lapangan, observasi yang
W

i’diperdalam, triangulasi (menggunakan beberapa sumber metode, teori),
=)

uPembahasan sejawat, analisis kasus negatif, pelacakan kesesuaian hasil, dan

©
D
>
«Q
D
(o]
@D
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N
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>
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>
Q
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Selanjutnya perlu dilakukan pengecekkan dapat tidaknya ditransfer ke
_Iatar lain (transferability), ketergantungan pada konteksnya (dependability),
dan dapat tidak dikonfirmasikan pada sumbernya (konfirmability).
:Pengecekan keabsahan data sangat perlu dilakukan agar data yang dihasilkan
dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan
keabsahan data merupakan suatu langkah untuk mengurangi kesalahan dalam

proses perolehan data penelitian yang tentunya akan berimbas terhadap hasil

Y e)ysns Ninilw eydio yeq @

akhir dari suatu penelitian. Dalam proses pengecekan keabsahan data pada

nei

penelitian ini harus melalui beberapa teknik pengujian data.
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BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan

sebagai berkut :

1. Fungsi Surat Keterangan Ahli Waris terhadap kepemilikan harta dalam

Kompilasi Hukum Islam: bagi setiap warga Negara Indonesia hal ihwal
waris mewarisi terkait dengan peristiwa hukum dan kepastian hukum dan
dalam, termasuk dalam hal Surat Keterangan Ahli Waris berdasarkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 16 Tahun 2021 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun
2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan, Surat
Keterangan Ahli Waris adalah dokumen resmi yang memuat identitas ahli
waris yang berhak menerima harta peninggalan dari seseorang yang telah
meninggal dunia dan menjadi bukti bahwa seseorang atau beberapa orang
memiliki hak waris atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal
dunia. Ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah orang-orang
yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap harta
peninggalan (tirkah/ warisan), baik untuk seluruhnya maupun sebagian,”
berdasarkan hubungan darah, perkawinan, beragama Islam, dan tidak ada
halangan secara hukum menjadi ahli waris. Surat Keterangan Ahli Waris
berfungsi : (1)sebagai alat bukti untuk menunjukkan ahli waris yang sah

beserta bagian waris yang menjadi haknya, (2) untuk menjaminkan
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barang-barang harta peninggalan milik pewaris kepada pihak lain, (3)
untuk mengalihkan harta kekayaan peninggalan pewaris tersebut kepada
pihak lain, (4) untuk merubah status kepemilikan bersama atas barang
harta peninggalan pewaris menjadi milik dari masing-masing ahli waris
dengan cara melakukan atau melalui akta pembagian dan pemisahan harta
peninggalan pewaris, dan (5) sebagai alat bukti bagi ahli waris untuk dapat
mengambil atau menarik uang dari pewaris yang ada pada suatu bank atau

asuransi.

. Tinjauan Mashlahah al-Mursalah terhadap kedudukan dan fungsi Surat

Keterangan Ahli Waris menurut Kompilasi Hukum Islam : dilihat dari
nilai-nilai kemashlatan yang terkandung dalam Surat Keterangan Ahli
Waris dalam kepemilikan harta, telah memenuhi 4 (empat) persyaratan
Mashlahah al-Mursalah, yaitu : (1)kemaslahatan yang dimaksudkan ingin
dicapai tidak bertentangan dengan nash/ dalil (al-Qur’an dan Hadis) dan
Ijma’, karena memang tidak ditemukan nash/ dalil maupun ijma’ yang
secara eksplisit dan khusus terkait kedudukan dan fungsi Surat Keterangan
Ahli Waris, (2)Kemaslahatan yang dimaksud setidaknya merupakan salah
satu dari maqgashid al-syari’ah/ al-Kulliyat al-Khams (Hifzh : al-Din, al-
Nafs, al-Agl, al-Nasl, al-Maal)., (3)Kemaslahatan yang dimaksud mesti
merupakan sesuatu yang nyata demi mendatangkan kemaslahatan dan
menghindarkan dari kemudaratan, dan (4) Kemaslahatan itu mesti nyata

terjadi berlaku secara umum yang manfaatnya itu berdampak pada banyak
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orang atau kemudaratan yang hendak dihindarkan itu dari orang banyak

bukan dari pribadi seseorang.

Dgy Saran-saran

=

Berdasarkan hasil penelitian di atas, selanjutnya penulis sampaikan

~ beberapa saran sebagai berikut :

Nely ejsng NiN
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1. Penelitian terkait urgensi Surat Keterangan Ahli Waris dalam

hubungannya dengan kepenilikan harta menurut Kompilasi Hukum Islam
(KHI), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri
Keuangan dan Hukum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Harta Peninggalan (BHP), masih terbuka peluang bagi peneliti

lain untuk dapat menemukannya.

. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., salah dan khilaf serta

kelemahan dan kekurangan selalu ada pada diri manusia sebagai makhluk
yang lemah, oleh karena itu penulis menyadari bahwa penelitian tesis ini
masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya kritik, saran dan masukan

dari berbagai pihak sangatlah diharapakan.
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